
SALINAN 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 99 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang 	a. bahwa dalam rangka integrasi dan optimalisasi pengelolaan 
naskah dinas dan pelaksanaan naskah dinas elektronik di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 
Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah 
Dinas dan Peraturan Gubernur Nom3r 92 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Tata Naskah Dinas, 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 93 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
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5. Peraturar_ Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

6. Peraturar_ Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2314 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH DINAS. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi 
kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Sakarta. 

2. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam 
media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang 
dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang 
di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses 
pengambilan putusan dengan berdasarkan tata naskah dinas. 

3. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang 
meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan., 
pengelolaan, distribusi dan penyimpanan Naskah Dinas serta 
media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

4. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang bertuliskan nama 
jabatan atau nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat 
Daerah yang ditempatkan di bagian paling atas halaman kertas. 

5. Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur adalah Kop Naskah Dinas 
dengan menggunakan Lambang Negara untuk menuangkan 
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil 
Gubernur. 

6. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disebut Kop Naskah Dinas PD/UKPD 
adalah Kop Naskah Dinas dengan menggunakan lambang 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang 
ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja 
pada Perangkat Daerah. 

7. Kop Naskah Dinas PD/UKPD Beralamat adalah Kop Naskah 
Dinas untuk menuangkan/membuat Naskah Dinas dalam 
bentuk dan susunan surat yang ditandatangani oleh Kepala 
Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah. 

8. Kop Naskah Dinas PD/UKPD Tanpa Alamat adalah Kop Naskah 
Dinas untuk menuangkan/membuat Naskah Dinas dalam 
bentuk dan susunan surat yang ditandatangani oleh Kepala 
Perangkat Daerah Unit Kerja pada Perangkat Daerah. 

9. Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas yang digunakan 
untuk mengesahkan suatu Naskah Dinas setelah ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang. 



10. Stempel Jabatan Gubernur adalah stempel yang dibubuhkan 
pada Naskah Dinas dengan menggunakan lambang negara 
yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur. 

11. Papan Nama adalah papan pengenal yang bertuliskan nama 
dan alamat Kantor Gubernur, Perangkat Daerah/Unit Kerja 
pada Perangkat Daerah. 

12. Sampul Naskah Dinas adalah amplop yang bertuliskan nama 
jabatan atau nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada 
Perangkat Daerah yang ditempatkan di bagian atas amplop. 

13. Format adalah pengaturan yang menggambarkan tata letak 
dan redaksional serta penggunaan lambang, logo, dan stempel 
dinas. 

14. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. 

15. Delegas-_ adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 
dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya. 

16. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh 
atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas tertentu atas 
nama yang memberi mandat. 

17. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan 
tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk 
menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan 
kewenangan pada jabatannya. 

18. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya 
disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai 
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik :ndonesia. 

19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan 
Perangka-_ Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 

20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 

21. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang 
karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah 
di Provinsi DKI Jakarta. 

22. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 

23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

24. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah. 



Pasal 2 

(1) Sistematika pedoman Tata Naskah Dinas meliputi: 

BAB I MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 

BAB II PENYELENGGARAAN 

BAB III BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS ARAHAN 

BAB IV BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS 
KORESPONDENSI 

BAB V BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS KHUSUS 

BAB VI BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS LAINNYA 

BAB VII PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, 
UNTUK BELIAU, UNTUK PERHATIAN, PELAKSANA 
TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN 

BAB VIII PENULISAN NAMA, PEMARAFAN, PENANDATANGANAN 
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS 

BAB IX PENOMORAN NASKAH DINAS 

BAB X STEMPEL 

BAB XI KOP NASKAH DINAS 

BAB XII PAPAN NAMA 

BAB XIII LOGO 

BAB XIV PEMBINAAN 

BAB XV PENYIMPANAN NASKAH DINAS 

BAB XVI PELAKSANAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

(2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian ticak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: 

1. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata 
Naskah D:nas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2016 Nomor 72072); 

2. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 
Nomor 52026); dan 

3. Keputusan Gubernur Nomor 56 Tahun 2001 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Perbal Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 November 2021 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES RASYID BASWEDAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 November 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

MARULLAH MATALI 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2021 NOMOR 51033 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

YUHANAH 
N1P19650824 1994032003 



LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 99 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS 

TATA NASKAH DINAS 

BAB I 

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 

A. Maksud 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan 

dan teknis pembuatan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. 

B. Tujuan 

Peraturan Gubernur ini mempunyai tujuan untuk mewujudkantertib 

administrasi guna mendukung kelancaran komunikasi kedinasan yang efisien 

dan efektif dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan 

pelayanan publik. 

C. Prinsip 

Prinsip penyelenggaraan Tata Naskah Dinas terdiri atas: 

1. ketelitian, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan 

pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di 

dalam pengetikan; 

2. kejelasan, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik 

dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat; 

3. singkat dan padat, diselenggarakan secara efektif, singkat, padat, dan 

lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas; dan 

4. logis dan relevan, diselenggarakan secara runtut. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penyelenggaraan Tata Naskah Dinas meliputi: 

1. Pengelolaan Naskah Dinas masuk; 

2. Pengelolaan Naskah Dinas keluar; 

3. Pembuatan Naskah Dinas; 

4. Kecepatan proses; 



4. Kecepatan proses; 

5. Penggunaan 1(ertaS; 

6. Keamanan Naskah Dinas; 

7. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; 

8. Pengiriman Naskah Dinas; 

9. Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Dinas Rahas.ia; 

10. Penyusutan Surat; 

11. Digitalisasi Arsip; dan 

12. Naskah Dinas Elektronik. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN 

A. Pengelolaan Naskah Dinas Masuk 

1. PD/UKPD penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima melalui 

tahapan: 

a. penerimaa fl, penca.tatan , pengarahan, penyant inn kepada. pimpinan, 

pendIsposisian, pendistrIbusian kepacla pimpinan unit pengolaN 

b. pinipInan Unit pengolah menindaklanjull sesual arahan pimpinan; 

c. surat masuk dikendalikan dan diberikan informasi retensi arsip oleh unit 

ketatausahaan/kesekretariatan; dan 

2. Salinan Naskah Dinas masuk yang mempunyai tembusan disampaikan 

kepada daftar sesuai tembusan; 

3. Alur Naskah Dinas masuk diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat 

pimpinan tertinggi hingga ke pejabat stniktural terendah yang berwenang. 

B. Pengelolaan Naskah Dinas Keluar 

1. Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi 

nomor, tanggal clan stempel oleh unit ketalausahnal t/kesekretariatan pada 

masing-masing PD/UKPD; 

2. Konsep Naskah Dinas diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai 

tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masIng unit tata 

usaha dalarn rangka pengendalian; 

3. Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib segera dikirim; 

dan 

4. Naskah Dinas pertinggal disimpan/diarsipkan pada unit ketatausahaan/ 

kesekretariatan dan diberikan informasi retensi arsip. 

C. Pembuatan Naska.h Dinas 

1. Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hukum dan Naskah Dinas 

dalam bentuk susunan surat yang bersifat penting diproses dengan perbal 

dan dapat dilaksanak.an  secara elektronik; 

2. Naskah Dinas clIbuat dengan mengikuti kaidah l tt.ig persuratan; 

3. Naskah. Dinats diparaf oleh pejabat yang niemiliki kewenangan memberikan 

paraf; 

4. Naskah Dinas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dapat 

dilaksanakan secara elektronik; dan 

5. Naskah Dinas disimpan pada tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan. 
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D. Kecepatan Proses 

1. Amat segera/kilat, dengan batas waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) 

jam setelah surat diterima. 

2. Segera, dengan batas waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah 

surat diterima. 

3. Penting, dengan batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua uluh empat) jam setelah 

surat diterima. 

4. Biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lirrta) hari kerja setelah surat 

diterima. 

E. Penggunaan Kertas 

1. Ukuran kertas yang digunaka.n untuk sural tnetLyilhit. adalah A4 (210 x 297 

mm). 

2. Penggunaan kertas FIVS di atas 80 (delapan puluh) gram atau jenis lain, 

hanya terbatas untuk jenis Naskah Dinas yang mempunyai nilai keasaman 

tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. 

3. Naskah Dinas berlambang negara berwama kuning ema.s atau logo Jaya Raya 

berwarna dicetak di atas kertas 80 (delapan puluh) gram. 

4. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 (delapan puluh) 

gram. 

5. Ukuran kertas yang digunalcan untuk makalah, paper dan laporan adalah A4 

(210 x 297 mm). 

6. Ukuran kertas yang digunalcan untuk pidato atau sambutan adalah A5 (165 

x 215 mm). 

7. Ukuran kertas yang cligunakan untuk selain surat menyurat, makalah, 

paper, laporan chm piclato/sambutan adalah F4 (2:10 x 330 mrn). 
8. Warna dan kualitas kerta.s harus berwama putih dengan kualitas baik. 

F. Keamanan Naskah Dinas 

Tingkat keamanan Naskah Dinas djelaskan dengan mencantumkan kode pada 

sampul Naskah Dinas sebagai berikut: 

1. sangat rahasia dengan kode "SR" dengan menggunakan tinta warna merah, 

merupakan surat yang materi dan sifatnya rnemilikl tingkat keamanan yang 

tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan 

keselamatan negara; 

2. Tahasia dengan kode "R" dengan menggunali.an tinta warna. merah, 

merupakan sUrat yang materi dan stfatnya memilikilingkat keamanan tinggi. 



yang berdampak kepada kerugian negara dan disintegrasi bangsa; 

3. penting dengan kode "P" dengan m.enggunals.an  tinta wama hitam, 

merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat Witt mendapat perhatian 

penerima su r at; 

4. konfidensial dengan kode "K" dengan rnenggunakan tinta warna hitam, 

merupakan surat yang materi dan sifatnya memtliki tingkat keamanan 

sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan 

pembangunan; dan 

5. biasa dengan kode "B" dengan menggunakan tinta wama hitam, merupakan 

surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada 
yang tidak berhak. 

G. Pengetikan Sarana Adminitstrasi dan Komunikasi Perkantoran 

1. Penggunaan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12 (dua belas) 
untuk Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum. 

	

2. 	Penggunaan jenis huruf Arial dengan ukuran 12 (dua belas) untuk Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat. 

3. Spasi antar baris 1. (satu) sampai dengan 1,5 (satit koma lirna) sesuai 
kebutuhan. 

	

4. 	Pencantuman halaman: 

a. letak: di atas tengari 
b. format: 

1) lembar pertama tanpa nomor halaman; dan 
2) lembar kedua dan seterusnya : 2, 3, dan seterusnya 

5. Penggunaan kata sambung. 

Kata sambung dapat digunakan pada penulisan Naskah Dinas. Kata 

sambung adalah kata yang digunakan untuk menandakan bahwa teks yang 

terdapat pada halaman tersebut masih berlanjut di halaman berikutnya 
dengan ketentuan jika naskah tersebut. lebiIi dari 1 	t u) halaman, Penulisan 
kata sambung diletakkm pada setiap halaman di baris terakhir teks Naskah 

Dinas dengan posisi di sudut kanan bawah halarnan dengan urutan kata 

sambung dan disertat dengan tiga buah titik yang mengikutinya. Kata 

sambung yang digunakan berasal dari kata pertama halaman berikutnya. 

H. Pengiriman Naskah Dinas 

1. Naskah Dinas yang akan dikirimkan oleh unit pengolah dimasukkan ke 

dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah 
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Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR), 

Rahasia (R), Penting (P), Konfidensial (K) dan Biasa (B); dan 

2. 	Khusus untuk Naskah Dinas dengan tingkat keamanan Sangat Rahasia (SR), 

Rahasia (R), Penting (P) dan Konfidensial (K) dimasukkan ke dalam amplop 

kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan 

stempel dinas. 

I. Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Dinas Ra.h.asia 

1. Pemberian kode kearnanan pada Naskah Dii ias de iMan kode Sangat Rahasia 

(SR), Rahasia (R), Penting (P), Konfidensial (K) dan Biasa (13). 

2. Naskah. Dinas dapat dicetak pada media yang menerapkan security printing 

yaitu pencetakan dengan pengamanan tingkat tinggi pada Naskah Dinas, 

dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan 

terhadap keautentikan dan keterpercayaan Naskah Dinas. 

3. Pembuatan, pengawasan dan pencetakan pengamanan Naskah Dinas 

dilakukan oleh unit kerja yang secara fungsional mempunyai tugas dan 

fungsi berkaitan dengan kearsipan. 

4. Penggan.daan Naskah Dinas keluar yang kategori Idasifikasi keamanannya 

Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Penting (P) dan Konfidensial (K) harus 

diawasi secara ketat. 

5. Penyimpanan Na.skah Dinas dengan kode Sanga.t Rhasia (SR), Rahasia (R), 

Penting (P) dan Kon.fidensial (K) dila.k.ukan ok1i unit ketatausah.aan/ 

kesekretariatan berkoodinast dengan unit kerja yang sec.2.ra fungsional 

mempuriyai tugas dan fungsi berkaitan dengan kearsipan. 

J. Penyusutan Surat 

Untuk Naskah Dinas/surat/arsip yang retensinya sudah inaktif sesuai jadwal 

retensi arsip maka diadakan penyusutan dengan mernindahkan Naskah Dinas 

beserta daftar arsip inaktdhya ke record center di unit kesekretariatan pada 

Perangkat Daerah (Unit Kearsipan) dengan menyertakan berita acara penyerahan 

arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan. 

K. Digitalisasi Arsip 

Digitalisasi arsip yang mernpunyai nila.i guna dan nienibuat berit.a acara alih 

media/ digitalis as I kan 	yang 	disertai 	deugan 	daftar 	Arsip 	yang 

dialihmediakan / d Igitalisasikan. 
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L. Naskah Dinas Elektronik 

Mekanisme pelaksanaan Tata Naskah Dinas berbasis elekfronik dilakukan 

Perangkat Daeran yang menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan 

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi, 

Informatika dan Statistik. 
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BAB III 

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAI-I DINAS At-ZAHAN 

A. Produk Hukum Daerah 

1. Peraturan Daerah 

a. Susunan 

Susunan Peraturan. Daerah terdiri atas: 

1) judul lerciirl atas: 

a) frasa PERATURAN DAERAH PROVINSE DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA; 

b) kata NOMOR yang diikuti dengan nomor Peraturan Daerah dan 

kata TAHUN yang diikuti dengan tahun penetapan; 

c) kata TENTANG; dan 

d) Nama Peraturan Daerah yang dibuat secara singkat dan 

mencerminkan isi Peraturan Daerah serta seluruhnya diketik 

dengan hurlf kapital tanpa tanda baca. 

2) pembukaan terdiri atas: 

a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVLAHA ESA; 

b) frasa GUBERNUR DAERAH KHUSUS IB1 thOTA JAKARTA,; 

c) koHsiderans Menimbang dan Mengingat; 

d) frasa Dengan Persetujuan Bersama.; 

e) frasa DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH 

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; 

1) kata dan; 

g) frasa GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; 

h) kata MEMUTUSKAN; 

i) kata Menetapkan; dan 

j) nama Peraturan Daerah, sama dengan nama yang tercantum 

dalam juddi, didahului dengan frasa PERATURAN DAERAH 

TENTANG yang seluruhnya cliketik dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca titik. 

3) batang tubuh 

13atang tubuh Peraturan Daerah menmat selitha substans1 Peraturan 

Daerall yang thrumuskan dalam pasal per pasal. Pengelompokan 

materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam bab, 

bagian dan paragraf. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut: 

a) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf; 

b) bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf; atau 
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c) bab dengan bagian dan paragraf yang berisit pasal. 

4) penutup, terdiri atas: 

a) rumusan perintah pengundangan dan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah; 

b) penandatanganan penetapan Peraturan Daerah yang memuat: 

c) tempat dan tanggal penetapan; 

d) frasa "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA"; 

e) tanda tangan Gubernur; dan 

f) nama lengkap Gubernur yang menandatangani. 

pengundangan, terdiri atas: 

a) tenipat dan tanggal pengundangan; 

b) frasa "SEKRETARIS DAERAH .PROVIN.81 DAERAH KHUSUS 

IB(JKOTA JAKARTA diakhlrl denga.n tanda baca.  korna (,); 

c) tanda tangan Sekretaris Daerah; 

d) nama lengkap Sekretaris Daerah yang m.enandatangani tanpa NIP; 

dan 

e) frasa LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA TAHUN NOMOR 

6) penjelasan,terdiri atas: 

a) judul penjelasan yang memuat: 

(1) kata PENJELASAN; 

(2) kata ATAS; dan 

(3) judul. 

b) isi penjelasar. yang memuat: 

(1) penjelasan unium; dan 

(2) penjelasan pasal demi pasal. 

c) frasa TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH 

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN NOMOR 

7) autentifikasi Peraturan Daerah, terdiri atas: 

a) Peraturan Da_erah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran 

selanjutnya dilakukan autentifikasi; 

b) autentifikasi Peraturan Daerah adalah sal.inan produk hukum 

daerah sesuat aslinya; 

c) salinan Peraturan Daerah dinyatakan sah apabila ditandatangani 

oleh Kepala Blro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DK1 Jakarta. 

d) isi salinan Peraturan Daerah, terdiri 

(1) frasa. " Salinan sesuai derigan aslinya."; 
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(2) frasa "KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU1MTA JAKARTA" diakhiri 

dengan landa baca koma (,); 

(3) tanda tangan Kepala Biro Hutulm Sehretariat Daerali Provinsi 

Daerah Iffiusus Ibukota Jakarta; 

(4) nama lengkap Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menandatangani 

dilengkapi dengan NIP; dan 

e) dicantumkan frasa "NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI 

JAKARTA • ( 	/ .)" 
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b. Contoh Format Pen.getikan Peraturan Daerah 

LAMBANG GARUDA 
/ 5  SPaa‘ 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

)2 spast 
NOMOR TAHLIN 

j 2 apasi 
TENTANG 
I 2 apasi 

111Mg.MMMIVIRIVIMMMMMMMMMIYIMMM1MMMNIMMt11ht 
3 spasi 

DENGAN RAHMAT TLIIIAN YANG MAHA IISA 
j 3 spas/ 

1 
GLIBERNU R DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

) 3 spasi 

: a. bahwa mmnunnumanunnumununmmmmiromannanun; 
) 2 spasi 

b. bahwa nmannunmmumarynnunnunraminnumum; dan 
seterusnya 

; 2 spasi 
c. bahwa berdasarkan pertimbangen sebagaimana 

climaksud dalam huruf a, Inruf b, dan seterusnya 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang inmmm 
mmmmur 

) apas/ 
1. Undang-Undang Noznor Tahun temang .„ (Lembaran 

Negara Republik Ludonesia Tahun Nemor „ Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 

) 2 spasi 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 	Tahun ...tentang 

(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 	Norncr 	Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor ...); 

I 2 apasi 
3. Peraturan Presideu Nomor 	Trilmn 	tan lang 

(Lernbaran Negara Republik 	Incionesla 	Tithun 
Nomor...,Tambahan Lembarrui Negarzt Repubtht Iiidonesia 
Nomor ...); 

) 2 spasi 
4. Peratuntn Menteri Nomor , Tahun 	aang ; 

) 2 spasi 
5. Peraturan Daerrth No r 	nu 	ang 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Kh lS I bukota 
,Jakarta Tahun Nomor 

j 3 sparl 
1 

Dengan Persetujuan Bersataa 
)2 spaat 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRO VINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

13 spasi 

MEMUTUSKAN: 
j 3 spaal 

: PERATURAN 	 DAERAH 	 TENTANG 
MIMMMMMMM:MMMMMMMMMMNIMMMMIVIMMMMMNIMMM 
MMMMMMMM 

) 3 spasi 

BAB I 
) 2 spa,s1 

MMMMMMMMMMMIOAMM 
I 2 spasi 
Pasal 1 
) 2 spasi 

Mmmnunmmtrunmmrnminnunmnimminmusamm 
I 2 spaai 
Pasal 
j 2 spasi 

(1) Mmrnmnunnimnunmrrtrzurunmrammmnunmramnij o ou arnmm. 
) 2 spasi 

(2) Mmmmnimmrnmrmanunmumannunnuarnmr,malirmilii 
j 3 apasi 

1 

Lembang 
Negara dan 
Nama Jabatan 
yang telah 
dicetak. 
Berukuran 
3,14 cmx 3,14 
crn 

Penomoran 
yang berurutan 
daiam satu 
talrun takwin 
dan judul 
Pera iuran yang 
linitis dengem 
hurt I.  kap i t 

Memuat alasan 
tentang pedu 
ditetapkannya 
peraturan 

Memuat dasar 
berdirinya 
peraturan 
daerah 

111eurnat 
ke 	on teri an / 
lembaga yang 
bekerja sama 

Memuat 
tentangjudul 
peraturan yang 
ditetapkan 

Memuat materi 
peraturan, 
yang ditulis 
dalam bentuk 
pasal-pasal 

Menttnbang 

Mengingat 

Menetapkan 



BAB II 
)2 spast 

MMNIMMMINMMItIMMIA1V1141 
)2 spasi 

Bagian Kesatu 
12 spasi 

Mrrunmmnanm Afmrninmyrennzyn 
)2 spasi 

Paragyuf I 
12 apaai 

Mmmmrronnunnumnaun Mmxnmnuruntnm 
12 apasi 

1 2 spasi 

Mrammmmmxrunnimmannummnmmminmnimmunnanntruniummmturnnun 
.ronuntnmmm. 

j 2 spasi 
a. Mmnunmrnrturunntrommrcurunrnmnarutunnunmearrinunrrunnunnunmm 

nunmumannunmninuarimman. 
j 2 spaari 

Mm.mmnimmrnmrammnunrrunmnurannunmmmrarnmrninnannumnann 
mnammnuxunnumnintrannunim 

j 3 spasi 
1 

BAB 
)2 sPaai 

MMMMMAIMMMMMMMMM 
2 apeasi 

Pasal 
j 2 spasi 

(11 Mammunrarnanruntrunnunmmrrailmmtnn tmrrun mri ra x an trtm 
mmtnnumummmrnmm. 
mrnmummunmrnminmrnmmuunnannun nurunn1 ren 1snilr,i k. 

121 	Mtsi txxnuxl nunmmrnammunuti ntrunrum t k intnuri ad iltt 11 111:i miumaruntn 
!IIIIIM 011111711111211~71MMIII. 

) 3 apaai 

12 spasi 
NIMMMMMMMMIUMMM.MM  

12 spasi 
Pasal 
12 spasi 

Mrnsammmninunmmranumninnunrnmminmnunmmraranunnannumnrnmm 
mturnrammuunmmmnunnannunnt. 

) 2 spassi 
Pasal 
I 2 apas, 

Pereituran Daerah ini mulai barlaku pada tauggal dluadangkan. 
) 2 spasi 

Ap,a, setjap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan 
Pereeturan Daerah ini dengan penempata~ deleun Lembaran Daerah 
Prosinsi Daerah. Kluesus Ibukota Jakarta. 

) 4 spasi 

Ditetapican di Jelearta 
pada tauggal JOC Mmnunrrun xxxx 

)2 spasi 
OUBERNUR DAERAH ICHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 
)5 -13 spasi 

1 
stempel jabat en 1 

Rciado tangan 
NAMA JELAS 

1 2 spasi 

Diundangkan di Jakarta 
pacia tanggal xx Minmmmm ".,cct 

) 2 epaei 
SERRETARIS DAERP3-I ISHUSUS 

IBLIKOTA .TAICaRTA, 
)5 -13 apasi 

Itanda ta tigett 

NAMA JELAS 
.3 apasi 

LEMBARAN DAERAH PROV1NSI DAERAH KHUSUS IBLIKOTA JAKARTA 

TAIIUN NOMOR 

Mensuat materi 
peraturan, yang 
ditulis dalam 
bentuk pasal-
pasal 

Tanggal, bulan, 
tehun 
disesuaikan 
dengem viald.0 
penandatanganan 
dan nama jabatan 
lengkap yang 
disertai nama 
j ehts 
raenagune.kan 
huntf kapit cil 
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Berisi informa.si 
penjelasan 
peratumn 
sebagaimana 
temantum 
diatas serta 
men munalreut 
Innuf kapital 

Memuat 
materi 
penjelesan 
peraturam.,, 
dan berisi 
poin-poin 
pasal demi 
nes al 

) 7 apast 
PENJELASAN 

2 spast 
AT 

)2 speud 
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAki KFIUSUS IBUKOTA , JAKA RTA 

)2 spasi 
NOMOR TAIIUN 

)2 spasi 
TENTANG 
)2 spasi 

MNIMIdivIMMMMMMMMMMI.IMMMMMMMMN I IvINIMMMM 
MkIMMNIMMUMMMMNIMMMMMMMNI MM MNIMM 

) 3 spaai 
1. UMUNI 

j 2 spast 
Idrn mrarnmnunrommiumminnumninminnunramiumramin t umnunm 

innux,ieminmmmnrammmmmlnniirnnuunnunmml3unrnnliiintmmln 
flLrnllileiImnnmni1fliIuflmniflmifliTUTi1flrnmrnjflflufliflmn13i1iUiiijiiiifliflm 

) 3 spasi 

R. 	PASAL DIEMI PASAL 
) 2 spasi 

Pasal 
144rammtremmtrunnuntrunnuninmmmmmtnnunmnurimuunininiummm 

mminmram MMIIIMM1=1111111111111=113111111112=1111111. 
)2 spasi 

Pasal 2 
Culcup jelas. 

) 2 spasi 
Pasal 3 

Ayat (1) 
Mcammmminmminnurimmituntrunnunmmmtamminmiamminnunmm 

111111123111r. 
) 2 spasi 

A:zu (2) 
Cikup jelas. 

) 2 spasi 
Pasal 4 

Ayat (1) 
nuruf a 

MmnimmnirnmInmnimmmiltrturun Iniinjiil I niliirntn, 
nunnuntnninumnin, 

b 
etk,cup jelas 

2. Peraturan Gubernur 

a. Penjelasan 

1) Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan sebagai 

pelaksanaan Peraturan Daerah atau peratunut perundang-undangan 

yang lebih tinggi dan/atau sebagai sayana untuk menetapkan 

kebijakan; 

2) Peraturan Gubernur dapat dilengkapl larrtpnut: dan 

3) Perattiran Gubernur diundangkan 	BeJli Ei Daerah. 

b. Susunan 

Susunan Peraturan Gubernur terdiri atas: 

1) judul Peraturan Gubernur terdiri atas: 

a) frasa PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA; 
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b) kata NOMOR yang diikuti dengan nomor Peraturan Gubernur dan 

kata TAHUN yang diikuti dengan tahun penetapan; 

c) kata TENTANG; dan 

d) nama Peraturan Gubernur yang dibuat secara singkat dan 

mencerminkan isi Peraturan Gubernur serta selun.ihnya diketik 

dengan huruf kapital tanpa tanda baca. 

2) Pembukaan terdiri atas: 

a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA; 

b) frasa GUBERNUR DAERAH KHUS1JS IBUKOTA JAKARTA diakhiri 

dengan tanda baca koma (,); 

c) konsideran Menimbang dan Mengingat; 

d) kata MEMUTUSKAN:; 

e) kata Menetapkan:; dan 

I) nama Peraturan Gubernur sama dengan nama yang tercantum 

dalam judul didahului dengan frasa PERATURAN GUBERNUR 

TENTANG yang seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca titik. 

3) Batang Tubuh 

Memuat semua substansi Peraturan Gubernur yang dirumuskan 

dalam pasa1-pas21. Pengelompokan materi Peraturan Gubernur dapat 

clisusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf. 

Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut : 

a) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf; 

b) bab dengan Lugian dan pasal tanpa paragraf; atau 

c) bab dengan begla.n dan para.graf yang berlst pasal. 

4) Penutup 

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Gubernur yang memuat: 

a) rumusan perintah pengundangan Peraturan Gubernur dengan 

frasa "Agar setiap orang mengeta_huinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta'; 

b) penandatanganan penetapan Peraturan Gubernur yang memuat: 

(1) tempat dan tanggal penetapan; 

(2) frasa "GUBERNUR DAEFZAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA'; 

(3) tanda tangan Gubernur; dan 

(4) nama lengkap .Gubernur ya.ng menal (angani. 

c) pengundangan terthri• atas: 
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(1) tempat dan tanggal pengunda.ngan; 

(2) frasa "SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA" diakhiri dongt.ri 1:0 Oda baca koma (,); 

(3) tanda tangan Sekretaris Daerak; 

(4) na.ma lertgkap Selu.etaris Daerah yang menandatangani tanpa 

NIP; dan 

(5) frasa BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA TAHUN NOMOR 

d) autentifikasi terdiri atas : 

(1) Peraturan Gubernur yang telah ditandatangani dan diberi 

penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi; 

(2) Autentifikasi Peraturan Gubernur aclalah salinan Peraturan 

Gubernur sesuai aslinya; 

(3) Salinan Peraturan Gubernur d tnyatakan sah apabila 

ditandatF.mgani oleh Kepala Biro .Huktun Sekretariat Daerah 

Provinsi. Daerah Khusus Ibukota Ja1 ar El 

(4) isi sallnan Peraturan Gubernur •menitiE(1 ; 

(a) frasa Salinan sesual dengan asIlnya"; 

(b) frasa "KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVH\ISI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" diakhiri 

dengan tanda baca koma (,); 

(c) tanda tangan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan 

.(d) nama lengkap Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Daerah Khusus lblikota Jakarta yang 

menar_datangani dilengkapi. dengart NIP. 



Larnbang 
garuda dan 
naina 
jabatan yang 
telah 
clicetak. 
berukuran 
3,14 cm x 
3,14 cm 

Penornoran 
yang 
berurutan 
dalam satu 
tahun. 
talcwin drui 
judul 
pel atl.tran 
yang 
dengan 
Intruf 
kapital. 

Memuat 
1.4 alasan 

tentang perlu 
ditetapkannya 
peraturan 
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c. Contoh Format Pengetikan Peraturan Gubernur 

Menntat 
peraturan 
parundang-
undangan 
yang menjadi 
dasar 
ditetapkanya 
Peraturan 

Memuat 
tentang 
informasi 
judul 
peraturan 
yang di 
buat, 

 

Menlmbang 

klengingat 

LAMBANG GARUDA 
j 5 spasi 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

2 spasi 
NOMOR TAHUN 

) 2 spasi 
TENTANG 
) 2 spasi 

NIMMMMMIZMMMMMMMMMMMMIYIMMMAIMMMNIMMM M 
) 3 spasi 

DINDAN RAI ilvIAT TUHAN YANG MAHA 11.5A 
j 2 spaat 

GUBERI4UR DAERAH KHUSUS IBUICOTAJARARTA, 
) 3 apasi 

: 	a. bahwa minnunmrruninmminmnunmmmmnirrImmnanm; 
) 2 spasi 

b. bahwa nunnuranmnurunnurm-iminnuzuurniranmm; dan 
setEausnya 

j 2 spast 
c. bahwa berdaseukan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan seterusnya 
perlu 	menetapkan Peraturan Daerah tentang 
minnurimrnminmnun; 

I 3 spast 
1 

: 1. Undang-Undang nunmmmmnunrmxunnunnunmmmm; 
) 2 spast 

2. Peraturan Pemerintah nurunmmnunmmiminninunmm, 
)2 spast 

3. Peraturan Presiden mormarrunminmmmnunmmmtranm; 
)2 spasi 

4. Peraturan Menteli mmirmImmInnurunnunnuninirman; 
)2 spast 

5. Peraturan Daerah znnunmmmtnnunmmirmurunranun; 
) 3 spast 
1 

MEMUTUSKAN: 
j 2 spast 

PERATURAN 	 GUBERNUR 	 l ICNTANG 
MMMMMIAMMMMMMAIMMIVIMMNIMI‘IMMIIMhlklh 

)3 spasi 
BAB I 

)2 spasi 
KETENTUAN UMUM 

)2 apasi 
Pasal I 

) 2 spast 
Dalarn Peraturan Gubernur Ini yang dimakstul dengarn 

) 2 spast 
1. Mauraranannaunrrunmannmmmmunraanunnimmm. 

)2 spasi 
2. Mmmuurnrunnimmmmnunnumnrrunmmnurunmmm. 

)2 spasi 
3. Dan seterusnya 

3 spasi 
BAB II 

) 2 spasi 
MMMMMM.MMMMMMMMM 

j 2 spasi 
Pasal 2 
j 2 spcuri 

(1) Mmmrammrnmmakmmmnimmiummmrnmmrummm 
mm 

)2 spasi 
(2) Mrnrnrrunrnrnmnunnimnurnnm mmmtramn I nium nun 

mmxnmxnmmin 
) 2 spast 

  

 

Menetapkan 

  

    

    

     

     

hlemuat 
materi 
peraturan, 
yang ditulis 
dalam bentuk 
pasal-pasal 
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Metrautt materi 
perattham ytmg 
clitulis dalarn 
bentuk pasal-
pasal 

Memuat 
ketenthan uutuk 
pelaksanaan 
implementasi 
atas peraturan 
yang ditetapkan 

Tanggal, bulan 
dan tahun 
disestutikan 
dengan waktu 
penandatangantm 
, muna jabatan 
dan nama 
lengkap di tulis 
dengan lutruf 
kapital 

    

L. 

 

BAI3 
1 2 spasf 

bilvIMMMMMMMMMMLIMM 
/ 2 spasi 
Pasal 2 

j 2 spast 
(1) Mnurarunnmunnarnmtummnunmmmmmmmrumnimmm 

2 spasi 
(2) Mmnunntunruminnunnunmnumummmminrcunmtrunmn-unnuummm 

)2 spaai 

 

     

       

 

2 spaai 
KETENTUAN PENUTUP 

2 spasi 
Pasal 
/ 2 apasi 

Pemtman Gubernur ini mulai betialcu pada tanggstl diundangkan 
) 2 spasi 

Agar setiap orar_g mengetalminya, memerintaltkan pengundangat. Peraturan 
Gubemur ini deagan penampatannya dalam Lemharan Daerah Prcwinsi 
Daersh Khusus imkota Ja.karta. 

    

     

     

 

1 4 spazi 

     

 

Ditetapknn di Jalatruct 
pada tanggal xx Minnnunin xxxx 

) 2 akpas‘ 

OUBERNUR DAERA.11 
1B11 K ()TA J 41CA r.A, 

) If •1 	11 itai 

   

 

IstempeljabaIllt I 
) tancla Laitycin 
NAMA JELAS 

    

 

) 2 spasi 

Diundangican di Jalcarta 
pada tanggsl xx Mnuunimm =ac 

) 2 apasi 
SEKRETARIS DAERAH KHUSUS 

IBUKOTAJAKARTA, 
)5 -6 spast 

)tanda tengan 

NAMA JELAS 
/ 3 spasi 

BERITA DAERAHPROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN NOMOR 
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3. 	Peraturan Bersama Kepala Daerah 

a. Penjelasan 

1) Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan 

oleh dua atau lebih kepala daerah; dan 

2) di ketik pada kertas tanpa Kop Naskah Dinas. 

b. Susunan 

Susunan Peraturan I3ersama Kepala Da.crah tercild atas : 

1) Judu1 ter(liri atas: 

a.) frasa "PERATURAN BERSAMA GUBERNUR ...(Nama Provinsi) DAN 

GUBERNUR (Nama Provinsi)"; 

b) NOMOR TAHUN...; 

c) NOMOR TAHUN...; 

d) tulisan "TENTANG"; dan 

e) nama Peraturan Bersama Kepala Daerah yang dibuat secara 

singkat dan mencerminkan ist Peraturan Bersama serta 

seluruhnya diketik dengan huruf kapilal tanpa tanda baca. 

2) Pembukaan terc:iri atas: 

a) frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAILA ESA; 

b) GUI3ERNUR 	(nama provinsi) dan ( If BER.NU R 	(narna 

proVins1); 

c) konsideran "Menlmbang" dan "Mengingat"; 

d) tulisan MEMUTUSKAN:; 	 • 

e) tulisan Menempkan: ; dan 

f) nama Peraturan Bersama Kepala Daerah ditulis sama dengan 

nama yang tercantum dalam Judul didahului dengan frase 

PERATURAN BERSAMA GUBERNUR... (Nama Provinsi) DAN 

GUBERNUR... (Nama Provinsi) TENTANG yang seluruhnya diketik 

dengan huruf kapital dan dialchirt dengan tanda baca titik (.). 

3) 	Isi tercliri atas: 

a) isi atau batang tubuh Peraturan Bersarna Kepala Daerah memuat 

sernua substansi Peraturan I3ersama ynij; dirumuskan dalam 

pasal-pasal; 

b) pengelompokan materi Peraturan Bersama Kepala Daerah dapat 

disusun secara sistematis dalam bab, baglan, dan paragraf; dan 

c) urutan penge3_ompokan adalah sebagai bertkut: 

(1) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf; 

(2) bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf; atau 
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(3) bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal. 

4) bagian Akhir terdiri atas : 

a) rumusan perintah pengundangan dan penempatannya dalam 

Berita Daerah Provinsi (Nama Provinsi); 

b) penandatanganan penetapan yang memuat: 

(1) tempat dan tanggal penetapan; 

(2) nama Jabatan para Gubernur (Nama Provinsi); 

(3) tanda tangan para Gubernur; dan. 

(4) nama lengkap para Gubernur yang meriandatangani. 

c) pengundangan yang memuat: 

(1) tempat clan tanggal pengundangan 	dua kali); 

(2) frasa SEKRETARIS DAERAH PROVINSi 	(Nama masing- 

masing Provinsi); 

(3) tanda tangan para Selcretaris Daerah (Nama Provinsi); 

(4) nama lengkap para Sekretaris Daerah (Nama Provinsi); yang 

menandalangani tanpa NIP; dan 

(5) frasa BERITA DAERAH PROVINSI (Nama Provinsi) TAHUN 

NOMOR ....; 

(6).frasa BERITA DAERAH PROVINSI (Nama Provinsi) TAHUN 

NOMOR ....; 

•d) autentifikasi, terdiri atas : 

(1) Peraturar_ Bersama Kepala Daerah yang telah ditandatangani 

dan diberi penomoran selanjutnya dllalculcan autentifikasi; 

(2) AutentilIkasi Peraturan Bersama Kermll Daerah adalah salinan 

Peraturan Bersama Kepala Daerah sestial aslinya; 

(3) Salinan Peraturan Bersama Kepala. Daerah dinyatakan sah 

apabila ditandatangani oleh Kepala 13.1ro Hukum Sekretariat 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibulcota Jakarta. 

(4) Isi salinan Peraturan Bersama Kepala Daerah memuat: 

(a) frasa " Salinan sesuai dengan aslinya"; 

(b) frasa "KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAFZTA" diakhiri 

dengan tanda baca koma (,); 

(c) tanda tangan Kepala Biro FIukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan 

(d) nama lengkap Kepala Blro IhJktlJ.i). Selcretariat Daerah 

Provinsi Daerah Khusus 1bikota  Jakarta yang 



l'ERATURAN BERSAMA 
GUBERNUE PROVINSI DAERAH KHUSUS I BUKOTA JAKAR IA. 

DAN 
GUBE)UNUR PROVINSI DAERAH TINGICAT XX MMIVIUMI 

I 2 spasi 
NOMOR  
NOMOR TAHUN 

j 2 spasi 
TENTANG 
) 2 spasi 

MMMMItIMMMMMMMMMMMMMMMMMAIMMMMMMMMM 
) 3 spasi 

) 
• IIENGAN RAHMAT TU.HAN YANG MAHA ESA 

) 3 spasi 
) 

GUBER:NER PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JKKARTA, 
j 3 spasi 

) 
:a. bahwa.mmnunnimmannrnmanzunmmrommmtnmrnmm; 

j 2 spasi 
b. bahwa mmunnmtnmmammunmtnanmmmtnnumnrnnun; 

dan seterusnya 
) 2 spasi 

c. 	bahwa berdasarkan pertimba ngon sebagetimana 
dimaksud dalam huruf n, huruf b, dan. seterusnya 
perlu 	membentuk 	Peraturan betorah tentang 
mmannrrunmmmtnnunmmann; 

) 3 spast 
) 

1. Undang-Undang rnnunmtnnontruninnonto Jutu ammrn; 
) 2 spaed 

2. Peraturan Pemerintah mmounnunnicni nnInUnlumrnm; 
)2 spasi 

3. Peraturan Presiden mrtuntnilicnrnmmi t Ll,l l l.t n ommin; 
I 2 spasi 

4. Peraturan Mentar1 minnmunnurarnamtnnunromminm; 
) 2 spasi 

Peraturan Daerah nunnurnonunnunnuntinumnimmm; 
) 3 apasi 

MEMUTUSKAN 
j 3 spouri 

: PERATURAN BERSAMA GUBE.R.NUR DAERAH KHUSUS 
IBUK(YTA JAKARTA DAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH 
SETINGKAT .MMMMI3iIMMMMMIVIMMMMMIUMNIMMMMMM 

)3 spasi 

BAB XX 
) 2 spasif 

MMMMMMMMMMMM1V1MM 
I 2 spasi 
Pasal XXX 
j 2 spasi 

Mnunmrnmmminnurumninmnunmmmmamunnunminmmmnunm. 
rnmmmtnrnmsnmnunnimminmnimmmtnmnimm 

)3 spasi 
) 

(1) Mmmtnmmmmtnnunmtrunnmutunnimitanogruammmrrunm. 
I 2 spasi 

(2) Mmnurnntrunrnmnuntruntrannurunnmmmtnunmmntmmtnmtn 
mmtrunmtnmannuommtnnuntummrom. 

Menimbang 

Mengingttt 

Menetapketn 

BAB XX 
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menandatangani dilengkapi dengan NIP. 

c. Contoh Format Pengetikan Peraturan Bersama Kepala Daerah 

Berisi judul 
nomor 
,ranertatturan 

Inenggunakan 
huruf kapittd 

Memuat 
tentang 
informasi 
juclul 
peraturan 
yang cli buat. 

Memuat 
pertimbangan 
tentang perin 
ditetetpkannya 
sebueth 
peraturan 

Memuat 
peraturan 
perundeus-
undang yang 
menjadi dasar 
ditetapkapkanya 
peraturan 

Memuat tentang 
informa,si Judul 
Peraturan 

Memuat materi 
peraturetn, yang 
ditulis dalean 
bentuk pasa-
pasal 
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Memuat 
maten 
peraturan, 
yang ditulis 
daltun be_ntuk 
pesal-pased 

Tanggal, bulan 
dan tahun 
disesurtikan 
dengrtn waktu 
penandatangenan 

Neuna jthatan 
dan .narna 
lengkap ditulis 
dengan Innuf 
kapital 

BAB xx 
) 3 spasi 

iummmmmmmmiumivrmmm 
) 2 spasi 

Bagien Pertama 
j 2 apasi 

MnunnunnunmMnunmmmtnnzni 
) 3 spasi 

Pasal XX 
) 2 spasi 

Mmucnnunmminmrnmmnunmnunrummumunnunnunram,;untimun 
nunmcn. 

j 2 spaal 
a. Mrearunmeenmnennunnunminnurunmanrunrnmitum iutunin 

mnimmtruntu 
) 2 sixisi 

b. Mnammmnerunmmnunramminnurunnuntrktnnunimninn ut in 
mninunnim 

j 3 spasi 

BAB XXK 
• ) 2 spasi 

MMMMAIMIAMMMMM.MMM 
) 2 spasi 
Pasal XX 
) 2 spasi 

Mrzunamannmurannimmmmmminunummtrunnunmrrunrrum nnum nort 
111131Lt- 

) 4 spasi 

Ditetapken di Jakarta 
pada truiggal 70C Mtnnuntrtm. 70USX 

j 2 spasi 

GUBERNUR PROWNSI 	 GUBERNUR PROVINSI DAERAH Kfru sus 
TK. XX MMIVIMMMM, 	 IBUKOTA JAKAKTA, 

) 5 — 6 spast 

Stempel Jabatan) 	 Stempel Jabatan) 

	

Tanda tangan 	 Te,nda tangan 

	

NAMA JELAS 	 NANLN. JELAS 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal xx Mnsturnm XWC 
Diundangan di xx 
Pada tangged XX Mrrunm 	 

j 2 spasi 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAK.ARTA, 
j 3d spasi 

tanda iasivan 

NAMA JELAS 
j 3 spasi 

SEKRETARIS DAERAH "L'INGKAT 
)5-6 apast 
j tartda tangara 

NAMA JELAS 
)3 opasi 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH K;-IUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN NOMOR 

4. 	Keputusan Gubernur 

a. Penjelasan 

Keputusan Gubernur adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, 

dan final, 

b. Susunan 

Susunan Keputusan Gubernur terdiri atas : 

1) judul, terdiri atas: 

a) frasa KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA 
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JAKARTA; 

b) kata NOMOR T.AHUN...; 

c) kata TENTANG; dan 

d) nama Keputusan Gubernur yang dibuat secara singkat dan 

mencerminkan isi Keputusan Gubernur serta seluruhnya diketik 

dengan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda baca. 

2) pembukaan Keputusan Gubernur, terdiri atas: 

a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA; 

b) frasa GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA -diakhiri 

dengan tanda baca .koma (,); 

c) konsideran Menimbang dan Mengingat; 

d) kata MEMUTUSKAN:; 

e) kata Menetapkan:; dan 

f) narna Keputusan Gubernur sa.ma dengan nama yang terca.ntum 

cla1am judul didahului dengan frasa. KEPUTUSAN GUBERNUR 

TENTANG serta seluruhnya diketik dengan huruf kapitai dan 

diakhiri dengan tanda baca titik (.). 

isi Keputusan Gubernur dirumuskan dalam d1ktum KESATU, KEDUA 

dan seterusnya. 

4) penutup, terdiri atas: 

a) penandatanganan Keputusan Gubernur yang memuat: 

(1) tempat dan tanggal penetapan; 

(2) nama Jabatan Gubernur diakhiri denga.n tanda koma (,); 

(3) tanda tangan Gubernur; dan 

(4) nama lengkap Gubernur yang rnenaildatangani. 

b) tembusan. 

5) lampiran Reputusan Gubernur, yang inemua t! 

a) frasa LA.MPIRAN; 

b) kata KEPUTUSAN GUBERNUR DAERA11 KHUSUS 1BUKOTA 

JAKARTA; 

c) penulisan NOMOR ....TAHUN ....; 

d) penulisan TENTANG dilanjutkan dengan nama. Keputusan 

Gubernur sarna dengan yang tercantum dalam judul; 

e) judul Lampiran; 

f) isi I,ampiran; lan 

pen.andatanganan Lampitan yang memuat nama jabatan Gubernur 

diakhirI dengan tanda koma (,), tanda tangan Gubernur dan nama 
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lengkap Gubernur. 

6) petikan Keputusan, terdiri atas : 

a) petikan merupakan pengambilan sebagian dari diktum keputusan 

yang diperlukan saja (yang berguna bagi penerima keputusan yang 

bersangkutan); 

b) petikan keputusan, terdir1 atas: 

(1) kepala petikan keputusan diti.Iis ie ngkap sebagaimana 

keputusan; 

(2) kata Menimbang dan Mengingat, serta sejenisnya ditulis dan 

seterusnya disingkat dst.; 

(3) diktum dipetik hanya yang berkaitan langsung dengan 

penerima petikan keputusan; 

(4) ldausul adaptasi ditulis lengkap; 

(5)•bagian akhir petikan keputusan ditulis lengkap, dengan 

catatan, tanda tangan pejabat dlganti dengan ttd. 

(tertandatangani oleh); dan 

(6) pada bagian bawah petikan memktat nama jabatan, tanda 

tangan, dan nama lengkap pejabat ya n menandatangani, serta 

dibubuhi stempel instansi. 



24 

c. Contola Format Pengenkan Keputusan Gubermir 

LAMBANG GARUDA 
) 5 spaai 

) 
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 
) 2 spasi 

NOMOR TAHUN 
) 2 spasi 

TENTANG 
)2 spasi .  

MMMMMMMMMWMMMMMMMMIvIMMMMMMMMMMMM 
) 3 apasi 

) 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

) 3 spasi 
) 

GUBERNURDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
J 3 spasi 

) 
Menimbang 	 : a. baluva rnlnmnnnlrirnlr nlmniirilximnijnz, I riii il 11111 ri tn; 

)2 spasi 
b, 	bahwa mmnutunmminniMMront Innutun trini lnl1l lrxllxlln; 

2 apasi 
c. 	dan seterusnya; 

) 3 spas 
) 

Mengl nant 	 : 1. Undang-Undang mrnmmnunmnuturuninnunnuntritnnum 
I 2 spasi 

2. Mtninmmm mrnnunrnmstun mnunnunnummurrunnun; 
) 2 spasi 

3. dan seterusnya; 
• ) 3 spas1 

1 
MEMUTUSKAN: 

) 3 spaai 
) 

Menetapkan 	 : KEPUTUSAN 	GUBERNUR 	TENTANG 
MIVIIVIMMIVIMMMMMMMMMMMMIAMMMMMIVNIMM. 

) 2 apaai 
KESATU 	 • : Mmauntnmmannmatuunmmminmmmitunmatmrummm 

)2 spasi 
KEDUA 	 Mmm 	 nmuntatrunmramm 

)2 spain 
10ETIGA 	 : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetEpketn. 

) 4 spasi 
) 

Ditetapkatt di Jakarte 
pada tangga I rot Manuniintn /utxx 

)2 spaal 

GUBERNUR DAERAE KRUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

5 	s‘i,a41 

stempel jabattut ) 
) tanda twtgan 

NAMA JET.AS  
) 2 spasi 

Tetnbusan: 
1, Mnunnusunmnurun 
2. Mnuntnnuntnnumn 
3. Dan seterusnya. 

Berisi judul 
nornor pernturan 
yang 
menggunakan 
Innuf kapital 

Memuat 
pertimbetngan 
tentang perlu 
ditetapkannya 
peraturan 

Memuat 
pera tt•tran 
perundang-
undang yang 
menjadi da.sar 
ditetapkapkanya 
peraturetn 

Memuat 
substansi 
tentang 
lcebijakan yang 
ditetapkan 

Tanggal, bulan 
dan trthun 
disesualkan 
clengan waktu 
penandatanganan 

Nama jabatan 
dan netrua 
lengkap di tulis 
dengem Inutd 
kapital 



LAMBANG GARUDA 
J 5 spasi 
PETIKAN 
) 2 spasi 

KEPUTT.ISAN GUBERNUR DAERAH Is.1-111SUS 
IBUKOTA JAICARTA 

j 2 spasi 
NOMOR TAHUN 

) 2 spasi 
TENTANG 

2 spasi 
MMMMMMIAMMMMMMMMMMMMMMMTIMMMIVIMMMMM 

j 3 spasi 
DENGA.N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

) 3 spasi 
GUBERNUE. DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, 

) 3 spasi 
Menimbang 	 a. dst.; 

dst; 

Mengingat 	 : 1 dst.; 

2. dst ; 

) 2 spasi 

I 3 spasi 

I 2 spasi 

I 3 spa.W 

MEMUTUSKAN 
I 3 spast 

Mene tapkan 
) 2 spasi 

IOESATU 	 : Mmtruummnimmuunnunrnmmrnmmuunmnuruninn 111111 
) 2 spasi 

KEDUA 	 Mnarnmmm mmmmmmminumumnautun ammin I nti iiili 
/ 2 spasi 

KETIOA 	 •; ICeputusan ini mulai berlaku pada tangsal ditetapkan 
) 4 spasi 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tengged xic Mnnum molx 

j 2 spasi 
GUBERNUR DAERAH ICHUSUS 

THUKOTA JAKARTA, 
) 5 - 6 spasi 

stempel jabatan ) 
) tanda tangan 

NAMA JELAS 

)2 spasi 

PETIKAN 	 : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk 
cliketahui dan dipergunalcan sebagaimana mestinya. 

) 2 spasi 
Untuk PETIKAN yang sah sesuai 

Dengan aslinya, 
I 2 spail 

KEPALA PERANGKAT 
DAERAH, 
) 5 - 6 spasi 

)Stesr4,e1 instansi 
julnda tangan 

NAMA JELAS 
NIP,.. 

)2 spasi 
Kepada: 
Yang bersanglcutan 

Lambang 
Garucla, nomor, 
dan juclul 
disesuallta serta 
menggunakan 
huruf kapital 

Memuat 
substansi 
penetapen 
k.eputtu.an  

Lokasi, to.nggal, 
bulan, tahtut 
disesuaikau 
dengan vraktu 
Penandatangana 
n dan nama 
jabatan lengkap 
yang disertai 
nama jelas 
inenggimakan 
Intruf kapital 
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d. Contoh Format Pengetikan Petikan Keputusan Gubernur 

Mernuat 
pertimbangan 
clan dasar 
terbentukyrt 
keputusan 

Penandatanganan 
dan namajabatan 
lengkap yang 
disertai nama 
jelas 
inenggunakan 
huruf Itapital 
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5. 	Keputusan Kepala PD/UKPD 

a, Penjelasan 

1) PD/UKPD 	terdiri 	atas 	Sekretariat 	Daerah, 	Kota 

Administrasi/Kabupaten Administrasi, Badan, Dinas Biro, Suku 

Dinas, Suku Badan dan UPT. 

2) Keputusan Kepala PD/UKPD merupakan Naskan Dinas yang bersifat 

penetapan guna memberikan dasar hukum dan/atau kepastian 

hukum atas seseorang/sesuatu sesuat petuitjuk peraturan perundang-

undangan diatasnya.. 

3) Keputusan bersifat k.onkret, Individual dan final. 

4) Keputusan dapat dibuat petikan. 

b. Susunan 

Susunan Keputusan Kepala PD/UKPD terdiri atas: 

1) judul, terdiri atas: 

a) frasa KEPALA (nama PD/UKPD); 

b) kata NOMOR TAHUN...; 

c) kata TENTANG; 

d) nama Keputusan; 

2) pembukaan, terdiri atas: 

a) frasa DENGAN RAHMAT 'I'UHAN YANG MAEIA ESA; 

b) frasa KEPALA. (nama PD/UKPD) 

c) Konsideran Menimbang dan Mengingat; 

d) kata MEMUTUSKAN:; 

e) kata Menetapkan; dan 

I) nama Keputusan sama dengan nama yang tercantum dalam judul 

didahului dergan frasa KEPUTUSAN KF,PALA (NAMA PD/UKPD) 

TENTANG serta seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca titik (.). 

3) isi keputusan dirumuskan dalam diktum KESATU, KEDUA dan 

seterusnya. 

4) penutup, terdiri atas: 

a) penandatanganan keputusan yang memua 

(1) tempat dan tanggal penetapan; 

(2) nama jabatan;• 

(3) tan.da tangan; dan 

(4) nama lengkap pejabat yang menanclatangani tanpa gelar dan 

pangkat. 



l'anggal , bulan, 
tahurt 
clisesuaikan 
clengan waktu 
penandatanganan 
dan muna jabatan 
lengkap yang 
disertai narna 
je las 
inenggunnkan 
Iltuut 1-)e)ar 

Mernuat alasan 
tontang perlu 
ditetapkannya 
perature;) 

Memuat 
Peraturan 
Perundang-
undang yang 
menjadi dasar 
ditetapkapkanya 
Peraturan 

Berisi judul, 
nomor peraturan 
yang 
menggunalcan 
buruf kapital 
serta nama 
jabatan pembuat 
kaputusan 

1+.1emuat 
pertimbangan 
tentang 
Kebijakan yang 
ditetapkan 

Memuat isi 
materi 
keputu  rs 

27 

b) tembusan. 

c. Contoh Format Pengetikan Keputusan PD/UKPD 

KOP NASICAH DINAS 
)5 spaai 

KEPUTUSAN KEPALA PD/UICPD 
PROVINSI DAERAH KHUSUS 

ISUKOTA JAKARTA 
j 2 spasi 

NOMOR TAHUN 
j 2 spasi 

TENTANG 
j 2 spasi 

MMMIVIMMAIMMMMMLIMMMMMMKIMMMMMMMMMMIAM 
j 3 apaai 

DEJNI(AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
j 3 spasl 

KEPALA PD /U1SPD 
PROVINSI DAERAH KHUSUS LBUKOTA JA1CA1flA , 

)3 spasi 
a. 	bahwa nurunrnminnurmunnunmmmrruntrunm niluti; 

) 2 spasi 
b, baltwa rnmnunnunnammmmrnmmitunmxn 

j 2 spast 
c. 	dan seterusnya; 

)3 spasi 

, 	1. Undang-Undang Nomor Talltu) tentang .; 
)2 spasi 

2. Pera turan Pemerintah Nomor Tabun ...tentang 
)2 spasi 

3. dan seterusnya; 
)3 spasi 

MEMUTUSKAN: 
j 3 spasi 

Menetapkan 	 iOEPUTUSAN KEPALA PD/UKPD TENTANG MMM 
-5/1"MMMMMM MMMMMMMIVIMMKIMM. 

) 2 spasi 
KESATU 	 : 1.1=mninummiunrammmunturunmaimuu. munnnm. 

) 2 spasi 
KED UA 	 kImmmumunmrammuunmInmmimninnunnurunrnmturn. 

2 spasi 
10ETIGA 	 : 15mmnimmmmmmmnunminmnumrorunrnmmrruriniren. 

)4 spasi 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 	Miummmtn XNXIC 

)2 apasi 

KEPALA PD/UKPD 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBIJKOTA 

JAKARTA 

5 - 6 spaii 

stempel jabatan ) 
) tandu tangtm 

NAMA JELAS 

j 2 spasi 

Menirnbang 

Mengingat 

Thmbusan; 
I . Mminnunmminm 
2. Dan seterusnya 



KOP NASKAH DINAS 
5 spasi 
PETIKAN 
I 2 spasi 

KEPUTUSAN KEPALA PD/IIKTD 
PROVINSI DAERAH KHUSUs 

D3UKOTA JAKARTA 
)2 spast 

?I0MOR TAHUN 
)2 spaaL 
TENTANG 

2 spasi 
MMMMMAIMMMD+IMMMMMMMMNIMMMMMIUMMMMIMal 

I 3 spasi 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

I 3 spasi 
KEPALA PD/UKPD 

PROVINSI DAERAH KHUSUS D3UKOTA JAKARTA„ 
j 3 spasi 

Menimbang 

Menginga.t 

: 	a. dst ; 

b. dst.; 

: 1. dst.; 

I 2 spasi 

)3 spasi 

)2 spasi 
2. dst.; 

I 3 spasi 
MEMUTUSKAN: 

)3 spasl 

Mene tapkan 

I 2 spasi 

	

KESATU 	 : Mmmmnamrnmmnuntnnunminmmmmmmnura unn trun. 
I 2 spasi 

	

KED UA 	 : Mmmmnimnunnunmmmtnmmmmr; i n inunn iaxa ; 1111111 11111 
)2 spasi 

	

KETIGA 	 Keputusan iui muled berlaku pada langgal t lite al 
)4 spaai 

Dite tapkan di Jakarta 
pada tanggal xx 2vItunt aotxx 

I 2 spasi 

NAMA JABATAN 

(stempel jabettan ) 
) tfaula tangan 

NAMA JELAS 

I 2 spasi 

	

PETIKAN 	 : Keputusan ini diberikan loepada yang berkepentIngan untuk 
diketahui dan dipergunalcan sebagaimana raestinya. 

)2 apast 

Untuk PETIKAN yang sah sesuai 
Dengan asliny 

j 2 rpcusi 

KEPALA PD/UKPD 
) 5 - 6 spasi 

stempel jabatan ) 
tanda Motgan 

NAMA JELAS 

I 2 apasi 

Kepacia: 
Yemg bersanglcutan 
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d. Contoh Format Pengetikan Petikan Keputusan Kepala PD/UKPD 

Berisi kop, judul, 
nomor 
iseputusan yang 
ilienggunakan 
i)ttruf krtp ital 
serta jabatan 
pe anbunt 
keputusan denga 
huruf kapital 

Memuat 
daseulpertimban 
gan 
dite tapkapkanya 
ke putusan 

Mernuat 
peraturan 
perundang-
undang yang 
menjadi daseu-
dite tapkapkanya 
keputusan 

Memuat 
substansi tentang 
Instruksi yang 
dite taplcan 

TauggaL bulan, 
tahun 
disesuaikan 
dengan waktu 
penandatanganan 
dan nama jabatan 
lengkap yang 
disertai nama 
jelas 
menggunakan 
htnuf besar 

Memuat kalimat 
penegasan tujuan 
pe mbuatan 
ke putustm 

Narna jabatan 
dn neunajelas 
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B. Instruksi 

1. Penjelasan 

Instruksi merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah dan/atau 

petunjuk yang bersifat teknis, jelas dan terperinci sebagai pelaksanaan dari 

suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2. Susunan 

Susunan instruksi terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) kata INSTRUKSI (nama jabatan yang mengeluarkan); 

2) kata NOMOR... TAHUN...; 

3) kata TENTANG; dan 

4) nama instruksi. 

b. penibukann, terdiri atas: 

1) tulisan nama jabatan yang mengeluarkan Instruksi; 

2) substa.nsi maten instruksi; 

3) kata Kepada; dan 

4) kata Untuk. 

c. isi, dirumuskan dalam diktum KESATU, KEDUA, dan seterusnya. 

d. Bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat dan tanggal ditetapkannya instruksi; 

2) nama jabatan yang mengeluarkan instruksi; 

3) tanda tangan pe:.abat yang menandatangani Instruksi; 

4) nama jelas dan dilengkapi NIP bagi PNS; 

5) stempel jabatani instansi; dan 

6) tembusan sesuat kebutuhan. 

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan, dengan 

ketentuan: 

a. Instruksi Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas 

kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 

b. instruksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas wewenang 

jabatannya, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dibuat di atas kertas 

Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi tanpa alamat; dan 

c. instruksi yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD dibuat diatas kerta 

Kop Naskah Dinas PD/UKPD tanpa alamat. 

d. instruksi yang ditandatangani oleh kepala PD/1JK1313 dibuat diatas kertas 

Kop Naskah Dinas PD/UKPD tanpa alamat. 



Kop 
menggurtakan 
jabatan 
gube rnur, 
£10111C1f, 
tentang serta 
jabatan 
pern buatan 
instruksi . 
seluruhnya 
menggunakan 
huruf kapital 

Berisi kalimat 
tujuan dari 
penerhitan 
instruksi 

Berisi 
informasi 
yang dituju 
dalam 
Instruksi 

Memuat 
substansi 
ten ang 
instruks1 
yang 
dite tapkan 

KOP JABATAN GUBERNUR 
j 5 spagal 

I N STR UKSI GUBERNUR DAERAH KIU11US 
IBUKOTA JAKARTA 

j 2 spasi 
NOMOR TAHUN 

)2 spasi 
TENTANG 
)2 spasi 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAIM 
)3 spasi 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
)3 spasi 

Mmmmmmmrammmrnmmmmmnun.mmmmmnammmrrunmrnmrnimmmmmmmrnm 
mmmmmtnnunmmmmmrnmmmmnunrnmmrn=rnmmnuummnimmm 
mmrnmmmnimmtnmmm, dengan ini menginstruksikan: 

)2 spasi 

Kepada 

Untuk 

IOESATU 

KEDUA 

: I. Mmmmiummmmmmrrunnunmrnmmmmmaunnun; 
2. Mnunnimmnimmmtnmmmtnnammmtnmmtnmmrn 
3 Mmmmmmmmmmtammnimmmmmmmtrunminm 
4. Mrrunmmmmmrnrnrammnammmmminnurunminm 
5 dan seterusnya 

)2 spasi 

j 2 spasi 
: Msarrantrurunmminmmmsnmnunnurunmsnmmmainin 

Minmmmtrunmronunnunmmtnnunmnunmm. 

)2 spasi 

1‘,Iistumninttntrunnuntnnumnnunnuru ti tunnun ina iiiiii 
Nlimanmmmt tunnunnamnunnimnunnu tri mann . 

j 2 spasi 

KETIGA 	 Mmmtnnuummtrunrninnunnunmmmnurunmnurunnun 
Marnmmintrarunnunmnunnuruninm=.1n. 

)3 spasi 

Instruksi Gubernur itai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
)3 spasi 

Ditetapka.n di Jakarta 
pada tanggal xx Mmuunrnm 
)00tx 

2 spasi 

Gubernur Daerali Khusus 
Ibukota Jakarta, 

5 - d spasi 

(stempel jabatan ) 

) tamia tangan 

NAM.A JELAS 
j 2 spasi 

Tembusan: 
1, Mnunnunnimmm 
2. Dan seterusnya 

30 

4. 	Contoh Forrnat Pengetikan Instruksi Gubernur 

Tanggal 
bulan, ta.hun 
disesuafican 
dengan waktu 
penandatangan 
an dan nama 
jabatan 
le ngkap yang 
disertai nama 
jelas 
menegun.akan 
huruf kapital 



-^ 	Be rlsi Icalimert 
tujxaan daai  
pe na rb itan 
instruksi 

Berisi Informasi 
ditujukan 
daltun instruksi 
kepada 
pirnpinan 
Perangkat 
Daerah 

Menruat 
subs tansi 
tentang 
Iixprttusaaa 
yang 
dite tapkan 

Taaggal , 
bulan, talrun 
ciisesuaikan 
dengan walctu 
penandatanga 
nan dan narna 
jabatan 
lengicap yang 
diserted nama 
jelas 
menggunakan 
huruf kapital 
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5. 	Contoh Format Pengetikan Instruksi Kepala PD/UKPD 

KOP DINAS 
(TANPA ALANAT) 

) 5 spasi 

LlYSTRUKSI KEPALA PD/UKPD 
PROVINSI DAERAII IGIUSUS IBLIKOTA JAKARTA 

) 2 spasi 
NOMOR TAHUN 

)2 spasi 
TENTANG 
I 2 apasi 

MMNIMIVIKMMIVSAMMMIVIMMMMMMMMAIMMMMMMMMMM 
j 3 apasi 

KEPALA PD/UKPD 
PROVINS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAR1A 

)3 spasi 

Kepacla 	 : 1. sAmmtnnunnunmmmtnmnimmmmtnnurunnunram; 
2. INImmmrru-nrrunnunmmmmmmarrnmmmmarnwarn 
3. slmnunrnmnunmmminmcnnunrnmuunnunnunnun 
4. ..rdminmarmuurunmminmmmmmmnimmmnuranni 
5. dan seterusnya 

)2 spasi 

Untuk 

)2 spasi 

ICESATU 	 : Mawntammmmumunrnrarnmmarmnimarmmmmnurun 

j 2 spasi 

KED UA 	 : Mmernrunmmtammminminnuammmmintnrnmramitun. 
Mamunmmuunmminnunnannimmnumarnmm. 

)2 spasi 

KETIGA 	 Mmennumumminmmmtrunrrimnimmanamrnmnurt itur 
Mtnrumminrnmtrunnsmmintnnimmmrnmarmm. 

)3 spasi 

Instruksi ICepalet PD/UKPD lniinulai bedaku pada tanggal ditetapken. 
) 3 spasi 

Ki 111 m nunral rnmiatrunnunnuainnunnurunrnmmrrunnumnaunnimaunnimmmtnlarnmarm 
nuammauntaranurnumminmrammarnimannmmmminmaunnunnuamtrumnrun, dengan 
hal tn e aginstr uksikan: 

j 2 spasi 

Menggunakan 
kop tanpa 
alaxnat, judul 
instruksi 
menggunakan 
huruf kapital, 
nomor serta 
nama ja.batan 
pembuat 
Iceputusan 
disesuaikan dan 
menggunalcan 
huruf kapited 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal xx Minntunan xxxx 

I 2 spas‘ 

Kepala PD/UKPD 
Provinsi Daerah Khu.sus 

Ibukota Jakerta 
)5 - 6 spasi 

(stempel Instansi 
Nama Jelas 

NIP „ 

Tembusan: 
1. Mmannmmrnmar 
2. Mmmmmmmtrunmm 
3. Dan seterusnya 
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C. Surat Edaran 

1. Penjelasan 

Surat eclaran adalah Naskah Dinas yang berisi pernberitahuan, penjelasan 

dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting 

dan mendesak. 

2. Susunan 

Susunan surat edaran terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) tanggal, bulan dan tahun; 

2) kata Kepada;.  

3) kata Yth.; 

4) pejabat/alamat yang dituju; 

5) frasa SURAT EDARAN; 

6) kata NOMOR; 

7) kata TENTANG: dan 

8) judul Surat Edaran. 

b. isi, dirumuskan dalam bentuk uraian. 

c. bagian akhir surat, terdiri atas: 

1) nama jabatan; 

2) tanda tangan peabat; 

3) nama jelas (bagi PNS dilengkapi NIP); dan 

4) tembusan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. surat edaran yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur 

atas nama Gubernur dibuat di atas kertas .Kop Naskah Dinas Jabatan 
Gubernur; 

b. surat edEO•an yang ditandatangani oleh Sekrela ris Da.era.h atas nama 

Gubernur menggunakan Kop Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa 

alamat; 

c. surat edaran yang dd.andatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 

bersangkutan dengan alamat; dan 

d. surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD ditujukan 

kepada internal jajarannya. 
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4. 	Contoh Format Pengetzkan Surat Edaran Gubemur 

3COP JABATAN GUBERNUR 
) 5 spast 

..... ..„ tt Bbbbbbb tttl 
)2 spast 

Kepada 
Yth. 	Mrommm I rurs ).)111itun 

Mmrommi 4 IIL  

di 
Jaksji.  

• ) 3 - 4 spessi 

SURAT EDARAN 
) 2 apasi 

NOMOR .../SE/tttt 
) 2 spasi 

TENTANG 
MMMMMMMMMMDIMMMIvIMMMMMMMMMMMMMMMM 

) 2 spasi 

Mmnurunnunmmtrunsunmtnmmearnmnurtmminrnmmmmmtruntnrammenrruntrun 
mnumninnurunmmInnunmminramm, dengan ini sampaikan hal sebagai berikut 

j 3 apasi 
Mnuerunnatunmnarunasmmmminnumnminmmmmmnurnrimminnunmmuunnunm 

rrunrummmmuntunnunmreasumanmmtninnunmmmmannnunmminmin. 
) 3 spasi 

Mmtnrnmmrnmmtnnuarnnunmnumnrarnmmmtnmnurumnminnennunmaimmtrun 
nunmnunnunumurnrrunnammmminmaunmmnurunaunmmmmnumnmrn. 

) 3 spaai 
Mrnnurunnutunmminarommmrnmrnmmrammmintrammmnununtuntnnunrrunnim 

mmnunnunrnmrammmnannunmenminmnunnunmintnmmnunnannimm. 
) 3 apasi 

Edaran ini untuk menjadi petharian dan agar dilaksemalcan dengan sebaik-baiknytt dan 
penult tanggung jawab 

) 3-4 spast 

Menggunakan 
kop jabatan 
Gubernur 

Tanggal, bulan 
dan talum 
disesurtikan 
dengan 
peuerl)itan surat 
edaran deut 
identi tas pa da 
yth. berisi narna 
jabatan 

Jenis dan judul 
menggunakan 
hmuf kapital dan 
penomoran surat 
edaran 
disesuaikan 

Memuat 
substansi dari 
surat edaran den 
pada penutup 
surat edara berisi 
instruksi 
peleksanaan 
implentasi dari 
surat edaran 

Gubernur Daeralt Khusus 
Ibukota Jalsnrta, 

) 5 - d spasi 

stempel lnstansi ) 
) tatula tangan. 

NamaJelas 

Tanggal , bulan, 
taltuii 
disesuaikriri  
dengan waktu 
pen ancla ta rigrman 
dan nama jabatan 
lengkap yang 
disertai nanna 
jelas 
meuggunakan 
huruf besar 

Tembusan: 
1 , Mrrunnunnut)rnmm 
2. Mminnunnu runnunnun 
3,Dan setetusnya 



Memuat 
substansi clari 
surat edaran da.n 
pada perattup 
surat edara berisi 
instruk.si 
pelaksanaan 
implentasi dari 
surat edaran 

Pe nulisan jenis 
surat, nomor 
surat sena judul 
the nggtuta Ican 
hu ntf kapital 

Menggunakan 
kop naskah dinas 
tanpa alamat 

Tanggal, bulan 
dan tahtm 
disesuailtan 
dengan penerbitan 
surat edaran dan 
identitas bensi 
namajabaia.n dan 
identitas yth.  
Kepala PD 

Tanggal, btdan, 
tahun 
disesuaikan 
dengan waktu 
penandatanganan 
dan nruna jabatan 
lengkap yang 
disertai nama 
jelas 
munggunalcan 
huruf Icap ital 
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5. 	Contoh Format Pengetikan Surat Edaran Kepal.a PD/UKPD 

Kop Pemprow DKI Jakarta 
rtanpa alomati 

2 spast 

 	Bbbbbbb tut 
/ 2 spaai 

Ke pada 
Yth. Minnunmnumammm 

Mninunmmmra nt 

cll 
Jakartrt 

)J. 4 spasi 

SLMAT EDARAN 
) 2 apast 

NOL1OR .,./SE/ tttt 
) 2 spaat 

TENTAND 
MMM MMMMMMMNIMMINIMMNIMMMMMMMMMMMMMM 

) 3 srast 

Mmnunmmmaimmmminzunrrunmnurunumunnammnunnunnuummmmrammnun 
mintrannuununmmmnunnunrrumnat, dengan ini sampaikan hal sebagai berikut 

)3 apaat 

Muunmalmnunmmmtnmmmtrunrnm.mmrcumnmnimmrammmnunmaunmatmanta 
muumnrrunmmmrrunnuntruntmnnumnmmtnnunmmmturnrnmmtnnutun. 

) 3 spaai 

Mtrunmnannunmrnnunnuntnnunnunmmrammmirtmmrnmzunnunmmm.mammun 
mmnunnurunmmmmtnminnunnunmmrommnunmmminnurunnunmmm. 

J 3 spasi 
Mrruntrunrnmmmnunrrunrartunnunnunrnrnmtnnunnarunmrnmrnmminnunrammin 

rnnurunnuntnitunmmmnuntummnunzunmnutuntrunminnuntnmranunrn. 
J 3 spasi 

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilalcsanakan dengan sebaik-baiknya dan 
penuh tanggung jawab. 	

J-3 - 4 spasi 

Kepala PD/UKPD 
Provin.si Drierah Khusas 

Ibukota Jakarta, 

) 5 _ 6 spasi 

stempel instansi ) 
) tandet tangett t 

Natna Jelas 
) 2 apasi 

Tem bustm: 
I .M nun intrumn trim 
2.Mnuninininrnin rommin 
3.Dan s e te rusnyn, 

D. Seruan 
1. Penjelasan 

Seruan adalah Naskah Dinas memuat pemberitahuan yang bersifat imbauan 
persuasif yang ditujukan kepada masyarakat unrunt uutuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatt kegiatan/perbuatan. 
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2. Susunan 

Susunan seruan terdir. atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) kata SERUAN, diikutt nama jabatan yang nietlgeluarkan seruan; 

2) kata NOMOR... TAHUN...; 

3) kata 'MNTANG; dan 

4) judul Seruan. 

b. batang tubuh: 

Batang tubuh seruan memuat uraian tentang dasar, maksud dan tujuan, 

serta hal lain yang dlimbaukan kepada masyarakat agar masyarakat 

dengan sukarela melakukan atau tidak melakukan • suatu perbuatan 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Naska.h dinas Seruan dapat menggunakan salaru pembukaan dan salam 

penutup. 

c. Bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkaij nya seruan; 

2) nama jabatan yang mengeluarkan seruan; 

3) tanda langan; 

4) nama jelas; dan 

5) tembusan. 

3. 	Seruan Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas kertas 

Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur. 



Menggunakan 
kop jabatan 
gubernur 

Penomoran 
yang benarutan 
dahun satu 
tahun takwin, 
penulisan jenis 
seruan, dan 
judul seruan 
men,ggunakan 
Inu-uf kapital 

Mentuat tnateri 
atas seruan dan 
penulisan 
sub stansi 
senian 
rxisinperhatikasi 
atuum eyd 
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4. 	Contoh Format Penget&an Seruan Gubemur 

KOP JABATAN GUBERNUR 
) 3 spasi 

SERUAN GUBEENUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

) 2 apasi 
NOMOR TAHUN 

) 2 spasi 
1:ENTANG 

j 3 sparsi 

MMMMMMMIVIMMMUMMMMMMMMMMMMUMMI"IMM M 
IVIMMMMMMMNaIMMMMMMMMMMIVIMMMMMIVI 

Mrnmanninrrunnunn unmuunnurunnumummmnunmnunrmoranunmminnuttinmint ntlolOt ti U n 
rnmmrnmrtramuntnrnmminuorun inumunalmtrunnurtuanumnra Mrrunnurun nuntninnuninu lin I ni tu u ti 
mmmrnmmmnunnun inmmtrimnonmminm 

) 3 apaat 
MnaranUnintruntn rnti Unantrunmnunn .i.runmnunnunmnamrrunnunmmninanunnammlnaunnunnun 

nunnunmrnrommunumnun nunnunmninunnaranuntrunmmoun Mmounnun nunnunmrnmnunnutmun 
nuntrunnunnurunnun rrunnunmmtumminm. 

) 3 spasi 
Mmnunnuummminnunmmnunmmmourunmnunnumummrommmmnunnuntrunnunsammourun 

mminmrammrrunnunmmminmrnmminrn=nminmrzuntrunmnunrarruntnmmmaturumitmm 
maun=rnrummtrummutummuunmrn 

) 4 apcusi 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal xx Mnunmram 
xx.)ot 

)2 spairi 
Gubernur Daerah IG-Jusus 

Ibukota Jalcarta 
j 5 - 6 spaisi 

istempel j abatan ) 
) tarula tangun 

NAMA JEL AS 

Lokasi dan 
tanggal 
penanclatanganan 
dise suaikan pada 
saat clilakulcan 
Penandatangan 
serta 
menggunakan 
Narna Jelas 

E. Surat Perintah 

1. Penjelasan 

Surat Perintah adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada 

bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 

2. Susunan 

Susunan Surat Perintah terdiri atas : 

a. kepala, terdiri atas: 

1) frasa SURAT PERINTAH; 

2) kata NOMOR ...;...; 

3) kata TENTANG; dan 

4) nama/judul perintah. 

b. isi, terdiri atas: 

1) pertimbangan dikeluarkannya surat perintah; 

2) kata MEMERINTAHKAN:; 

3) kata Kepada; 

4) nama pejabat dan jabatan yang dtberi tugas; 

5) jenis/tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan; 
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6) waktu pelaksanaan tugas; 

7) pemblayaa.n dan lain seba.gainya.; 

8) ketentuan lain yang dianggap perlu misalnya pembebanan anggaran, 

ketentuan waktu pelaksanaan, dan kewajiban melapor bagi penerima 

tugas. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

.1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya surat perintah; 

2) tanda tangan polabat; 

3) nama jelas pejabat bagi PNS dilengkapi NIP; dan 

4) tembusan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. surat perintah yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 

b. surat perIntah yang dita.ndatangani oleh Sekr(40tls Daerah dan Kepala 

PD/pejabat lainnya atas :nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah 

Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan 

c. sura.t perintah yang ditandatangani oleh. Kepala PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 

bersangkutan tanpa alamat. 



Menggunakan 
kop jahatan 
gubermu dan 
1.,enomoran 
dimesuttiltem 

rutut an dalrun 
satu tahmi 
talcwin, 
pe ngetikai i judul 
nnskah dinas 
munggunnktm 
huruf kaprtal 

Be r isi identitas 
penerima perintah 

Memuat isi perintah 

Lokasi daui 
penanggalan 
dise suaiken dengan 
waktu 
penandatanganan 
serta pembubuhan 
tanda tangan 
disertai neuna jelas 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Perintah Gubernur 

KOP .ABATAN (1IJBERNUR 
)3 spasi 

EURAT PERINTAH 
)2 apozi 

NOMOR ,../.., 
) 2 epasi 

TENTANG 
j 2 spasi 

MMAIMIklIvIMMIVIMMMUMMM 
)3 spasi 

Mmmamunnunnunnunrnmmnunnunnumnmmnunmminmmnunmrammium 
Mmnunnunnumnnunmausmnurunminnunronunmrn dengan ini 

j 3 spasi 

MEMERINTAHKAN: 
)2 spasi 

Kepada : 

II 	1 

)2 spasi 
NIP 	 XX7COMOIXXXXX7000CX 

)2 spasi 
jabatan 	 Minninunmminmmrrunrununmminnuruntrun 

) 2 spasi 
untuk 

) 2 spasi 
1. M trimnmunnunnunnzramnunmarrammmnutunmmmantur unmmauxuri nrai run 

mmmtrunrinnumuncrranmnunmmnanmm; 
j 2 spasi 

2. Minnunnunnunnunnurunmmmnunnunmminmmminmmnuntrunminrrinnuum 
mnunmmnunmnunmnaratunnunmirunrrun. 

) 3 spasi 

Pe rin tah Iril libuat un.tuk dilaksanakan dengem 	 ny.‘ rinii  
penuh tetnggung jeumb. 

)4 spasi 

Dikeluarkan di Jakarta 
pada teuagged xac Mmuun XCOC 

)2 spasi 

Gubernur Daerah KITUSUS 
Ibukota Jakarto, 

I 5 - 6 spasi 
stempel instansi ) 

) tanda targan 

Nama Jelas 
j 2 apasi 

Tembusan: 
1. Mnurunnumnamun 
2. MmirunmErunmmmrnm 
3. dan seterusnya 



Berisi identitas 
penerinta perintah 

Memuat isi perintah 

-^ 

^- 

Lokasi dan 
pe nanggalan 
disesuaikan dengan 
waktu 
pe nandatanganan 
serttt pernbubuhan 
tanda tangan 
clisertai nama jelas 
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5. 	Contoh Format Pengetilmn Surat Perintah Kepala PD/UKPD 

Menggunakan kop 
naskah clinas 
tanpa alamat 

KDP NASKAH DINAS 
(TAIVA ALANAT) 

j 3 spasi 
SURAT PERINTAH 

I 2 spasi 
NOMOR .../... 

j 2 spasi 
TENTANG 

j 2 spasi 
IMIVSAMMMMMMMMMD/IMM 

) 3 spasi 
Mmminnunrrunninimmmmtnmmmtnmrrimminmnimnuntnm 

Mmmtninnuummmmminmmtnmminmnurunmmmin dengan inl 
I 3 spasi 

MEMERINTAHKAN: 
) 2 spasi 

Kepada : 
) 2 spasi 

aama 	 Ikilnimmmrnmmmmmmminnunmmm 
)2 spasi 

NIP 	 .7200{7000C2OCCWOOOCC 

j 2 spasi 
jabatan 	 ..pilrammrturmuntrunnunmminmnuninnunmm 

2 spasi 
untuk 

) 2 spasi 
1. Minnumnunaunnurannutunmnuntammtnmmmrnnunmmmlummturcannumnrn 

innunmmminmm=nunmmm; 
I 2 spasi 

2. Miniummmaun 	 11 11 I 	II I • 
	 munrn 

nun=rnanmnunmmmmmtnm. 
j 3 spasi 

1 

Nrintah ili dibuat tuttuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 
penuh tanggung jawab, 

)4 spasi 
1 

Dikeluarkan di Jakarta 
pada tattggal iox IVInuntnnunm xxxx 
j 2 spasi 

Kepala PD/UKPD 
Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta, 
) 5 - 6 spasi 

stempel instansi ) 
) tanda tangan 

Narna J elas 
NIP 

) 2 spast 

Te mbusan: 
1. Mmmnun minmmm 
2. Mmmnunmnunmmmm 
3. dan seterusnya 

Identitas jenis 
stu-at, nomor, 
tentang surat 
menggunakan 
huruf kapital 
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F. Surat Tugas 

1. Penjelasan 

Surat tugas merupakan Naskah Dinas yang n ierIttrat kehendak Kepala 

PD/UKPD yang ditujukan kepada bawahan dra I alau pejabalipegawai 

instansi lain untuk melaksanakan tugas tertentu. 

Susunan 

Susunan surat tugas terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) frasa SURAT TUGAS; 

2) kata NOMOR 	• 

3) kata TENTANG; dan 

4) nama/judul surat tugas. 

b. batang tubuh, tercltri atas: 

1) pertimbangan dikeluarkannya surat tugas; 

2) kata MENUGASEAN:; 

3) kata kepada:; 

4) nama pejabat/pe..gawai yang ditugaskan/ka tim dengan susunan 

terlampir; 

5) kata Untuk:; 

6) jenis/maksud pekerjaan yang harus dilaksanakan; 

7) waktu pelaksanaan tugas; 

8) pembiayaan; dan 

9) ketentuan lain yang dianggap perlu antara laln kewajiban melapor 

bagi penerima tugas, dan seterusnya. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat tugas; 

2) nama jabatan yang mengeluarkan surat tugas; 

3) tanda tangan dan stempel; 

4) nama jelas selain Gubemur dilengkapl NIP bagi PNS; dan 

5) tembusan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. surat tugas yang ditandatangani oleh Gubemur atau Wakil Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 

b. surat tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama 

Gubemur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta tanpa al2mat; dan 

c. surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 



KOP NASKAH D1NAS 
(tampa alamctij 

) 3 spasi 
SURAT TUGAS 

j 2 spasi 
NOM OR ,../... 

) 2 spasi 
TENTANG 

) 2 spasi 
MMMMMMMMMMAIMMMMMMMM 

) 3 spasi 

Mmtnmmrnmmmlimunnurumnnunrnmrarammmnuninnmunnunmnumannumm 
mmmnururunmmnunmnunmmnunnuzurunnunmmm, dengan ini 

) 3 spasi 
MENUGASKAN: 

) 2 spasi 
Kepada 	Tim dengan sustmall terlampir 

j 2 spasi 
Untuk : 

j 2 spasi 
a. M leil I I II $11 I. 	II I 11 I 	11 	111 •• 111111111111~11; 

j 2 spasi 
b, Mmmuurunmmmavrunmnumnnunnunmmmmtnnunnunnumnmnuummamunmm; 

) 2 spasi 
c. Mnimmnunnunrnmrrunnunnunmrammmmmnunnimmminmmmmmmuunnunmm, 

) 3 spasi 

Surat lUgas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baikuya drui penuh 
tanggungjawab. 

j 4 spasi 

aikeluurk;in iU ,Jukarta 
Pada tangal c 1YIntm xxx 

)2 c4m4i . 
NainelJa 	, 

)541 spast 

(stempel instansi) 
Nama Jelas 

) 2 spasi 

Tembusan: 
1. Mmmmmoerrun 
2. Mmtrunnunmm 
3. dan seterusnya 

Menggunakan kop 
naskah dinas 
(tanpa alamat) 
serta ukuran kop 
disesuaikan 
dengan attwan 
yang berlaku dan 
penulisan jenis 
surat dan judtd 
menggimakan 
hurtif kapital. 
Untuk pe nomo ran 
diseuaikan dengan 
urutan 

Berisi isi tugas 
(penulisan 
me nggunalcan 
aturan eyd) 
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jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 

bersangkutan tanpa alamat. 

4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Tugas 

Penan datangan 
me nggunakan, 
neunajelas dan 
nip se ta 
penon ggalan 
disesuaikan 
dengan waktu 
penandatanganan 
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BAB IV 

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS KORESPONDENSI 

A. Nota Dinas 

1 Penjelasan 

Nota dinas merupakan naskah dinas internal antar pejabat di lingkungan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau antar pimpinan atau dari pejabat 

bawahan kepada atasan yang memuat/berisi pemberitahuan, permintaan 

penjelasan, laporan dan sebagainya. 

2. Susunan 

Susunan Nota dinas terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

I) frasa NOTA DINAS; 

2) kata Kepada clificuti dengan nama pejabat/ luIrtit yang dituju; 

3) kata Dari diikuti dengan nama pejabat yang mengirim; 

4) nomor, dapat ditambah kode sesuai kebutuhan; 

5) sifat/klasifikasi; 

6) lampiran; dan 

7) hal. 

• b. isi, dirumuskan dalam bentuk uraian. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tanggal, bulan dan tahun; 

2) nama jabatan; 

3) tanda tangan dan stempel; 

4) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan 

5) tembusan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang dgi.ftiitkan dengan ketentuan: 
a. Nota dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur atas 

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan 
Gubernur; 

b. Nota dinas yang ditandatangani oleh Selu-etaris Daerah dan Kepala PD 
atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dengan/tanpa alamat; dan 

c. Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD 

yang bersangkutan tanpa alamat. 



KOP NASKAH DINAS 
) 3 spasi 

NOTA DINAS 
) 3 spasi 

Kepada 

Dari 

Nomor 

Sitat 

Lampiran 

Hal 

    

 

j 2 spast 

  

 

) 2 spasi 

  

 

) 2 spasi 

  

 

j 2 spasi 

  

 

) 2 spast 

  

 

) 3 spasi 

  

Mmmmmmmmmm mmmmirm mmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmm mrniamm mmm 
mmmmmmm mmm mmmm mmmrnm nmm. 

) 2 spasi 

Mmmmmmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmm mmrom mmmm 
mmmmmmm mmm MMMM MMMMM 

j 2 spasi 

Mmmmmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmm mrnmmmmmm 
mmmmmmm mmm mmmm mmmmm mmm. 

j 4 spasi 

Jakarta, xx Mmrnrimm xxxx 
) 2 apaai 

Nama Jaaatan 
5-6 spasi 

stempel instansi ) 
)1anclaLlr;Ial 

)Nruna Jelat; 
NIP 

) 2 spasi 
Tembusan: 
1. Mmmmmmmmm 
2. Mmnimmmrtimm 
3. dan setertisnya 

Memuat laporan, 
Pernberitahuan, 
araban, peringatam 
saran, petnyataan 
atau permintaan 
berupa catatan 
ringkas terhadap 
suatu masaleth 

blenggunakan kop dinas 
pentrigkat daerah 

Disesuaikan deugan 
perringkat daerah/ 
utUt yang chtuju, 
pengirim, 
penomoian 
disesuaikan dengan 
urutan satu tahun 
takwin, 13 anyak 
lampiran, serta bal 
me ngeaai nota 
dinas 
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4. 	Contoh Format Pengetiltan Nota Dinas 

Lolcasi dan 
penanggalan 
disesuaikan dengan 
waktu 
penztndatanganan 
serta peinbubullan 
tandatangan 
disertai 11811M jelas 
dan. nip 

B. Nota Kesepakatan 

1. Penjelasan 

Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab 

Pemerintah Pusat dan Permerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersifat 

mengi kat. 

2. lsi nota kesepakatan, terdiri atas: 

a. komparisi; 

b. para pihak daiam nota kesepakatan; 

c. premis/recita(; 

d. konsideran; 

e. nota kesepakatan, paling kurang memuat: 

1) latar beiakang; 

2) maksud dan tujuan; 



44 

3) lokasi sinergi; 

4) objek sinergi; 

5) ruang lingkup; 

6) tugas dan tanggungjawab; 

7) pelaksanaan; 

8) jangka waktu; 

9) pembiayaan; dan 

10) lain-lain. 

f. penutup. 
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3. 	Contoh Format Pengetikan Nota Kesepakatan 

NOTA KESEPAKATAN 

ANTARA 

PEMERINTAFI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DAN 

PEMERINTAH DAERAH 	 

TENTANG 

NOMOR • 	 

Pada hari ini, 	, tanggal 	 
bertandatangan di bawah ini : 

bulan 	tahun 	 (. - - 	), kami 

• • 	 , berkecludukan di 	jalan 
dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Provinsi Daerah 
Provinsi 	Jakarta selanjutnya 
disebut PIHAK KESATU. 
	, berkedudukan di...., jalan 

dalarn hol ini bertindak untuk 
dan atas 11Z11141. Pemerintah Da.erah 

8e1a.njUttlya disebut PIHAK 
KEDUA 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam 
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendIri-sendiri disebut 
PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 

1. dst 
2. dst 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk 
melaksanakan Nota Kepakatan ........, dengan ketenman dan syarat-syarat 
sebagai berikut: 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 
dan seterusnya 

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di 	 pada 
hari dan tanggal tersebut di atas dalam ran&ap (..........,) bermaterai cukup, 
masing-masing mempunvai kekuatan h-ukum yang sama, 

PIHAK KEDUA, 	 PIHAK KESATU, 
Cap dan Tandatangan 	 Cap dan Tandatangan 

(nama tanpa gelar( 	 (nama tanpa gelar) 
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C. Kesepakatan Bersama 

1. Penjelasan 

Kesepakatan bersama merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh pejabat 

yang berwenang dengan pihak lain sebagai langkah awal untuk 

mempersiapkan suatu perjanjian kerja sama. 

2. Susunan 

a. Bagian kepala, terdiri atas: 

1) Lambang/Logo: 

a) un(uk kesepakatan bersama a ntara daerah dengan daerah 

menggunakan lambang garuda. 

b) untuk kesepakatan bersama antara daerah dengan pihak ketiga, 

lam.bang Jaya Raya di sebelah kanan atas dan logo pihak ketiga 

diletaldmn di kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama 

lembaga: 

2) Kata KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA 	DAN 	 

3) Kata TENTANG; 

4) Judul Kesepakatan Bersama; dan 

5) Kata NOMOR yang dlikuti dengan nomor Kesepakatan Bersama. 

b. Pembuka, terdiri atas: 

1) hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya kesepakatan bersama, 

dilanjutkan dengan frasa kami yang bertandatangan di bawah ini; 

2) • identitas pihak kesatu yang memuat antarn ialn nama, pekerja.an  

jabatan, alamat dan kedudukan/kewenangan be.rtindak pihak kesatu; 

3) frasa selanjutnya disebut PIHAK KESATU/frasa secara bersama-sama 

selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 

4) identitas pihak kedua yang memuat antara lain nama, pekerjaan 

jabatan, alamat dan kedudukan/kewenangan bertindak pihak kedua; 

5) frasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/frasa secara bersama-sama 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan 

6) dasar pertimbangan. 

c. Batang Tubuh 

Batang tubuh kesepakatan bersama saina memuat semua 

substansi/materi kesepakatan bersama yang clirumuskan dalam pasal-

pasal, paling sedikit memuat: 

1) • maksu.d dan tujuan kesepakatan bersama; 

2) objek; 

3) ru.ang lingkup kesepakatan bersama; 
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4) pelaksana.an  kegiatan; 

5) j angka wa ktu ;an 

6) surat menyurat. 

d. Penutup: 

Penutup adalah bagian akhir dari kesepakatan bersama, terdiri atas : 

1) rumusan pernyataan telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan 

bersama dengan frasa sebagai berikut : Demikian Kesepakatan 

Bersama ini dibuat dan ditandatangani di 	pada hari dan tanggal 

tersebut di atas dalam rangkap 	 (. .) bermaterai cukup, masing- 

masing memiliki kekuatan hukum yang sama.; 

• 2) frasa PIHAK KESATU, diikuti dengan pendisan nama jabatan, nama 

lengkap pihak kesatu (hunif kapital); dan 

3) frasa PIHAK KEDUA, diikuti dengan pendisan nama jabatan, nama 

lengkap p:lhak 1c2clua (huruf kapital). 



Me muat substansi 
pe nintukan 
ke sepakatan 
bersama 

Berlsi tanggal, 
bulan dan tahun 
peLaksanaan 
ke sepalcatetn 

Memuat identitas 
para pihak 

Memuat substansi 
kesepakatan 
bersama 
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3. 	Contoh Format Pengetikan Kesepakatan Bersama Daerah Dengan Daerah 

LAMBANG GARUDA 

KESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA 

PEMERINTAH PROVINSII DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DAN 

PEMERINTAH DAERAH ........ 

TENTANG 

NOMOR : 	 

Pada hari ini, ...... ......, tanggal . ......... 	bulan 	 tahun 	 ( - 	), karni 
bertandatangan di bawah ini: 

	, berkedudukan di 	jalan 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama Provinsi Daerah Provinsi DKI 
Jakarta selanjutnya disebu: PIHAK 
•KESATU. 
	, berkedudukan di...., jalan 
dalain hal ini bertindak untuk dan atas 
nama Pemerintah Daerah 	 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-stusa. dalam 
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan sec.ara sendin-sendiri 
disebut PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahub menerangltan 	sebagai berikut : 

1. dst 
2. elst 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesucti dengan kedudukan clan 
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju daii sepaka 1111h.lis. 
melaksanakan Kesepakatan Bersama 	, dengan ketentuaii dan syan tn.) ti 
sebagai berikut: 

Leunbang Garucia 
dengan Nt7:1111a 
emas, judul 
kesepetkatan 
menggunakan 
huruf kapital 
Seatra 
keseluruhan 
termasuk nama 
pe merintah daerab 
clati nomur 
clise suaikan 
dengan unttan 
seau tabun takWiri 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 
dan seterusnya 

Demikian Kesepakatan Bersarna ini dibuat dan ditandatangani di.. 	pada 
hari dan tanggal tersebut ck atas dalam rangkap ( 	) bennaterai cukup, 
masing-masing mempunyai kekuatan hulaun yang sama. 

PIHAK KEDUA, 	 PIHAK KESATU, 
Cap dan Tanclatangan 	 Cap dan Tandatangan 

(nama tanpa gelar) 	 (narna tanpa gelar) 

Identitas jelas kedua 
belah pihak pada 
bagian 
pendandatangsnan 



  

TENTANG 

   

NOMOR : 	  

Metnuat ideutitas 
parn pihak 

Berisi tanggal, 
bulan dan tahun 
pelaksanaan 
kesepakatan 
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4. Contoh Format Pengetikan Kesepakatan Bersama. Daerah Dengan Pihak . 

Ketiga 

o KESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA 

PEMERINTAH PROVIISI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA 
DAN 

PEMERINTAH DAERAH ..... 

Logo kedua belah 
pihak, judul 
kesepakatan 
menggunakzul 
huruf kapital 
secara 
keseluruhan 
tennasuk neuna 
pemerintah claerah 
dan nomor 
disesuaikan 
dengan urutan 
satu tahun takwin 

Pada hari ini, 	 tanggal 	bulan 	 tahun 	....... (., . -....-.... ), k ern 
bertandatangan di 1)awah ini: 

	,berkedudukan di . , . , lo 11 , 

dalam hal ini bertindak untuk 	1416 

nama Pemerintah Daerah 
selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

• , berkedudukan di...., jalatt 
berdasarkan Anggaran Dasar FT . 	 
yang dibuat clihadapan Notaris 	 
yang telah disahkan oleh Mentert 	• 

berclasarkan Keputusan Nomor 	, 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
FT 	, selanjutnya disebut PIHAK 
KEDUA 

PIHAK KESATU da.n PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam 
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara 
disebut PIHAK. 

PARA PIHAK terleblh dahult menerangkan hal-hal sebagai berilcut 

1. clst 
2. dst 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudulms dan 
kewenangrut masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk 
melaksanalcan Kesepakatan 3ersama 	 dengan ketentuan dan syarat-syrtra t 
sebagai berikut: 

Pasal I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 
dan seterusnya 

Demikian Kesepakatan Berscma ini dibuat dan ditandatangani di ..............pada 
hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap . ( 	) bermaterai cukup, 
masing-masing mempunyal kelcuatan hukum yang sama. 

PIHAK KEDUA, 
Cap dan Tandatangan 

PIHAK KESATU, 
Cap dan Tanclatangan 

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar) 

Me muat sub stansi 
kesepakatan 
bersama 

Memuat substansi 
peruntukan 
kesepakatan 
bersama 

Identitas jelas kedua 
belah pihak pada 
bagian 
pendandatanganan 

D. Surat Undangan 
1. Penjelasan 

Surat undangan merupakan Naskah Dinas yang erisi permintaan kepada 
yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat/perteMuanisidang, seminar, 
upacara dan lain-lain pada vaktu, tempat dan acu yang ditentukan. 
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2. Susunan 

Susunan surat undangan terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) tanggal, bulan, dan tahun; 

2) kata Kepada; 

3) kata Yth.; 

4) kata Nomor, Sitat, Lampiran dan Hal; dan 

5) pejabat/alamat yang dituju. 

b. isi, terdiri atas: 

1) maksud dan tujuan atau latar belakang; 

2) hari dan tanggal penyelenggaraan; 

3) pukul penyelenggaraan; 

4) tempat penyelenggaraan; 

5) acara yang akan diselenggarakan; dan 

6) kata penutup. 

c. bagian akhir, terdiri. atas: 

1) nama jaba tan yang mengundang; 

2) tanda tangan pejabat yang mengundang; 

3) nama jelas pejabat selain Gubernur dilengkapi NIP; 

4) stempel jabatan/instansi; dan 

5) tembusan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang dig-unakan dengan ketentuan: 
a. surat undangan yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 
b. surat undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala 

PD atas nama Gubernur dibuat dl atas kertas Kop Naskah Dinas 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alama t; clan 
c. surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas 

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi 
PD/UKPD beralama:. 



KOP NASKAH DINAS 
)3 spasi 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal Mmmintruninntnuu 

Lumninunmmium 

X.rot Mnunnimmtnin m000c 
) 3 spasi 

Kepada 
Yth. Nlinnuntunainnumnram 

di 

Jakarta. 

) 3-4 spaal 

Mmrn tnmmm nxiimmrnrnrnrnxnmmrnrnmnx rrunmmnuntnmn unt ntii m n un 
M I IIMMI11111M mnumimmrnm Innurimmm dengan ini uneogharapicsi i Juh udi LIUi 
Saudara dulatn perteratan yalig akan diselenggaralcan pada 

hari 	: Mmmmmm 
) 2 spaat 

tanggal 	: Xmoc "v"ItrY  X701:700:XX 

) 2 spaal 
pukul 	xmcx s.d ?cuocx 

2 apaai 
tempat : Mrammmnunmnuummmmm 
acara 	: Mmmrrumnmminmmrnminmmmmxrunnunmmrrunm 

mnunmmmnurunrumm 

)3 spasi 

Atas perhation dan kehadiran Saudara, Saya ucapkan terirna kasih. 
)3-4 spasi 

Nama Perangkat Daerah 
)5-6 spast 

(stenpeljabatan 
tanda tangan 

NAMA JELAS 
NIP 	  

p spaai 

TembuSan 
I. Mmrruniumnunnunmuurrunm 
2 . Mrn innunmmm kumm umuurn 
3. dan seterusnya 

5 1 

4. 	Contoh Format Penget&an Surat Undangan 

Menggunakan 
kop naskah 
dinas, tanggal 
dan tempat 
pembuatan 
disesuaikan 

Isi pembukaan 
surat 

Informasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

Lokasi dan 
penanggalan 
disesuaikan 
dengan wak-tu 
penandatanganan 
serta 
pembubuhan 
tanda tangan 
membuat nama 
jelas 
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E. Surat Biasa 

1. Penjelasan 

Surat biasa merupaka.n Naskah Dinas yang antara lain berisi pemberitahuan, 

pertanyaan, permintaan jawaban dan saran. 

2. Susunan 

Susunan surat biasa terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) tanggal, bulan, dan tahun; 

2) kata Kepada; 

3) kata Yth.; 

4) kata Nomor; 

5) kata Sifat; 

6) kata Lampiran; 

7) kata Hal; dan 

8) pejabat/alamat yang dituju. 

b. isLdlrumuskan dalarn bentuk uraian. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) nama jabatan; 

2) tanda tangan peL:abat; 

3) nama jelas (dilengkapi NIP bagi PNS); 

4) stempel jabatan/instansi; dan 

5) tembusan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. surat biasa yang ditanclatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 

b. surat biasa yang ditandatangani oleh Scicreteu-ls 13aerah atas wewenang 

jabata_nnya, Sekretaris Daerah atau pojabat 1ili atas nama Gubernur 

dibuat di atas kertas kop naskah dinas Pemerintah Provins1 DK1 Jakarta 

dengan alamat; dan 

c. surat biasa yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya dibuat di atas kertas kop naskah dinas PD/UKPD yang 

bersangkutan dengan alamat. 



KOP JABATAN GUBERNUR 
)3 spasi 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 

; 	Min ruzawsrun • 

tt 131-k bb1)1) tttt 
) 2 op<cal 

Kepaelit  
1-11 um um 

d( 

Jakar ta 
j 3 - 4 spasi 

Mmmmnunmminmaunminmrrunminnunnuniumunnmunrninm 
mrrunmannmmmamunmmmmmtrimmmnunmnimmrummmmt nnunnun 
nurunmaanmmtnmrnmmmtnmmnunmm. 

)3 spasi 
Mnunmmmtninmaunmrnmmtrumnmaunnunnimmmmmlumm 

rnrrunrnmennunnunmmmtnrwrunmmminmmminmnurunmnunm mnamm 
mmmtnnanmmnunramenmmnunnumnm. 

)3 apasi 
Mmtrunmminnimminnurunnuntrumnrnmnunmmtrunnunnun 

innunnunnunmmmtrunmmrnminnumnrammmtnrumnunmmmmuunnun 
mnunnurrammmtnnunrnmrnmtnrnmnamnun. 

j 3 - 4 spasi 

Gubernur Daerah Khusus 
Ibukot a Jakart 

) 5 - 6 spasi 

stempe 1 instr Ins() 
) I aridu 

teuigan. 

Nama Jel in  
I 2 spasi 

Teml)usem; 
1. ltI mmmrarummnun 
2. Minmmrnnirnmrnrnznm 
3, 	d an se teru snya 

Penandeltanganan 
dan natna jabettan 
le nglcap yang 
disertai nama 
je las 
ine nggunalcan 
huruf besar 

Me murd 
materi 
substansi deui 
surat 

Pe nggunaan 
kop jab atan 
Guberim r 

Tanggal, 
bulan deln 
tethun 
dise suaikan 
cle ngan 
pe nerbi tan 
:mrat , 
penujua 
los pada ytlt. 
menggto uskan 
nama j aba tan 
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4. 	Contoh Fonnat Pengetzkan Surat Biasa Gubernur 



KCP NASKAH DINAS PD 
(dengan atamat) 

)3 spasi 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 	 : Mmmtn:rumn 

tt Bbobbbb tttt 
)2 spasi 

Kepada 
Yth. Mmmaunmmturnm 

di 

Jakarm 

,1 3 - 4 spasi 

14bnnumnnurunnunnuninmmmmannnuummn trammn u runtmn 
nurunmmzunnunnunmmmmmranurunmmmminmmmm rrinain intununann 
rorrunmmk-immmmramminmmmmmrn. 

j 3 spasi 

Manmmiumminmninunmminmrnminmeruntrin ur..11; trum nm mm 
rnnunnams,mnunnlzilmanmmlnminaninrnn,rruruiitrianrrirn rani1n4ut1irun1n 
nunmminsunrnmannmmmrnmairnmm. 

3 spasi 

Maunnumnnunrnmnunmramnammanninmannmintnnannunm 
trumnrcunkunnunnmunminnimminmmmmmnunmnimmmmnunnmunmin 
mmmuunmminmminnammxrunmnunmm. 

3 - 4 spasi 

Kepale. PD/UKPD 
Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota. Jakarta 
j 5 - 6 spasi 

stempel instansi ) 
) tanda tangan 

Nama Jekas 
NIP 

)2 spasi 

Tembusetn: 
1, himmnimminmmm 
2. Minnimnunrnmmmmm 
3. dan. seterusnya 

Penggunaan kop 
naskah dinas 
beralamat 

Tanggal, bulan 
dan tahun 
dise suaikan 
dangan 
penerbitan surat, 
penujuan 
kepada yth.. 
menggunakan 
nama jabatan 

Me Inuat materi 
substansi dan 
peneibitan 
surat 
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5. 	Contoh Format Pengelikan Surat Biasa Kepala PD/U1(PD 

Penandatanganan 
dan naina jabatan 
lengkap yang 
disertai nama jelas 
dan nip 
numggunakan 
huruf kapital 

F. Surat Panggilan 

1. Penjelasan 

Surat panggilan merupakan Naskah Dinas yang digunakan untuk memanggil 

instansi/badan/perseorangan guna diminta dan/atau diberikan keterangan 

mengenai suatu persoalan. 

2. Susunan 

Susunan surat panggilan terdiri atas : 

a. kepala, terdiri atas : 

1) tanggal, bulan dan tahun; 

2) kata Kepada; 

3) kata Yth.; 

4) kata Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal; dan 
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5) nama dan alamat instansi/badan hukum/swasta/ perseorangan yang 

dipanggil. 

b. isi, terdiri atas: 

1) hari, tanggal, waktu,. nama pejabat pernatigglli dan 

2) maksud surat panggilan. 

c. bagian akhir, terdiri atas : 

1) nama jabatan dan tanda tangan pejabat; 

2) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan 

3} tembusan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. surat panggilan yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur 

clibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 

b. surat panggilan yang ditandatangani oleh Sekretarts Daerah atas nama 

Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah 	Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta tanpa/dengan alamat; dan 

c. surat panggilan yang ditandatangani oleh Nepala PD/UKPD atas 

wewenang jabatannya d:ibuat di at:as kertas Kop Naskah Dinas instansi 

PD/UKPI) yang bersangkutan dengan alamat, 



Informasi 
pelaksanaan 
pemaragilan 

Menggunakan 
kop naskah dinas 
perangkat claerah, 
tanggal dan 
tempat 
pembuatan 
disesuaikan 

Isi pembukaan 
surat 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Panggilan 

KOP NASKAH DINAS 
13 spasi 

Namor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 	: Mmmlatamauanun 

nunaurantamnua 

Xxxx Raumnininsun xxxxx 
j spasi 

Kepada 
Yth. IsilimummmInnanninun 

di 

Jakarta 

3-4 spaa 

Dengan ini dtminta kedatangan Saudara di ICantor xXXXXXX: tx ttsxxxx 
Mmnammrrunnunnunmmnunnumnmm 

2 41x441: 

hari 	 : Mrnmnunm 
)2 spasi 

tanggal 	 : Xxxx wooc XIMODOCC 
)2 spasi 

pukul 	 : xxxx s,d xxxxm 
I 2 spasi 

tempat 	 : Mmmnunnunmminnmunmrt 
Menghadap kepada 	)2 spaai 
untuk 	 Mmmmmmtnmmmnimmtruntummammun 

nmunmninmunnurunmmnur_mm 

) 3 apasi 

Mnunnumnrrunnunnuninmmmmnunrruummmrnmrninminnmannmmmm. 
)3-4 apasi 

Nama Perangkat Daerah 
)5-6 spasi 

(stempel jabatart 
) tanda tangan 
NAMA JELAS 

NIP 	  
)3 spasi 

Tembus an : 
1. Minmnunrrunumminnunnun 
2. Mmmrnmnunmmrnmmmnun 
3. dan seterusnya 

Lokasi dan 
penanggalan 
clisesuaikan 
clengan waktu 
penandatanganan 
serta 
pembubuhan 
tanda tangan 
membuat nama 
jelas 
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G. Telaahan Staf 

1. Penjelasan 

Telaahan staf clibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis, 

pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang suatu masalah. 

2. Susunan 

Susunan telaahan staf terdiri atas : 

a. kepala, terdiri atas: 

1) frasa TELAAHAI\C STAF; 

2) kata Kepada; 

3) kata Dari; 

4) kata Nomor; dar_ 

5) kata Hal. 

b. isi, terdiri atas: 

1) pokok persoalan; 

2) • praanggapan; 

3) fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan; 

4) pembahasan/analisis; 

5) kesimpulan; dan 

6) saran tindak. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun; 

2) nama jabatan; 

3) tanda tangan pejabat; 

4) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan 

5) tembusan. 

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yafig digunalcan dengan 

ketentuan, telaahan Staf yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas 

wewenang jabatannya dibuat di atas kerta Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 

bersangkutan tanpa alarnat. 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Telahaan Staf 

KDF NASKAH DINAS 
)3 spaai 

TELAAHAN STAF 
)3 iwasi 

Kepada 	 : Menrerrurunrammmmmmmrnmminrnmmtrunnunmminmi iunri u run m 
m mnannurumn=min 

)2 sposi 
Deui 

	

	 Mnuurrunmmtrunannmaunmnurunmm mnummtummurni im niinnun 
mnusnunmuu runmmmmm 

j 2 spaai 
Nomor 

	

	 : Mnuratuninmrrunmmnunmrnamtrumnunnu fliflirrinfliiiixnntillrltnmm 
nunnarnaumnmnunnumnrn 

)2 spaal 
I I ed 	 Mnunnuninmmmmmainunminnutunmnunnunnunmnunrnmnu amm 

111171~11111111111111111M1111111T1 
j 2 spasi 

I. 	Pokok Persoalan 	 .0 	 mmunnunminnanunnimmna 
mmmtrunnunmmairarrannunmmm 

I 2 spasI 
11. Pretemggetpan 

	

	 Mmtnnunnutunmmnuntrunmmmmmnutunnunzranunrrunnun 
nunramnunnunmnunnunnunmnun 

)2 spasi 
m. 	Fakta dan Data Berpengrz-uh terhadap Pers oalan 

/Ammtrururunnunmmmrunrrunrarrunmrnmnunmmmmmmmnmunnunmn2mmminmmm 
M.111111111 

)2 spasi 
IV.  Pembahsan/ 

Analisis 
: MITLIT.111111111111111M 

innunmmmmnimmnurunnunmmin 
)2 apasi 

V.  Simpul an Mmtmummranurunrnmminminnunmnimmminnum num unm 
mmnunnunnmunnarnnunnunnumn 

)2 spas 
VI.  Saran Tindak : Mmmumunnunnunrumnunmmtrunnunnimmmminuunnmun 

mtruntnnumnmmminnumnnuxunrn 
I 4 spasi 

Jakarta, XX itun rarn XXX 
12 Spasl 

Nanta Jabatan, 
15,6 spasi 

(stempel jabatan ) 
) tancla tangan 
NAMA JELAS 

NIP 	  
)3 spasi 

Tembusan : 
1. Mrnmmmmmmtrumnrnrnmm 
2. Mmmmmtruntn.mmmnunmm 
3. dan seterusnya  

Menggunakan 
kop naskah 
clinas perangicat 
daerah, untuk 
peruntukan, 
nomor, dan bal 
terkait naskah 
chnas 
clisesuaikan 

Berisi materi 
terkait pokok 
yang menjadi 
telaahan 

L,okasi dan 
penanggalan 
disesttaikan 
dengan waktu 
penanclatanganan 
serta 
pembubuhan 
tanda t angan 
membuat nama 
jelas 
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H. Laporan 

1. Penjelasan 

a. laporan merupakan Naskah Dinas dan merupakan alat pemberitahuan 

atau pertanggungjawaban dari pejabat bawahan atau dari suatu tim kerja 

kepada atasan; 

b. laporan terdiri atas laporan Insidental dan laporan berkala; dan 

c. laporan Insidental dapat berbentuk surat biasa atau nota dinas. 

2. Susunan 

Susunan laporan Insidental berbentuk surat sama dengan susunan surat 

dan susunan Laporan berbentuk Nota Dinas sama dengan susunan Nota 

Dinas. 

Laporan berkala disusun secara lengkap, sisten tatis, dan kronologis. 

Susunan laporan berkala terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) kata LAPORAN; 

2) kata NOMOR; 

3) kata TENTANG; dan 

4) namaijudul Laporan. 

b. isi, dirumuskan dalam bentuk uraian dengan sistematika sebagai berikut: 

1) pendahuluan yang memuat penjelasan/ gambaran umum, latar 

belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika 
Laporan; 

2) materi laporan, terdiri atas kegiatan yang berupa program kerja dan 

hasil pelaksanaan kegiatan, jenis, volume kegtatan, pembiayaan dan 
• sebaga.lnya; 

3) permasalahan dan pemecahannya yang berisi hambatan yang 

dihadapi dan upaya mengatasinya.; dan 

4) simpulan dan saran yang berisi rangkaian pelaksanaan tugas dan 

saran sebagai hanan pertimbangan. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya laporan; 

2) nama jabatan daqi tanda tangan pejabat; 

3) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan 

4) stempel jabataninstansi. 

d. lampiran (jika dianggap perlu) 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan 

a. laporan yang ditandatangani oleh Gubernur atau "Wakil Gubernur dibuat 



Kop nasketh dinas 
dise suaikan 
dengan perangkat 
daerah 

Pe nulisan 
laporan, nomor 
serta judul 
laporan 
meng,gunakan 
huruf kapital 

penulisan isi 
pendahuluan, 
program kerja dean 
hasil, 
permasalahan dan 
pemcahan serta 
simpulan dan 
saran 
menyesuaikeui 
aturan eyd 

Penulisan tempat, 
tanggal, nama 
lengicap ditulis 
dengew huruf awal 
kapital dan 
clibubuhi tanda 
tangan dan cap 
stampel dan NIP 
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di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; dan 

b. laporan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 

bersangkutan tanpa alarnat. 

4. Contoh Format Pengetikan Laporan 

KOP NASKAH DINAS 
) 3 spas1 

LAPORAN 
) 2 spasi 

NOMOR 
) 2 spasi 

TENTANG 
)2 spasi 

ANIMMMMMMMMMMMMMM 
MMMMitiMMMAAMMMMMMMMMNIMMM 

	

l. 	PENDAHULUAN 
	 )3 spasi 

)2 spasi 
Mmmmmmmmmm mramm mrnmmmmmmmmmmmmmmmmminm minnun 
mmmmmrnmmmrnmm mmrn mmmmmmmmm mmmm. 

j 3 spasi 

	

11. 	PROGRAM KERJA DAN HISlL PELAKSANAANNYA 
) 3 spasi 

1. Mmmmmmmmmmii 
Data dan Fxta 
Mmmmmrnrarn mmmmmmmmmm mmmmm mmm mniminmminmi rin 
mmmmmm nmm mmmmm mmmm mmm mmmmminrn rnmmrnirm 
IvImmmrnmrkmm mrnmm mmmmmmm mmmmmmmminnimmin 
nimmmmmrr.rnm MMMMM. 

c. 	Mmmmmmrwmmm mmmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mrninntrnin 
n unrnm mmrimmmmmmmm. 

) 2 spasi 
2. M mmmrnmmmmmn 

a. 	Mmmmmmrrrnmm mmmmmmmmmmmmmm mmmmmm mmrrtrnmmm 
mmmmmmninmmmmm 

19. 	Mmmmmmrrinmm mmmmmmmmmmmmmmmmm mmm mmmmmmmm 
mmmmmmtranrnmmm mmm 

c. 	Mmmmmmrrimmmmmmm mmmmmm mmmmm mmmmmmmm mmmm 
mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

	

111. 	PERMASALAHAN DAN PEIvECAHANNYA 
I 3 spasi 

) 2 spasi 
1. Mmmmmmmmm 	dan seterusnya 	 

)2 spasi 
2. Mmmmmmmmm 	dan seterusnya 	 

) 3 spasi 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 
Mmmmmnimmm mmmmmm TrIMMMMMMMMMMMMMITIM mmmmm mmm mmmrn rnm 
nimmmmrnm mmmmmmmrnmm mmmm mmmmm mmmm. 

)2 spasi 
2. Saran 

Mmmmmmmmm mmmmrnri mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmrn mmrn mmnirnrnm 
mmmmmmm mrnmmmmmmrim MMMM MMMMM MMMM. 

j 2 spast 
Mmifirnmnun mmmmmm mrrommmmmmmm mmmmmmmrnmmmm innun mnwrinim rfimmm 

mmmmm mmmmmnimmmm mmmrnmrn mmmmmm mmmmmm. 
)4 spasi 

Mmrnmm, xx Ivhirnm 20xx 
,1 2 spasi 

Nama Jab man, 

) 5 - 6 spasi 

stempel instansi ) tantia tangan 

Nama Jelas 
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BAB V 

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS KHUSUS 

A. Perjanjian Kerja Sama 

1. Penjelasan 

a. perjanjian kerja sarna adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dengan daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak 

Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban; 

b. perjanjian kerja sama sesuai dengan p(raturan perundang-undangan; 

dan 

c. perjanjian kerja sama dengan daerah atau dengan pihak ketiga 

ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Gubernur untuk 

menandatangani. 

2. Susunan 

Susunan perjanjian keria sama, terdiri dari: 

a. Kepala, terdiri dari: 

1) lambang/logo: 

a) untuk perjanijian kerja sama antara Petnerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan daerah, Lambang Penierintah Daerah selaku 

insiator kerja sama yang diletakkan yang diletakkan di sebelah 

kanan atas dan dan lambang daerah mil ru cliletakkan di kiri atas; 

b) untuk perjanjian kerja sama antara Peinerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan plhak ketiga, Lambang Jaya Raya yang diletakkan 

di sebelah kanan atas dan dan logo pihak ketiga diletakkan di kiri 

atas; 

c) untuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan daerah yang melibatkan lebih dari dua pihak, 

lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku insiator kerja 

sama yang diletakkan yang diletakkan di sebelah kanan atas dan 

Lambang Pemerintah Daerah Mitra diletakkan berurutan di 

sebelah lambang Pemerintah Daerah inisiator, disesuaikan dengan 

ruang pada bagian Naskah Dinas; dan 

d) untuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan pihak ketiga yang melibatka.n lebih dari dua pihak, 

Lambang Jaya. Raya diletakkan cli sebe3al kanan atas dan logo 

pihak ketiga diletakkan berurutan di sebelah lambang Jaya Raya, 

disesuaikan dengan ruang pada bagian Nask.ah Dinas; 
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2) kata PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA..........DAN 	 

3) kata TENTANG; 

4) judul perjanjian.; dan 

5) kata NOMOR yang diikuti dengan nomor perjanjian kerja sama. 

b. Pembuka, terdiri atas : 

1) hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Perjanjian Kerja Sama, 

dilanjutkan dengan frasa kami yang bertandatangan di bawah ini; 

2) identitas pihak Dertama yang memuat antara lain nama, pekerjaan 

jabatan, alamaT_ dan kedudukan/kewenangan bertindak pihak 

pertama; 

3) frasa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA/frasa secara bersama-

sama selanjutnya disebut PARA PlHAK; 

4) identitas pihak kedua yang memuat. antara lain nama, pekerjaan 

jabatan, alamat dan kedudukan/kewenangan bertindak pihak kedua; 

5) frasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/frasa secara bersama-sama 

selanjutnya dise-Dut PIHAK KEDUA; clan 

6) dasar pertimbangan. 

c. batang tubuh 

batang tubuh perjanjian kerja sama memuat semua substansi/materi 

perjanjian kerja sama yang dirumuskan dalam pasal-pasal, paling sedikit 

memuat: 

1) maksud dan tujuan kerja sama; 

2) objek; 

3) ruang lingkup kerja sama; 

4) pelaksanaan kegiatan; 

5) hak dan kewajiban para pihak; 

6) pemblayaa.n; 

7) jangka wa.ktu; 

8) penyelesalan persellsihan; 

9) keadaan kahar; dan 

. 10) pengakhiran kerja sama. 

d. Penutup 

penutup adalah bagian alchir dari perjanjian kerja sama, terdiri atas : 

1) rumusan pernyataan telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja 

sama, dengan frasa sebagai berikut : Demikian Perjanjian Kerja Sama 

ini dibuat dan ditandatangani di 	 pada hart dan tanggal. tersebut 

di atas dalam rangka 	 (....) bermaterai cukup, masing-masing 



ICESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA 
DAN 

TENTANG 

NOMOR • 	  

Pada harl ini, 	..... 
'

tanggal . ......... 	bulan 	 talmn ...... 	 ktuni 
bertandatruagan cli balveth ini : 

„ berkecludukan di 	ja 
berclasarkan surat Ituaset Ichuaus 
GubernaulBupati/Walikota nomor 

tanggal 	dabun hal jni berl indak 
untuk dan atas narna PenterIntah 
Provinsi DKI Jakarta, ar ai tj i Itt tya 
disebut PIHAK PERTAMA. 

, berkeducht kan di..... . jelii ii 	, 
berciasarkan (Surat kurtsa ldii.isus 
Gubernur 	nomor 	tauggal 	, 
dalam hal ird bertindak untuk datt atas 
nama Pemerintah Daealt 	(atau) 
Anggaran Dasar PT yang dibuat di 
hadapan Notans 	yang telah 
disahkan oleh Menteri 	berdasarkan 
Keputusan Nomor 	dalat 11 hal itai 
bertindak untuk dan atas nama PT 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA dart PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-saam dalam 
Perjanjian Ketja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sencln-sendiri 
disebut PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangketn hal-hal sebagai berikut : 

1. cist 
2. dst 

Berdasarkan hal-hal tersebut dia.tas, sesuai dengan kedudukan dan 
keweneuagan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepalcat untuk 
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama 	, dengan ketentuan dan syarat-syarat 
sebet,gai berikut: 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 
dan seterusnya 

Denailcian Perjanjietn Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangatti di  	ptula 
hari dan tattggal tersebut di atas clalam rangkap ( ..... 	bermatat ai cukup, 
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna. 

PIHAK KEDUA, 
Cap cku-k Tanclatartgan 

PIHAK PERTAMA, 
Cap rlan Tanckvtartgan 

    

(natna tanpa gelar) 	 (nama tanpa golar) 

63 

memiliki kekuatan hukum yang sama; 

2) frasa PIHAK PERTAMA, diikuti dengan penulisan nama jabatan, nama 

lengkap pihak pertama (huruf kapital); dan 

3) frasa PIHAK KEDUA, diikuti dengan penullsan nama jabatan, nama 

lengkap pihak kedua (huruf kapital). 

3. Contoh Format Pengetlkan Perjanjian Kerja Sama :Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan Daerah lain. 

Logo kedua pihak, 
judul kesepalcatan 
menggunakan 
htuuf kapital 
secara 
ke seluruhan 
tennasuk neuna 
peenerintah dae rah 
dan nornor 
dise sunikan 
clengan urutan 
satu tahun tetkwin 

Berisi tanggal, 
bulan dan tahuu 
pelaksanaan 
ke sepalcatan 

Mernuat iclentitas 
para 

Meinunt substans 
kesepakatan 
bersarna 

Identitas jelas kedua 
belah pihak pada 
bo.gian 
pendandettanganew 
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B. SURAT KETERANGAN 

1. Penjelasan 

Surat keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan tertulis dari 

pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan 

kebenaran sesuatu haiL. 

2. Susunan 

Susunan surat keterangan terdiri atas: 

a. kepaia, terdiri atas; 

1) frasa SURAT KE-I'ERANGAN; 

2) kata NOMOR TAHUN 

3) kata TENTANG; dan 

4) nama/juclul ketmungan. 

b. isi, terdiri atas: 

1) frasa Yang bertanda tangan dibawah ini; 

2) nama dan jabatan yang menerangkan; 

3) frasa dengan ini menerangkan bahwa; 

4) nama, pangkaT., golongan/ruang, umur, kebangsaan, agama, 

pekerjaan, alamat, dan identitas lain yang diperlukan dari pihak yang 

diterangkan; dan 

5) maksu.d keterangan. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun. dikeluarkannya Surat Keterangan; 

2) nama jabatan dan tanda tangan pejabat; 

3) nama jelas selain Gubernur dilengkapt NIP bagi PNS; dan 

4) tembusan. 

Penandatanganan dan Hop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 
a. surat keterangan yang ditandatangani oleh Gubernur ata.0 Wakil 

Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 

b. surat keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas 

wewenang jabatannya, Sekretaris Daerah dan Kepala PD atas nama 

Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta tanpa alamat; 

c. surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas 

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD 

yang bersangkutan tanpa alamat; dan 

d. surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala bagian atas wewenang 



Berisi identitas 
pembed , dan 
penenma surat 
keterangan 
ditulis secara 
lengkap 

Mengunakeul 
kop jabatan 
guberrutr 

Berisi icle ntitas 
pemben, dan 
penerfinzt surat 
les terangan 
ditulis secant 
lengkap 
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jabatannya dibuat di atas kertas tanpa kop. 

4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Keterangan Gubernur 

KO.PjABATAN GUBERNUR 
) 3 spasi 

SURAT ICETER,ANGAN 
) 2 spasi 

NOMOR TAHUN 
12 spasi 
TENTANG 
)2 spasi 

MMI~MMMMMMMMMMMM 
)3 spasi 

Yang be:tenda tangon di bawah ini: 
)2 spasi 

a. Nama 

)1 atau 1,5 spasi 
b, Jabatan 

) 2 spasi 

dengan ini menerangkan bahwa : 

a. Narna 

j 1 atau 1,5 spaai 
b. Pangkat, golongan/ruang : 

1 atau 1,5 spasi 
c. Umur 

d, dst 

)1 atau 1,5 spasi 

I 2 spasi 
bennalcsucl : 

Mint runnunnunnmuunnuntnmmmmmnunnunnunmm mtunem nm tte nnummnun 
nunnuununnamr_mmmnuntrunnunmrrunmnumninminnunmmainuntintuum. 

) 3 spasi 
Keterangan inidibuat untuk dipergunalcan sebagaimana mestlnya. 

) 4 spasi 

Jakarta, xxMmiruninnun X.XX 
) 2 spasi 

Gubernur Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

)5 - 6 spasi 

(stempel jaba.tan ) 
) tanda tangan 
NAMA JELAS 

I 2 spasi 

Ternbusan: 
I. Mmnunmmnimm 
2. Mmrrunmmnunmmmm 
3. dan seterusnya 

Penandatanganan 
dan nama jabatan 
lengkap yang 
disertai nama 
jelas dan 
menggunalcan 
huruf kapital 
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5. 	Contoh Format Pengetikan Surat Keterangan Kepala. PD/UKPD 

KOP NASKANDINAS PEIZANGICAT DAERAII 
(tanpa atantat) 

)3 spasi 

SURAT KETERANGAN 
)2 spasi 

10MOR TAHUN 
)2 spasi 
TENTANG 

)2 spasi 
MMMLMMMMMMMMMMMMMM 

)3 spasi 
Yang benzada tan,gan di bawah ini : 

)2 spasi 

(:. Natna 

) / atau 1,5 spasi 
cl, Jabattm 

) 2 spasi 

de ngan. ini mene t~an bethwa : 

e. Naina 

) 1 atau 1,5 spasi 
f. Pangkat, goloogan/ruang : 

f 1 atau 1,5 spasi 
g. Urnur 

)1 atau 1,5 spasi 
h. dst 

) 2 spasi 
bermaksud : 

Minnunrnmnimmsamtrunmnuntnmtnmnunnunmminminnmunmmzunumnmrruntn 
nunmmmmminmmrimmmmmremmmmmmmnurunmnunminturnennmmtnm. 

) 3 spasi 

ICeterangan ini di buat tuttuk dipergunakan se bagaimana mestinya. 

) 4 spase 

Jaltarta, sx MmnIinilInttI ?C`C..X 
I 2 spas1 

No3 psla PD (UM)1) 
) 5 • d spaoi 

Menggtmakan 
kop naskah 
dinas PIVIJKPD 
tanpa alamat 

Identitas jenis 
surat, nomor, 
tentang surat 
ineriggimakan 
huruf kapital 

Berisi identitas 
pemberi , dan 
pene rima surat 
keterangan 
ditulis secara 
le nekap 

Berisi maksud 
dari penerbitan 
surat keterangan 

Disesuaikan 
dengan. walctu 
pe nancla tangruieut 

I 2 spasi 

Tembusan: 
1. Mrnmmtnnunnan 
2. Mrnmmnunmmrrunrrun 
3. dan seterusnya 

stempel jabatan ) 
tancla tangan 

NAMA JELAS 
Penandatanganan 
dan namajabatan 
I engkap yang 
disertai nama 
jelas 
menggunalcan 
huruf kapital 
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C. Surat Kuasa 

1. Penjelasan 

Surat kuasa merupa.kam Naskah Dinas yang berisi pemberian mandat atau 

kuasa dari pejabat tertentu kepada seorang atau sekelompok 

pejabat/pegawai untuk bertindak dan atas nama pejabat pemberi kuasa 

dalam rangka mengurus atau menyelesaikan suatu masalah. 

2. Susunan 

Susunan surat kuasa erdiri dari : 

a. Kepala, terdiri atas: 

1) frasa SURAT KUASA; dan 

2) Nomor. 

b. isi, terdiri atas: 

1) nama jabatan dan nama pejabat yang memberi kuasa; 

2) frasa MEMBERI KUASA:; 

3) • kata kepada; 

4) nama pejabat, NIP dan nama jabatan yang diberi kuasa; 

5) frasa khusus; 

6) kata untuk; dan 

7) hal yang menyangkut jenis tugas/tindakan/kegiatan yang 

dikuasakan. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan; 

2) frasa pemberi kuasa; 

3) nama jabatan pemberi kuasa.; 

4) tanda tangan pemberi Imasa; 

5) stempel jabatan/ instansi; 

6) nama jabatan penerima kuasa; 

7) tanda tangan penerima kuasa; dan 

8) nama jelas penerima kuasa dilengkapi. NIP. 
3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digtznak:an dengan ketentuan: 

a. surat kuasa yang ditandatangani oleh Gubernur atau Walcil Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 

b. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas 

kewenangannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan 

c. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 

kewenangarmya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD yang 



2 spasi 

Jabatan 

2. 	Narna 
I 2 spcuri 

Jabatan 

Yang Dtberi Kua.sa Yang Memberi Kuasa 
j 2 spasi 

Narna Jabatan, Nama Jabatan, 

steiniri1  jabartan ) 

) tancla tangan 

) 5 — 6 spasi 

) tanda tangan 

Kop dines 
dieesuoiltan 
dengan perangkat 
daerak 

Berist 
informnsi 
pemberi dan 
penerirna 
kuasa. 
penulisan 
dise suaikan 
dengan aturan 
EYD 

KOP NASKAHDINAS 
j 3 spast 

SURAT KUASA 
) 2 spast 

Yang bertandn tangen di bawith ini : 
I 2 spaai 

Narnn 

j 2 spast 

Jabiatan  
) 3 spast 

MEMBEIZE KUASA: 
) 2 spasi 

Kepada 

) 2 spast 

I. 

) 2 spasi 

j 2 spasi 

Untuk 

) 2 spasi 
Mxrunnun nunrrunnimmin mmrn mmannmmmmannmmmnimmininmm nunnunnt uunin 
111111111111. 

) 3 spasi 
Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana rnestinya. 

) 4 spasi 

Jakarta , xx Mrrunrnm ,ricroc 
j 2 spasi 

Nama Jelas 	 Narna Jelas 
NIP 

Penandatangan 
pemberi dan 
penerima kuasa 
menggunakan 
nama jelas serta 

Berisi 
peruntukan 
penggunaan 
surat kuasa 

Dise suaikan 
de~ 
penerbitan 
surat k-uasa. 
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bersangkutan tanpa alamat. 

4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Kuasa 
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D. Berita Acara 

1. Penjelasan 

Berita acara berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas suatu kejadian, 

peristiwa, perubahan status, dan hal lain mengenal suatu permasalahan. 

2. Susunan 

Susunan Berita Acara zerdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) frasa BERITA ACARA; 

2) nama/judul benta acara; dan 

3) kata NOMOR. 

b. isi, terdiri atas: 

1) tempat, hari, tanggal, bulati dan tahun; 

2) nama dilengkapi NIP, pangkat dan alamat yang membuat Berita Acara; 

3) permasalahan pokok; dan 

4) kalima.t penutup Berita Acara. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya berita acara; 

2) tulisan para pihak yang terlibat dalam berita acara; 

3) tanda tangan para pihak yang terlibat; 

4) nama lengkap pinak pejabat yang terlibat di dalamnya; 

5) stempel jabatan/instansi; 

6) frasa Dilakuka.n dihadapan (siapa yang tnenyaksikan Berita Acara 

tersebut); 

7) tanda langan yang menyaksikan; dan 

8) • nama jelas dilengkapi NIP. 

3. Penandatanganan 

a. berita acara ditandazangani oleh para pihak yang terlibat di da.lamnya, 

termasuk pejabat yang menyaksikan; 

b. untuk keperluan tertentu berita acara dibuat di atas kertas bermeterai; 
c. jika diperlukan, penandatanganan berita acara dapat clilakukan di 

hadapan pejabat tertentu atau saksi-saksi; dan 

d. berita acara yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Kepala 

PD/UKPD dibuat di atas kertas tanpa Kop Naska.h Dinas. 



Penulisan judul 
naskah clinas 
me nggunakan 
Inu-uf ketpital 
serta manor 

y_ 	benta ac ara 
dises tunkan 
cleugan aturan 
Penomman yang 
berlaku. 

Italimat pembuka 
di sesuaikan 
dengetn waktu 
beralngsungnya 
berita acara 

Berisi undan pihak 
pertama dem pihak 
kedua, penulisan 
se smai aturan 
EYD 

Penulisan 
tempat, tanggal 
dan narna 
lengkap ditulis 
dengan huruf 
kapital dan 
tanda tangan 
kedua belah 
pihak dan saksi 
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4. 	Contoh Forrnat Pengetikan Berita Acara 

)7 apasi 

BERITA ACARA MMMMMMM 
)2 spasi 

NDMOR .../.... 

Pada hari ini mmminnimmmmmmmmnunmmnimnunnammurm 
mmmuunnunmumunnun mmrmnrnxnrnnimm.rnxnm nunnunnimminnirnrnaun 
111MMITLTIIMIT1MMIMIIIMMETIM III/11=MM=ITIMITIM 

)2 spasi 
1. Mrnmminmmmrnminnunmmmrrunmnunnumnmm disebut Pihak Kesatu 

j2 spasi 	 • 
2. Mmmmrnmmuuummrnmmrnuarunmrrunranumnm disebut Pihak Kedua 

spasi 

Mnunmmininnunnimm mmmmmmmmrrunm mrnmnunrnmmnunnumninm 
mmtnnunmranun nmmumnm m=mmmmm 

)2 spast 
Mmnnnmmmmmnunm nunmmmmmmnimm mnunnun.mmmnammannnun 

rurnmmmmmmm minmmmm ninmimmnunm minmrarnmminnunmnr. 
r2 apazi 

B erita acara ini dibuar Mmmxnnxnimmrniixnxm mmEnmmiarnrarn MM 
nunrarnmmmmmmnimmmm mmrrinmmmmm mmmrarrun nunmlumminmurannun 
nunnunrntrunmrnmnun. 

14 spasi 

Jaknrta, xxc MMM xce"-N 
)2 apasi 

Para Pihak Penanda Tangan, 
)2 spasi 

Mmmnanininunnun, 	 Munturunnimaamas, 
) 5-6 spasi 

) tanda tangan 
Narna Jelas 	 NEuna Jelas 

)2 spasi 	 NIP 	  
Dilakukan di hadapan 

Minnmunmnunnunmm, 

)Tanda Tangan 

Nama Jelas 
NLP 	  

MATE RA I 
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E. Pengumuman 

1. Penjelasan 

Pengumuman berisi pemberitahuan yang ditujukan kepada masyarakat atau 

kelompok pegawai yang merupakan penjelasan, pernyataan atau saran, dan 

petunjuk lebih lanjut rnengenai suatu urusan. 

2. Susunan 

Susunan pengumuman terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) kata PENGUMUMAN; 

2) kata NOMOR...TAHUN...; 

3) kata TENTANG; dan 

4) nama/judul pengumuman. 

b. isi, dirumuskan dalam bentuk uraian. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya pengumuman; 

2) nama jabatan yang menetapkan pengumuman; 

3) tanda tangan dan stempel; dan 

4) nama jelas pejabat selain Gubernur dilengkapt NIP. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan 

a. pengumuman yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabata n Gubernur; 

b. pengumurnan yang ditandatangani oleh Selu-etaris Daerah clan Kepala PD 

atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan 

c. pengumuman yang dtandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya dibuat ci atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 

bersangkutan tanpa alamat. 



KOrn NASKAH DINAS 
) 3 spasi 

ENGLIMUMAN 
) 2 spazi 

TENTANG 
) 2 spasi 

M t vl kkivIMMMMM MMMMM 
WIVIMMMMMMMM 

) 3 spasi 

Mmmmmm M MMMMMr111MM MMMMMMM M MMMM mmmm mmmram mmm 
M MMMMMMMM MMMMM mmmm. 

Mmmmmm 
Mmmmmmmmmmmm 

Mmmmmm 
Mmmmmmmmmmmmm 

) 3 spasi 
mmmmrnmmmm 	mmmmmmmm 

mmmmmmmnr,mmmmmmmrnmm MMMMMM 

) 3 apasi 
MMMM1SMM MM 	MMM MMMMM 

mmmmmmmrrnmmmmmrnmmm mMITIMMM 
) 3 spasi 

mmmunmminmmmm 

mminnInniminnvnmm 

Ditelapkan di Ja‘nrta 
pada langgal xx Mniinnun KXX 

) 2 spas 

Nana Jabatin 
) 5 - ø spaai 

) tanda L-ingan 

Nana Jelas 

Penulin an 
t ampat, tanggal, 
dan nams 
lengkap dttulis 
clengan Inuut 
ar.rel kniattal dan 
t and a tangan 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Pengumuman 

Kop naskalt dinas 
disesuaikau 
clengan pereuigkat 
daerah 

Penulis an 
menggunakon 
lrund kapital 

Berisi materi 
pengumuman 
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F. Surat Pengantar 

1. Penjelasan 

Surat pengantar merupakan surat yang berbentuk daftar yang dipergunakan 

sebagai pengantar untuk mengirim suatu naskah dinas/barang dan 

sebagainya yang pada umumnya tidak memerlukan penjelasan. 

2. Susunan 

Susunan surat pengantar terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) pejabat/a1amat vang dituju; 

2) kata SURAT PENGANTAR; dan 

3) kata NOMOR. 

b. isi, terdiri atas: 

1) kolom nomor Erut; 

2) kolom jenis barang; 

3) kolom banyakny-a; dan 

4) kolom keterangan. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat pengantar; 

2) nama. jabatan dan tanda tangan pejabat yang niengirim; 

3) nama jelas pejalyat yang mengirim dilengkapi NIP; 

4) stempel instansi; dan 

5) ta.nda penerimaan. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD dibuat di atas 

kertas Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD yang bersangkutan dengan 

alamat; dan 

b. surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat atas nama Kepala 

PD/UKPD, dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD dengan 

alamat. 



Kop naskah 
dinas PD/UKPD 
beralarnat 

Tujuan surat 
undangan (nama 
jabatan) 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Surat Pengantar 

KOP NASKAll DINAS PERANGKAT DAERAH DENGAN ALAMAT 
/ 4 spasi 

Kepada 
Ncmcr 	 Yth. Mmmmmmmnrnmm 

mmmmmmmmrnmm 

di 

Jakarta 
I 3-4 spaai 

SURAT PENGANTAR 
I 3 spaai 

Jerus Barang 	Banyaknya 	 Keterangan 

I 3 spasi 

Mmmm, xx Mmmm 20xx 

) 2 spasi 

an Kepala Perangkat Daerah 
Sekretaris/Kabag/Kasubrag, 

Diterima tanggal xx Mmm xxx 

Yang Menerima 

) tanda tangan 

Nama Jelas 
NIP 

)stempel instans,  
) 5-6 spaf,i 

) tanda tangan 

Ilarna Jelas 
NP . . 

Informasi detail 
pengtunaran 

Penulisan 
tempat, tanggal, 
dan narna 
lengkap ditulis 
dengan huruf 
awal capital dan 
trulda tangan 
dan cap stempel 

G. Surat Perjalanan Dinas 
1. Penjelasan 

Surat perjalanan dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat 
pembuat komitmen dalarn rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat 
negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pthak lain. 



KOP NASKAH D1NAS TANPA AIAMAT 
) 3 spasi 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
) 2 spasi 

NOMOR .../... 
) 2 spasi 

TENTANG 
) 2 spasl 

mr~mmiummmmmmmmivimmm 
I 3 spasi 

1. 
j 2 spasi 

Pejabat yang membed .nerintah 
) 2 spasi 

2. 
I 2 spasi 

Narna/NIP pegawai yang diperintahkan 
mengadakan perjalana= dinas 

• )2 spasi 

3. a. PttngIcat dan Golongen 
b. Jabatan 

a. 	 
b. 	 

. Maksud Pedalanan 
) 3 spaai 

5. a. Tempat Berangkat 
b. Tempat Tujuan b. 	 

5. 

7. 	--.A.lat 

a. Lama perjalanan Dinas 
b. Tanggal Berangkat 

anOcutan ya.ng criperEn_Lnakan 

tt. 	 
b. 	 

Pe ngilcu t Nar na. 	 Urnur Hubungan Kelutta. 
. I. 	  

2. Dall Seterusnya 
. Pembebanan anggaran 

a. Instansi 
b. Pasal anaran 

a.. . ....... .... 
b. 

10. Keterangan lain 
) 3 spasi 
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2. 	Contoh Format PengeLikan Surat Perjalanan Dinas 

a. Tampak depan 

Menggunalcan kop 
nas Itah dinas 
(tanpa ttlantat serta 
ulatran kop 
disesuaikan dengan 
aturan yang 
berlak-u 

Penulisan jenis 
surat, nomor, dan 
judul 
menggunalcan 
hurttf kapital 

Penulisan dan 
pengisian 
disesuaikan dengan 
evc1 

Dikeluarkan di Jakarta 
Pada tangga1xx Mrnminm xxx 

)2 spasi 
Narna Jahatan, 

)5-6spasi 

(stempel irtsteutsi) 
.Nitma Jela 

NIP 

Penandatangan 
menggunalcan 
namajelas dan nip 
serta penanggalan 
disesuaikan dengan 
waktu 
penandatangana.n 



b. Tampak belakang 
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Berangkat darx 
(tempat keduch.dmiA 	• 	  
Pada tanggal 	 , 
Ke 	 . 	  
Kepala 

l 	 ) 

/ 3 apasi 

I.  Tiba di 	: 
pada tanggal : 
Kepala 	. 

......... .L. 

Berangkat dmi : 
Ke 	. 
Pacla tanggal 	: 
Kepala 	. 

( 	L 
II.  Tiba di 	: 

pada tanggat : 
Ke pala 	. 

..........(. 	-.) 

Berangkat dari : 
Ke 	. 
Pada tanggal 	: 
KepaL.1. 	. 

( 	 

III.  

__ 

Tiba di 	: 
pada tanggal : 
Kepala 

—1- 	) 

Berangkat dari : 
Ke 	. 
Pada tanggal 	: 
Kepala 	. 

I 	 

Tiba kembali di ... ........ -.. -...... 
(tempat kedudukan) ....-... ....... 

Pejabat yang memberilun 
Pe rintah 
( 	 ) 

Telah diperiksa dengan keterangati babwa 
yang tersebut rli atas benar diaksanakan 
sesual dengan perlinah dan ckdam waktu 
yang sesingkat-singkatnya 

Pejabat yang me mberikan 
Perintah 
(  	) 

erisi 
infonnasi 
pelaksanaan 
pedalanan 
dinas, 
penulisan di 
lakukan 
secara jelas 
dan detail 
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H. Surat Izin 

1. Penjelasan 

Surat Izin adalah Naskah Dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu 

permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

2. Susunan 

Susunan surat izin berbentuk surat terdiri atas: 

a. Kepala, terdiri atas: 

1) kata SURAT 	atau IZIN ...; 

2) kata NOMOR...,'...; 

3) kata TENTANG;dan 

4) nama judul surat izin. 

b. Isi, terdiri atas: 

1) pertimbangan dikeluarkannya izin; 

2) kata MEMBERI IZIN 

3) kata Kepada 

4) nama., jabatan dan alamat penerima izin; 

5) kata untuk; dan 

6) kegiatan/perbuatan yang diizinkan 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan Surat Izin; 
2) nama jabatan yang menetapkan Surat Izin; 
3) tanda tangan pe;abat yang memberi izin; 

4) nama jelas pejabat yang memberi izin selain Gubernur dilengkapi NIP 
bagi PNS; 

5) stempel jabatan/ instansi; dan 

6) tembusan sesuai kebutuhan. 
3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digi nuilcan dengan ketentuan: 

a. surat izin yang ditandatangani oleh Gubernur, Wak11 Gubernur dan Wakil 

Gubernur atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas 
Jabatan G ubemur; 

b. surat izin yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas wewenang 

jabatannya dan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dibuat di atas 

kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; 
dan 

c. surat izin yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya dan pejabat atas nama Kepala PD/LJKPD dibuat di atas kertas 

Kop Naskah Dinas PD,/UKPD yang bersangkutan tanpa alamat. 



Menggrunakem 
kop jabatan 
Guberrun 

Mentitas jenis 
81.1rat, nomor, 
tentang surat 
menggunakan 
huruf kapital 

Me inuat/berisi 
dasar 
pe mbe rian rzin 

Berisi 
identitas 
penerima izin 
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4.. 	Contoh Format Pengetikan Surat Izin Gubernur 

KOP JABATAN GUBERNUR 
)3 spaai 

SURATIZIN MIVIMMM 
12 spasi 

NOMOR .../ 
)2 apasi 

TENTANG 
MAIMMIvIMMMMM/VIMMIVIMM 

/ 3 apaai 

Dasat 	 Mnunmmminmmmrnmtnmminninunmnunrnmluttim 
Mmnunmnimmnunrrunmmrnanntnnun; 

/ 2 apaai 
b. Mminnurunmnurunnuarrumnamunmmminrrtnuninm 

rnmnuncumnunrmurnmranunmminmin. 
)3 spasi 

MEMBERI IZIN: 
)3 spasi 

Kepada : 

Nama 	 Mnunrnmmnammmmrrunnunmmmrn 
I 2  sPa4si 

Jabatan 	 Mmmmmmmrnmmmmmrnmmmmm 
I 2 spaai 

Alamat 	 Mrnmmmmmmmmmmmnanunmmin 
I 2 apasi 

untuk 	 Mmrnmmmnunmmminrnmmrnmmm 
I 3 spast 

Mmmnarnnurunmmmmmmrnmmmmmmrnmm.muunromm 
mmmaimmmmmmmm.mnimmmmramnnummintrurmunmmmnirrumn. 

I 4 spasi 

Dikeluarkan cli Jakai ta 
pada tanggaI xx 141min :ockoc 

)2 apasi 
Oubermn Daerab KhUsus 

Ibukota Jalcans, 
) 5 - 6 spaal 

stempel instansi ) 
tcuida 

tangan 

Narna Jelas 
/ 2 spaai 

Tembusan: 
I. Mmmnurimmmmm 
2. MmmminmmmInnunm 
3, 	dan seterusnya. 

Narna jabatan 
gube rnur 
disertai narna 
jelas di bawerh 
lokasi tanda 
tangrui 



Berisi identitas 
penerima izin 
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5. 	Contoli Format Pengetikan Surat Izin Kepala PD/ UKPD 

KOP DINAS TANPA ALAMAT 
)3 spasi 

SURAT IZIN MMMMM 
)2 spasi 

NOMOR .../... 
j 2 spasi 

TENTANG 
›ffv1MMMMIUMMMMMMMMM 

j 3 spasi 

Dasar 	 : a. Mmtmnninumnnunnunmaumnmnunmaantninnimm 
Mmmmrnmmninumnnumninmmrarnm; 

)2 spasi 
b. Minmnimmmnuammnanunnunnunmralinknunmmm 

mramtnmunnmnunmmnuntrunnunmm. 
)3 spasi 

MEMBERI IZIN: 
3 spasi 

Kepnda : 

Nanta 	 rArrnnmtrunmmminmmtmnram mmcn 
12 spasi 

Jabatan 	 Mnumninrrumnmmaumnnimmmmm 
)2 apasi 

Alamat 	 Mminmmmuunnunnurunminm mmin 
12 spasi 

untuk 	 Mmtm 
)3 spasi 

Mmarumninmmmmtnmminnumnnunmmnuninmmmtuminmmnunm 
mmnimmttunrnmminmmmminnunnuntnnmutlirmunmirumn. 

)4 spasi 

Dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal xx Muunnunnun xmoc 

)2 spasi 
Namajnbatan, 

) 5 - apaai 

stempel insianSi ) 
) anda. 

ta ngan 

Nama Jfilas 
NIP 

)2 spasi 

Tembusan: 
1. Mnumnnuntrunmm 
2. Mrruntnmminnumnmm 
3. dan seterusnya 

1 	I 	I 

blenggunakan 
kop naskah 
clinas pd/ukpd 
tanon alarnat 

Identitas jenis 
sumt, nomor„ 
tentang surat 
menggunakan 
huruf kapital 

Memuat/berisi 
dasar 
pemberian izin 

Nama jabatan, 
disertai nama 
jelas di bawah 
lokasi tanda. 
tanean 
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BAB 'Vl 

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS LAINNYA 

A. Notulen Rapat 

Notulen Rapat terdiri atas Notulen Rapat Hasil Sidarg.); dan Notulen Rapat Hasil 
Rapat 

1. 	Notulen Rapat Hasil Sidang 

a. Penjelasan 

Notulen rapat hasil sidang merupakan catatan atau laporan singkat yang 

berisi, waktu, peserta dan hal yang dibicarakan dalam sidang. 

b. Susunan 

Susunan notulen rapat hasil sidang terdiri atas: 

1) kepala, terdiri atas: 

a) frasa NOTULEN RAPAT HASIL SIDANG; 

b) keterangan tentang sidang/rapat terdiri atas: 

(1) nama sidang/rapat; 

(2) hari, tanggal; 

(3) waktu sidang/rapat; 

(4) tempat; 

(5) acara; 

(6) pimpinan sidang/rapat; 

• (7) ketua; 

(8) sekretaris.; 

(9) pencatat; dan 

(10) peserta sidang/rapat. 

2) isi, terdiri atas: 

a) kata pembukaan; 

b) penthahasan; 

c) pembacaan hasil rapat; dan 

d) waktu penutupan. 

3) bagian akhir, terdiri atas: 

a) na.ma  jabatan - 

b) tanda tangan; dan 

c) nama jelas dilengkapi NIP. 

4) penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan 
ketentuan: 

a) notulen rapat litandatangani oleh: 

(1) ketua; 



)Tandet Tangan 
Nama Jelas 

jTanda Tangtn 
Narna Jelas 

NIP 

ari 
Tanggal 
Waktu 
Tempat 
Pimpina_n Japat 
Acara 
Peserta Rapat 

A. 	BAHASAN RAPAT 

TANPA KOP NASKAH DINAS 
NOTULEN RAPAT 

) 3 spaai 

....... . ....... . ........................ 	 ..... 

j 2 spast 

) spasi 
1. Mrtnnmnannunmmtnmrntra 	 , 	 niummmnimmtrunnan 

mmnunnunnunnunnannumzun 
2. Mmmmmintnmmneramminmmtnnunmnunnmmunmrammrnmmmmin 
3. Mmannnarunnunnanunrnmmmrummmmmnunmauxunmmin 

a. 	Mnunmnumummnunrnm rntrunmm mnu-nnunnunm 
1›. 	Minrnmnan ranunnarnm nunmmm nunminnunmranunnim mmmin 
c. Mmmmm mnzrunm innunnurunnumium nunmnatuzurun numinn 
d. Dst 

4. 	Mammunmamman cammnunnunm mmmnim nurumtunnumnm 
5. 	cls t. 

1 2 apast 

B. KESIMPULAN 
) 1 spasi 

1. Mmmnunnimmmountnuannimmmnannunminnunnunmmnu nriennunm 1111 nuntnmmnun 
trunnunnunnunnuammminmm 

2. Mmmtn mmnun numnintumminmnuntnmmmminmmtxunmi ammmram 
3. Mnurannunrrannuromnmmrummmnanmrmninntrnnurunmi n 
4. dst. 

2 spasi 
C. 	TINDAK LA1VJUT 

)1 spasi 
1. Mmmrtmunnunrnmmannmannmmnunnunnunmmminmrnnunnunnunninunnunnuninnen 

nunmtnrnmnunrntranmmmtnrn 
2. Mrrunmeammtnnunminmmuunnunnutunmmrammmmnunnunmmrum 
3. d.st. 

1 2 spasi 

Jakarta, ax MNIM xmc 
) 1 spasi 

Mengetahta, 
Nama Jabatan 

Notults, 

)3 spasi 

Menggunalcan 
kop naskah dinas 
dengan alamat 

Disesuaikan 
clengan 
pelaksanaan 
agenda rapat 

Bahasan rapat, 
kesimpulan, 
dan tindak 
lanjut 
disesuaikan 
dengan EYD 

Penulisan nama 
lengkap notulis 
dan pejabat yang 
mengetahui 
diketik dengan 
huruf awal 
kapital dau 
tanda tangan 

8 1 

(2) sekretaris; dan 

(3) pencatatipenulis cepat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

b) notulen rapat yang, ditandatangani oleh pejabat sidang dan 

pimpinan sidang dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas 

PD/UKPD dengan alamat. 

c. Contoh Format Perwetikan Notulen Hasil Sidang 
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2. 	Notulen Rapat Hasil Rapat 

a. Penjelasan 

Notulen rapat hasli rapat merupakan catatan atau laporan singkat yang 

berisi, waktu, peserta dan hal yang dibicarakan dalam rapat. 

b. Susunan 

Susunan notulen rapat terdiri atas: 

1) Kepala, terdiri atas: 

a) frasa NOTULEN RAPAT; 

b) keterangan tentang sidang/rapat terdiri atas: 

(1) hari; 

(2) tanggal; 

(3) waktu; 

(4) tempat; 

(5) pimpinan rapat; 

(6) acara; dan 

(7) peserta rapat; 

2) isi, terdiri atas: 

a) bahasan materi rapat; 

b) kesimpulan; dan 

c) tindak lanjut 

3) bagian akhir, terdiri atas: 

a) tanggal, bulan dan tahun; 

b) frase notulis; 

c) frase mengetahui; 

d) nama jabatan; dan 

e) nama lengkap dengan NIP. 

c. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yai rg digunakan dengan 

ketentuan: 

1) notulen rapat yang ditandatangani oleh Pelaksana sebagaI peserta 

rapat, dibuat di atas kertas berukuran F4, tanpa Kop Naskah Dinas 

dan diketahui oleh atasan langsungnya; dan 

notulen rapat yang ditandatangani oleh pejabat struktural dibuat di 

atas kertas berukuran F4, tanpa alamat dan diketahui atasan 

langsungnya. 
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d. Contoh Format Pengetikan Notulen Rapat Hasil Rapat 

TANPA KOP NASKAH DINAS 
NOTULEN RAF'AT 
; 3 spasi 

) 

Sidang/Rapat 	 : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmminnimmrn 
Hari dan Tanggal 	 : MmmmmmtnmmmmmmmmmmrnmITIMMMITI 
Waktu Sidang/Rapat 	 : MmmmmmmmmmrnmitIMMMMI111111TIMMMIlt 
Temapt 	 : MinmmmmnimmmmmITIMMMMI11111111MMMM 
Acara 	 tylmmmmmmmmmmmmmrnmrrimintummmin 

j 3 spasi 

) 
Pimpinan Siclang/Rapat 	kilmrnmmmrnmmmmmmmmmmmmmrnmmm 

)3 apasi 
) 

Ketua 	 : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Sekretaris 	 Mmmmmmmmmrnmmmmmmmminmrnmmm 
Pencatatan 	 : Mmmmmmmmmmmtnmmmmmmminmmmm 

j 3 spasi 

) 
Peserta Sidang'Rapat 	 : 1. MITIMMMMMTTIMMITIMMMMMMMMMMMIll 

2. Aimmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmon 
)3 spasi 

) 
Kegiatan Sidang/Rapat 	 : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmm 

j 2 spasi 
1. Kata Pembukaan 	 tvimmmmmmmmmmmMMMMMITIMMMMMM 
2. Pembahasan 	 : Mmmmtnmmmmmminmmmmmmminmmmm 
3. Putusan 	 Mnimmmmmmmtnmmmmmmminmmmmmm 

) 3 spasi 

) 
Mtnmmm mmmmmirra rnmmmmmrnmmmmmmrnm mmmrnmm mmmmrnmmintinn mmmmmm 

mmmmmm mm mmmmmmm 
)4 spasi 

) 

Pernirnpin Sidang iRa 

Nama Jabatan, 
) 5 - 6 spaal 

) tanda tangan 
Narna Jelas 

NIP 

Disesuaikan 
de ngan 
pelaksanuan 
rapat dan 
penulisan 
sesual 
dengan EYD 

P0111.111S an 
nama lengl cap 

(tengan 
huruf mval 
kapital dan 
tanda tangan 

Kalimat 
pelmtup 

PenulisfUl 
narna lengkap 
pejabat 
pemimpin 

B. Sertifikat 

1. Penjelasan 

Sertifikat merupakan tanda bukti seseorang ieIh mengikuti kegiatan 

tertentu. 

2. Susunan 

Susunan serlifikat terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) frasa SERTIFIKAT 	• dan 

2) kata NOMOR..../ 
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b. Isi, terdiri atas : 

1) nama yang menerima sertifikat; 

2) NIP yang menerima sertifikat; 

3) nama instansi yang menerima sertifikat; dan 

4) jenis/nama kegiatan yang diikuti lengkap dengan tanggal dan tempat 

pelaksanaan. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; 

2) nama jabatan yang memberikan sertifikat; 

3) tanda tangan pejabat yang memberikan Sertifikat; 

4) nama jelas pejabat yang memberikan sertifika ; dan 

5) stempel jabatan/instansi yang memberikan serlifikat. 

3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. sertifikat yang ditandatangani oleh Gubemur dan Wakil Gubemur dibuat 

di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; 

b. sertifikat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala PD atas 

nama Gubemur mcmggunakan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta tanpa alamat; dan 

c. sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala PD atas kewenangannya 

menggunakan Kop Naskah Dinas PD yang bersangkutan tanpa alamat. 



, 
Logo 

KTA 
-----••.,.+1- 

KOP 

)4 spast 

SERTIFIKAT 
)3 apasi 

Dibeekan kepada : 
) 3 spasi 

Nama 

NIP 

Instansi 

j 2 spasi 

j 2 spasi 

) 3 spasi 

Kedirnat Penjelasan 
Pemberian Sertifikat 

Sebagai/Atas partisipasirria dalam 	 yang diselenggacakan oleh 
dari tanggal s.d. 	  ber.empat di 

I 3 spasi 

Mrnmmrnmmm, >aor Mmme»onor 
)2 opast 

GIJBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTAJAKARTA, 

) 5-6 spasi 

(stempel jabatuli ) 
) tanda tangan 

NAMA JELAS 

Disesuaikan dengan 
Data Penenma 
Sertifikat 

Manggunakan Kop 
Jabatan Gubenoul Kop 
Naskah Dinas PD 

Pe njencurman Kota 
Jalcarta, kolaborator dst 

Penulisan nama lengkap 
ditulis huruf kapital, 
dibubuhi tanda tangan, 
dan cap stempel basah 
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4. 	Contoh Format Pengetikan Sertifikat 

C. Piagam 

1. Penjelasan 

Piagam berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan 

yang telah diwujudkan. 

2. Susunan 

Susunan Piagam terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) frasa PIAGAM.... ; dan 

2) kata NOMOR.../ ..; 

b. isi, terdiri atas: 

1) nama pejabat yang memberikan pengharga ui 

2) nama yang menerima penghargaan; 

3) nama tempat, tanggal lahir yang menerima penghargaan; 
4) nip yang menerima penghargaan; 

5) nama jabatan yang menerima penghargaan: dan 

6) nama instansi penerima penghargaan. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; 
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2) tanda tangan pejabat yang memberikan penghargaan; 

3) nama jelas pejabat yang memberikan penghargaan; dan 

4) stempel jabatan/instansi yang memberikan penghargaan. 
3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. piagam yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubemur dibuat 

di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernt tr: dan 

b. piagam yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas kewenangannya 

menggunakan Kep Naskah Dinas PD/UKPD yang bersangkutan tanpa 

alamat. 

4. 	Contoh Format Pengetikan Piagam 

                      

                      

                      

                      

    

KOP 

                

Menggunakan kop 
jabatan Gubermul kop 
naskah dinas PD 

        

Logo 
+JAKARTA 

        

                

    

/ 3 spasi 

       

Logo Penjenamaan kota 
jakarta, kolaborator, dsb 

  

PIAGAM PENGHARGAAN 
) 2 spasi 

NOMOR 	 
1 2 spasi 

DIBERIKAN ICEPADA 

             

Menggunakan huruf 
kapital 

                

  

Ntuna 
/ 2 epasi 

Tempat/ Tanggel Lahir ' 	 
/ 2 spazi 

               

                 

                

Disesuaikan dengan 
data penerima 
penghargaan 

  

NIP 
12 spaei 

               

                 

  

slabatan. 
)2 spasi 

                

                   

  

Instansi 

                   

                     

    

/ 3 spast 

                 

                     

Kalimat penjelasan 
perub erian 
penginusaan 

                     

                     

  

)4 spasi 

Mrnmtunnumn, roc Mtanun XXXX. 
) 2 spasi 

GUBERNUR DAERAHKHUSUS 
1BUKOTA JAKARTA, 

             

                

               

Penulisan ntuna 
lengkap ditulis 
sesuai dengan 
eyd, dibubuln 
tanda tangan, 
dan cap stetnpel 
basah 

   

5 - 6 spasi 

)Stempel Jabatan 
)Tanda Tangan 

Nama Jelas 
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D. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pela.tihan (STTPP) 

1. Penjelasan 

Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (supp) merupakan naskah 

dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan 

pelatihan tertentu. 

2. Susunan 

Susunan STTPP terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) frasa SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIFIAN;dan 

2) kata NOMOR: .... 

b. isi, terdiri atas: 

1) nama pejabat yang memberikan STTPP; 

2) nama yang menerima SITYP; 

3) nama tem.pat, ta-nggal lahir yang menerima STIPP; 

4) NIP yang menerima SITPP; 

5) nama jabatan yang menerima STTPP; dan 

6) nama Instansi yang rnenerima STTPP. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun; 

2) tanda tangan pejabat yang memberikan S I 1PP: 

3) nama je1as pejabat yang memberikan S1TPP; dan 

4) stempel jabatanfinstansi yang memberikan STTPP. 

d. halaman belakang dapat dicantumkan agenda pembelajaran. 
3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. STFPP yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas kertas Kop 
Naskah Dinas Jabatan Gubernur: dan 

b. STTPP yang ditanclatangani oleh Kepala Pij atas nama Gubernur 

menggunakan Kop Naskah Dinas PemerIntah ProvInsi tanpa alamat. 



Bagian Depan LAMBANG GARUDA 

) 4 spasi 

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
J 2 spasi 

NOMOR ...TAHUN 
; 3 spasi 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 200C, dan ketentuan-
ketentu annya menyatakan bahwa 

 

Tempat, tanggal la1 - 

NIP 

Pangkat, Golongan'Ruang 

Jabatan 

Instansi 

j 2 spasi 

) 2 spasi 

/ 2 spasi 

)2 spasi 

; 2 spasi 

)2 spasi 
LULUS 

j 2 apasi 

)3 spasi 

Pas Foto 
4 x 6 

 

 

Kualifikasi 

Pada Pendidikan dan PeIatihan 	 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang 
diselenggarakan oleh Badan Peagembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jukarta di 

dan tanggal 	 Sampai dengan 	  yang nieliputi 

)4 spasi 

Mmmminmminm, xxx Mmmrnnin xxxx 
j 2 spasi 

GUBERNUR DAERAH KI-1,1SW1 
IBUKOTA JAKARTA. 

j 5-6 spasi 

(stempel Jabatan ) 
) tanda tangart 

NAMA JELAS 
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4. 	Contoh Format Pengetikan STTPP 

Lambang Garuda 
dan nama jabatan 
yang telah 
dice tak, 
berukuran 3,14 
cm x 3,14 cm. 

Penomoran 
yang benarutan 
clakun satu 
tabun takwin 

Penulisan ncuna 
lengkap cliketik 
dengcm huruf 
kapital ,di butnthi 
tanda tangan„ dan 
cap stempel basah 

Kaiimat penutup 

Namajabatan 
Oubernur dan natna 
lengicap 

-^ 



Bagian Belakang 	I 
) 4 spasi 

AGENDA PEMBELAJARAN 
)3 spasi 

TEMA 
Umum : (ditentukan Badan Dklat Feranfikat Daerah), 

2 spasi 
Khusus : (ditentukan oleh penyelenggaraan dengan mengacu pada tema umum dan 	aktual setempat) 

j 4 apasi 

Mmmmmmmnim, xxx Mnunnemm xxxx 
I 2 spasi 

Nama Jabatan, 

I 5 — 6 spast 

(stempel jabatan ) 
) landa longan 

NAMA .1EIAS 
NIP 
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Diketik dengan 
huruf kapind 

Memuat 
infonnasi 
pelatihan 

Penulisan 
nama lengkap 
diketik dengan 
huruf kapital 
,clibubuhi 
tanda tangan, 
dan cap 
stenrpel basah 

E. Memo 

1. Penjelasan 

a. Memo merupakan suatu bentuk naskah dinas yang materinya 

mengandung pemberitahuan, perrnintaan, atau pertanyaan atas suatu 

perrnasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau 
antarpejabat yang setingkat; 

b. memo ditandatangzmi oleh pembuat memo; 
c. memo tidak dibubuhi stempel; dan 

d. isi memo dapat diketik atau ditulis tangan. 

2. Susunan 

Susunan merno terdiri atas : 

a.. kepala, terdiri atas: 

1) kata MEMO; 

2) kata Dari untuk memuat nama si pengirim Memo; dan 
3) kata Kepada untuk memuat nama alamat/pejabat yang dituju. 

b. isi, memuat materi/ungkapan permasalahan. 
c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya memo; dan 
2) tanda tangan atau paraf pembuat memo. 

3. 	Penandatanganan dan Kep Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 
a. memo dibuat di atas kertas ukuran 16 cm x 21 cm (setengah folio); 
b. Kop Naskah Dinas Jabatan Gubemur bagi memo yang ditandatangani 
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oleh Gubemur atau Wakil Gubernur;-- dan 

c. Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD tanpa alamat bagi memo yang 

ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD yang bersangkutan. 

4. 	Contoh Forrnat Pengetikan. Memo 

       

Me nggunakan 
kop pe autgkat 
dae mh 

 

   

KOP NASICAH DINAS 
)3 apaid 
MEMO 

3  apasi 

   

      

Dari 
Kepacla 

      

Disesuaikan 
dengan 
identitas 
pengithn dan 
penedma 

      

      

      

      

)3 spasi 

Mrammnuntn nunnunrcurunnunm muunnuninmrrunmrn minnunmm nutunnunmnun 
mnuntrunminmmin mnunmin nurunnun innunmrrun mnurunnunm mannururmumnrnmm 
Innunnunmaunmm nunnunm mnurmairnmm maurunmminmm nunmmnammm. 

)3 spasi 

Mnurunnunm nunmminnumnnun nurunminnunnun.mm nurunnumin rumnunnuruum 
mnunnunnunmnun mmmnun mmrrunin Innunranun mrnmmuunm mmummunnunnunm 
nurunnumummrrun mmuirrun nuntnnuntnnun mmaunmmmiron marmnurnnnun. 

)3 spasi 

  

  

  

  

Isi memo 

 

    

   

1 

   

Disesualkan 
dertgan Lokasi 
pada saat 
penandatangan 
briemo 

 

    

Jakarta, xx MMM xxx 
I 2 apasi 

Nrnxa J al iot (11 
/ 5 • 11 apasi 

   

    

Isontin tongan 
ama Je las 

NIP 

  

Penulisan muna 
len gkap ditulis 
dengan huruf 
awal kapital dmi 
tancla tangan 

 



9 I 

F. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas 

1. Penjelasan 

Surat keterangan melaksanakan tugas merupakan Naskah Dinas yang 

memuat pernyataan pejabat yang berwenang kepada seorang atau 

sekelompok pegawai pada posisi atau jabatan untuk melaksanakan 

pekerjaan/kegiatan tertentu. 

2. Susunan 

Susunan surat keteran:gan melaksanakan tugas terdirI atas kepala, isi dan 

bagian alchir surat. 

a. kepala, terdirl atas: 

1) frasa SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS; dan 

2) kata NOMOR / 

b. isi, terdiri atas: 

1) nama jelas pejabat yang mengeluarkan 	surat keterangan 
melaksanakan tugas; 

2) NIP, pangkat/golongan, dan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat 

keterangan melaksanakan tugas; 

3) frasa Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:; 
4) nama jelas pegawai; 

5) NIP, pangkat/golongan, dan jabatan pegawai; 

6) frasa yang diangkat berdasarkan Peraturan Nomor terhitung . 

telah nyata menjalankan tugas sebagai ...di...; dan 
7) kalimat penutup surat keterangan melaksanakan tugas. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat dan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat 

keterangan melaksanakan tugas; 

2) nama jabatan yang berwenang; dan 
3) tanda tangan dan stempel. 

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan 
ketentuan: 

a. surat keterangan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh 

Gubernur atau Waki: Gubernur dibuat cli atas kertas Kop Naskah Dinas 
Jabatan Gubernur; 

b. surat keterangan yang ditandatangani oleh Sek relarls Daerah dan Kepala 

PD atas nama Gubernur dibual di atas kerias Kop Naskah Dinas 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; clan 

c. Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas 



KOP NASKAH DINAS 
13 spast 

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 
)2 spasi 

NOMOR 	/ 	 
j 3 opeuri 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIP 

Pangkat, Golongan/ Ruang 

Jabatan 

    

  

1 spasi 

 

j 1 apasi 

 

)1 spasi 

 

     

)2 spast 
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 

Nama 

NIP 

Pangicat, Golongan/ Ruak-ig 

Jabatan 

   

 

I spaai 

 

 

1 spasi 

 

)1 spasi 

 

    

) 3  3Pasi 

Yang diangkat berdasarkan Pe:aturan 	 Nomor 	terhitung 	 
telah nyata menjalankan tugs.s sebagai 	di 	  

13-4 spasi 

Demikian Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesunggulinya 
dengan mengingat sumpah/pegawai negeri sipildan apabila dikemudian hari isi surat 
pernyataan ini temyata tidak henar yang berakibat kerugian bagi Negara, maka saya 
bersedia menanggung kerugian tersebut. 

14 spasi 

Jakarta, XX mrrunm)(XX 
Nama Perangkat Daerah 

)5-6 spasi 

(sWinpel jabatan ) 
) twzda tungan 
NAMA JELAS 

NIP 	  
spasi 
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wewenang jabatannya dibuat di atas kerlas Kop Nctskah Dinas PD/UKPD 

yang bersangkutan dengan alamat. 

4. 	Contoh Fonnat Pengetikan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas 

Menggunakan 
kop pd/ukpd, 
tanggal dan 
tempat 
pembuatan 
clisesuaikan 

Informasi 
pemberi 
keterangan dan 
penerima 
keterangan 

Penutup surat 

Lokasi dan 
penanggaIan 
disesuaikan 
dengan waktu 
penandatanganan 
serta 
pembubuhan 
tanda tangan 
membuat nama 
jelas 

G. Rekomendasi 

1. Penjelasan 

Rekomendasi merupakan Naskah Dinas yang memuat keterangan, 

penjelasan, atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang suatu hal, 
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urusan, dan/atau masalah yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. 

2. Susunan 

Susunan Rekomendasi terdiri atas: 

a. kepala, terdiri atas: 

1) kata Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal; 

2) pejabat/alamat yang dituju; dan 

3) kata REKOMENDASI. 

b. Isi, clirumuskan daiam bentuk uraian. 

c. bagian akhir, terdiri atas: 

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Rekomendasi; 
2) nama jabatan dan tanda tangan pejabat; 

3) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan 

4) stempel jabatan/instansi. 
3. 	Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan: 

a. rekomendasi: yangitandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur 

dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; dan 
b. rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala PD/IJKPD atas wewenang 

jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang 

bersangkutan dengan alamat. 



Tanggal dan 
t empat 
pembuatan 

Tujuan surat 
undangan 
(neuna 
J abatan) 

Berisi ma.teri 
rekomendasi. 
penulisan 
sesual dengan 
evd 

Penulisan 
tempat, 
tanggal, dan 
nama lengkap 
ditulis dengan 
huruf awal 
kapital dan 
tanda tangan 
dan cap 
stempel 

KOP NASKAH DINAS 
I 3 - 4 spasi 

di 

Jakarla 
) 3 - 4 sparl 

REKOMENDASI 
) 3 apaai 

Mmmminrnmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmminm mmmIhnimInnunmm 
mrnmmnimmmmrnmm mmmm mnimmmm mmmmm mmm mmmmmlnmnimmmmm nimminin mmmm 
mmmmm mmmm 

) 2 spasi 
a. Mmmminmmmminmmmmrammmmmmmmmmmm mmmmmm mmmmrnmm mmmm 

mmmmrnmmmmminmmminmm 
) 2 spasi 

b. Mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmnirnm mmmm 
mmmmmmmmmmmmminnomm 

c. Mmmmmmmmm mmmmmm 
MMMM MMMMMMMM MMTTTIM 

Mmmmmmmmm mmmmmm 
MMMMMM MMMMMMMM MMM 

j 2 spasi 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtnm mmmm 

) 3 spasi 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm 

j 4 spasi 

Mmmm, xx tdrnmm 20xx 
) 2 spasi 
Nama Jabalan 
) 5 - 6 apasi 

stempel jabtitan ) 
) tanda tallgan 

Nama Jelas 
NIP 

xx NImmmm xx 
)3 spasi 

• 
: Mmmmmornmmmmm 	 Kepada 

Yth, MmInnimmmmmm 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 
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4. 	Contoh Format Pengeikan Rekomendasi 

KOP naskah 
dinas PD 
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BAB VII 

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, UNTUK 

PERHATIAN, PELAKSANA TUGAS, DAN PELARSANA HARIAN 

A. Atas Nama Dan Untuk Belfau 

1. Penjelasan 

a. atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang 

dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di 

bawahnya; dan 

b. untuk beliau yang disingkat u.b. digunakan lika pejabat yang diberikan 

kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, 

sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.). 

2. Pelimpahan wewenang u.b mengikuti urutan sampai 1 (satu) tingkat 

struktural dibawahnya. 

B. Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas, Dan Pelaksana Harian 

1. 	Untuk perhattan 

a. untuk perhatian yang disingkat u.p. digunakan uniuk mempermudah dan 

mempereepat penyampaian naskah dinas kepacla seorang pejabat yang 

dituju, tetapi surat terlebih dahulu disampaikan/dialamatkan kepada 

atasan pejabat yang dituju untuk diketahui; dan 
b. untuk pejabat yang menerima naskah dinas u.p. harus melaporkan hasil 

tugasnya kepada atasan langsung. 

	

2. 	Pelaksana tugas 

Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt. merupakan pejabat sementara 

pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang 

penandatanganan Naskah Dinas karena pejabat deftnitif berhalangan tetap. 

	

3. 	Pelaksana harian 

Pelaksana harian yang selanjutnya. disebut '.3111 merupakan pejabat 
sementara pada jabatan tertentu ya.ng  mendapat pelimpahan wewenang 

penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat clefinitif berhalangan 
sementara. 
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C. Contoh Pengetikan Atas Nama, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas 

Dan Pelaksana Harian. 

a. Contoh penulisan atas nama 

a.n. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 

Kepala Bagian Tatalaksana, 

b. Contoh penulisan untuk beliau 

a.n. Kepala Biro Organisasi dan Relb rma I B I rokrasi 

Kepala Bagian Tatalaksana, 

u.b. 

Kepala Subbagian Tata Usaha 

c. Contoh penulisan untuk perhatian 

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 

u.p. Kepala Bagian. Tatalaksana 

d. Contoh penulisan untuk pelaksana tugas 

a.n. Pejabat Definitif Berhalangan Telap 

Pejabat Penerima Tugas, 

Ttd 

Nama lengkap 

e. Contoh penulisan untuk pelaksana harian 

a.n. Pejabat Definitif Berhalangan Sementara 

Pejabat Penertma Tugas, 

Ttd 

Nama lengkap 
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BAB VIII 

PENULISAN NAMA, PEMARAFAN, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN 
TINTA UNTUK NASKAH DINAS 

A. Penulisan Nama 

1. Penulisan nama Gubernur dan Wakil Gubernur atas wewenang jabatannya 

pada • Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah 

menggunakan huruf kapital serta tidak menggunakan gelar. 
2. Penulisan nama Wakil Gubernur atas nama Gubernur pada Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah menggunakan huruf 
kapital serta tidak menggunakan gelar. 

3. Penulisan nama Sekretaris Daerah, dan Kepala :PD/UKPD atas wewenang 

jabatannya pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum 

daerah menggunakan huruf kapital dan tidak menggimakan gelar. 
4. Penulisan nama Sekretaris Daerah dan Kepal.a PD alls.nama Gubernur pada 

Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah 

menggunakan huruf kapital dan tidak menggunakan gelar. 
5. Penulisan nama Gubernur atas wewenang jabatannya pada Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan surat dapat menggunakan gelar. 
6. Penulisan nama Wakil Gubemur atas wewenang jabatannya dan atas nama 

Gubernur pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dapat 
menggunakan gelar. 

7. Penulisan Nama Sekretaris Daerah, Kepala PD/UKPD, atas wewenang 

jabatannya dan atas nama pada Naskah Dinas dala.m bentuk dan susunan 

surat dapat menggunakan gelar dan Nomor Induk Pegawai (NIP). 

B. Pemarafan 

1. Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pcjabat penandatangan 

terlebih clahulu clilakuk_an pemarafan/diparaf. 
2. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah sebelum 

ditandatangani terleblh dahulu diparaf pada setiap lembar. 
3. Paraf sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh 

pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. 
4. Paraf sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 

merupakan bentuk ket-erkaitan, memberikan koreksi/usulan, persetujuan 

terhadap konsep naskah dinas serta ikut bertanggung jawab atas muatan 

materi, substansi, reclaksi dan pengetikan. 
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Paraf sebagaimana dimaksud pada angka 4, meliputi: 

a. paraf hierarki, yang dilakukan paling sedikit oleh satu pejabat pada satu 

jenjang struktural di bawahnya; 

b. paraf koordinasi, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari 

PD/UKPD terkait; 

c. Kepala satuan pelaksana dan/atau sa1 tian pe lnyanan dan/atau yang 

setingkat clengan sebutan lain pada UPT/ IJKPD selaku pengonsep Naskah 

Dinas, harus memberikan paraf pada Naskah Dinas; 

d. Naskah Dinas dalam bentuk produk hukum daerah atau dalam bentuk 

surat yang akan ditandatangani oleh Gubemur/Wakil 

Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah harus melalui 

prosedur paraf koordinasi dalam lembaran perbal baik secara horizontal 

ataupun vertikal; 

e. pemaraf serta perbal dilakukan oleh pimpinan PD/UKPD pengonsep dan 

pejabat/pimpinan PD/UKPD yang karena fungsi dan pembidangannya 

ikut bertanggungjawab atas materi konsep naskab dinas; 

f. pemaraf serta pertama adalah Kepala PD/UKPD dan dilanjutkan oleh 

Kepala PD/UKPD terkait; 

g. urutan pemaraf serta mencerminkan tingkat kepe) ttingan dan keterkaitan 

PD/UKPD tersebut terhadap substansi perbal; 

h. khusus untuk alur proses pembentukan naskah dinas dalant bentuk 

procluk hukum (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur), 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenal pembentukan produk 

hukum daerah; 

i. Untuk naskah dinas dalam bentuk Keputusan Gubernur dan non produk 

hukum, Kepala Biro Kepala Daerah memberikan paraf serta pada perbal 

setelah meneliti perbal atas redaksi dan format: dan 
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j. format lembaran perbal: 

PERBAL NASKAR DINAS 
DIISI OLEH UNIT YANG MENANGANI 
KESEKRETARIATAN/ BIRO UMUM DAN 
ADM. SEKDA/ BIRO KDH/ BIRO HUKUM/ 
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 
SEBAGAI PENGONSEP  

DIISI OLEH BIRO UMUM DAN ADM. SEKDA/ BIRO 
KDH/ BIRO HUKUIW BAGIAN UMUM DAN 
PROTOKOL 

1. Dikerjakan oleh 	: 1.  Diterima oleh Pengendali Surat 
2.  Dinomori oleh 

2. Diperiksa oleh 3. Diketik oleh 
4. Ditaklik oleh 

3. Diedarkan oleh 	: 5. Diterima oleh Pengirlm Surat 
6. Dikirim oleh 

4. Net telah disetujui oleh 
Unit yang menangani 

7. Perbal dan pertinggal disimpan 
oleh 

Kesekretariatan/ Biro 
Umum dan Adm. Sekda,' 
Biro KDH/ Blro Hukum/ 
Bagian Umum dan 
Protokol : 

. DIMAJUKAN PAD.A TGL. 	  

Hal/ Judul Naskah Dinas : 

Nomor 	 Jakarta, 	 • 20 	 
Sifat 
Lampiran : 

Pemaraf Serta : 

Tembusan : 

Ditetapkan oleh 

Setelah selesai pembuatan naskah dinas, 
perbal asli dan pertinggal diseralkan kepada 
Biro Umum dan Adm. Sekda/ Bi-o KDH/ Biro 
Hukum/ Bagian Umum dan Protokol 

6. 	Pelaksanaan pemarafan pada Naskah Dinas dan pada lembaran perbal dapat 

dilakukan sec;ara elektronik. 
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C. Penandatanganan Naskah Dinas 

1. Gubernur 

a. Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 

produk hukum daerah, terdiri atas: 

1) Peraturan Daera.h; 

2) Peraturan Gubernur; 

3) Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan 

4) Keputusan Gubernur. 

b. Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 

surat, terdiri atas: 

1) instruksi; 

2) kesepakatan bersama 

3) perjanjian kerja sama 

4) nota kesepakatan 

5) surat edaran; 

6) surat biasa; 

7) surat keterangan; 

8) surat perintah; 

9) surat izin; 

10) surat perjanjian: 

11) surat tugas; 

12) seruan. 

13) surat kuasa; 

14) surat undangan; 

15) surat keterangan melaksanakan tugas; 

16) surat panggilan; 

17) nota dinas; 

18) pengumuman; 

19) laporan; 

20) rekomendasi; 

21) berita acara; 

22) lembar disposisi; 

23) piagam; 

24) sertifikat;dan 

25) memo. 

c. Gubernur dapat melimpahkan atau mendelegasikan wewenang kepada 

pejabat dibawahnya. 
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2. Wakil Gubemur 

Wakil Gubernur sesuai kewenangan menandatangani Naskah Dinas dalam 

bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. surat biasa; 

b. surat keterangan; 

c. surat perintah; 

d. surat izin; 

e. surat keterangan rnelaksanakan tugas; 

f. nota dinas; 

g. surat undangan; 

h. telaahan staf; 

i. laporan; 

j. rekomendasi; 

k. lembar disposisi; dan 

1. memo. 

3. Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas sesuai kewenangannya, 
terdiri atas: 

a. keputusan; 

b. instruksi; 

c. surat edaran 

d. surat biasa; 

e. surat keterangan; 

f. surat perintah; 

g. surat izin; 

h. surat kuasa; 

1. surat undangan; 

j. surat keterangan melaksanakan tugas; 
k. surat panggilan; 

1. nota dinas; 

m. lembaran disposisi; 

n. telaahan staf; 

o. pengumuman; 

p. laporan; 

q. rekomendasi; 

r. berita acara; 

s. notulen; 

t. piagarn; 
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u. sertifikat; dan 

v. memo. 

4. 

	

	Asisten Sekretaris Daerah atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah 

Dinas datam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. nota dinas; 

b. laporan; 

c. surat pengantar; 

d. notulen; 

e. memo; 

f. surat undangan; 

g. lembar disposisi; dan 

h. surat biasa. 

5. Kepala PD 

a. Kepala PD atas weivenang jabatannya menanda I angani Naskah Dinas, 

terdiri ata s: 

1) Keputusan Kepala PD sesuai kewenangannya; 

2) instruksi; 

3) surat edaran; 

4) surat biasa; 

5) surat keterangan; 

6) surat perintah; 

7) surat izin; 

8) surat kuasa; 

9) surat undangan: 

10) surat keterangan melaksanakan tugas; 

11) surat panggilan; 

12) nota dtnas; 

13) telaahan staf; 

14) pengumuman; 

15) surat pengantar; 

16) laporan; 

1 7) rekomendasi; 

18) berita acara; 

19) lembar disposisi; 

20) sertifikat; 

21) piagam: dan 

22) memo. 
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b. Dalam hal tertentu, dapat berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI 

Jakarta selaku Kepala PD atas nama G ubernur menandatangani 

naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, yaitu S'ITPP. 

2) Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi DKI fal(arta, Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan 

Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan 

Kepegawatan Daerah Provinsi DKI Jakarta juga berwenang 

menandatangani Surat Edaran yang ditujukan kepada semua Kepala 

PD/UKPD. 

6. 	Wakil Kepala PD 

Wakil Kepala PD atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. surat keterangan; 

b. surat perintah; 

c. surat Izin; 

d. surat keterangan melaksanakan tugas; 

e. nota dinas; 

f. telaahan staf; 

g. rekomendasi; 

h. lembar dispsosisi; dan 

i. memo. 

7. 	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas 

wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan 
susunan surat, terdiri atas: 

a. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI 
Jakarta; 

b. surat biasa; 

c. surat keterangan; 

d. surat perintah; 

e. surat izin; 

f. surat kuasa; 

g. surat undangan; 

h. surat keterangan melaksanakan tugas; 

i. surat panggilan; 
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j. nota dinas; 

k. lembar disposisi; 

1. telaahan staf; 

m. pengumuman; 

n. laporan; 

o. rekomendasi; 

p. berita acara; 

q. lembar disposisi; dan 

r. memo. 

8. Kepala UKPD 

Kepala UKPD atas wewenang jabatarmya menandaiangani Naskah Dinas, 
terdiri atas: 

a. Keputusan Kepala UKPD sesuai kewenangannya; 

b. instruksi; 

c. surat edaran; 

d. surat biasa; 

e. surat perintah; 

f. surat tugas; 

g. surat kuasa; 

h. surat undangan; 

i. surat keterangan; 

j. surat keterangan Inelaksanakan tugas; 

k. surat panggilan; 

1. surat pengantar; 

m. nota dinas; 

n. telaahan staf; 

o. pengumuman; 

p. laporan; 

q. rekomendasi; 

r. berita acara; 

s. piagam; 

t. sertifikat; 

u. lembar disposisi; dan 

v. memo. 

9. Selu-etaris PD 

a. Sekretaris PD yang membidangi ketatausahaan menandatangani 

Naskah Dinas dalarn bentuk dan susunan sur,-:11 yang bersifat intemal, 
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terdiri atas: 

1) surat biasa; 

2) surat keterangan; 

3) surat perintah; 

4) surat kuasa; 

5) surat undangan; 

6) nota dinas; 

7) lembar disposisi; 

8) telaahan staf; 

9) laporan; dan 

10) memo. 

b. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan jabatannya. 

10. Kepala Bidang dan Kejla Bagian pada PD 

a. Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada PD/UKPD menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang bersifat internal, terdiri atas: 
1) surat perintah; 

2) nota clinas;.  

3) surat keterangan; 

4) surat izin; 

5) notulen; 

6) telaahan staf; 

7) laporan; 

8) surat undangan; dan 

9) surat biasa. 

b. Kewenangan penandatanganan naskah dinas sebagaimana climaksud 

dilakukan sesuai clengan tugas, fungsi dan kewenangan jabatannya. 

11. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang atau Kepala Seksi pada PD/UKPD 

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang 
bersifat internal, terdiri atas: 

a. telaahan staf; 

b. laporan; 

c. surat keterangan; 

d. notulen; dan 

e. surat biasa. 
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12. Walikota /Bupati 

Walikota/Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 

surat, terdiri atas: 

a. Keputusan Walikota/Keputusan Bupati; 

b. instruksi; 

c. surat edaran; 

d. surat biasa; 

e, surat keterangan; 

f. surat perintah; 

g. surat izin; 

h. surat kuasa; 

i. surat undangan; 

j. surat keterangan melaksanakan tugas; 

k. surat panggilan; 

1. nota dinas; 

m. pengumuman; 

n. surat pengantar; 

o. laporan; 

p. rekomendasi; 

q. berita acara; 

r. piagam; 

s. sertifikat: 

t. lembar disposisi: dan 

u. telaahan staf; 

v. memo. 

13. Wakil Walikota /Wakil Bupati 

Wakil Walikota/Wakil Bupati atas wewenang jabatannya menandatangani 

Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 
a. surat biasa; 

b. surat keterangan; 

c. surat perintah; 

d. surat izin; 

e. surat keterangan melaksanakan tugas; 

f. nota dinas; 

g. undangan; 

h. telaahan staf; 

i. laporan; 
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j. rekomendasi; 

k. lembar disposisi: dan 

1. memo. 

14, Sekretaris Kota /Kabupaten 

Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi atas wewenang jabatannya 

menandatangani Nask.ah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri 

atas: 

a. surat biasa; 

b. surat keterangan; 

c. surat perintah; 

d. surat izin; 

e. surat kuasa; 

f. surat undangan; 

g. surat keterangan melaksanakan tugas; 

h. surat panggilan; 

i. nota dinas; 

j. telaanan staf; 

k. pengumuman; 

1. laporan; 

m. rekomendasi; 

n. berita acara; 

o. notulen; 

p. sertifikat; 

q. lembar disposisi; dan 

r. memo. 

15. Asisten Sekretaris Kota /Kabupaten 

Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten atas wewenang jal3atannya 

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri 

atas: 

a. nota dinas; 

b. lembar disposisi; 

c. telaahan staf; 

d. laporan; 

e. surat pengantar; 

f. notulen; dan 

g. memo. 
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16. Camat 

Camat atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas, terdiri 

atas: 

a. keputusan camat sesuai dengan kewenangannya; 

b. surat biasa; 

c. surat keterangan; 

d. surat perintah; 

e. surat izin; 

f. surat kuasa; 

g. surat undangan; 

h. surat keterangan melaksanakan tugas; 

i. surat panggilan; 

j. nota dinas; 

k. telaahan staf; 

1. pengumuman; 

m. laporan; 

n. rekomendasi; 

o. berita acara; 

p. lembar disposisi: dan 

q. memo. 

17. Wakil Camat 

Wakil Camat atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. surat biasa; 

b. surat keterangan; 

c. surat perintah; 

d. surat izin; 

e. nota dinas; 

f. telaahan staf; 

g. laporan; 

h. rekomendasi; 

i. lembar disposisi; dan 

j. memo. 

18. Sekretaris Kecamatan 

Sekretaris Kecamatan atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. surat biasa; 
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b. surat keterangan; 

c. surat perintah; 

d. surat undangan; 

e. nota dinas; 

f. surat keterangan melaksanakan tugas; 

g. laporan; 

h. lembar disposisi; dan 

i. memo. 

19. Lurah 

Lurah atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas, terdiri 

atas: 

a. Keputusan Lurah sesuai dengan kewenangannya; 

b, surat biasa; 

c. surat keterangan; 

d. surat perintah; 

e. surat izin; 

f. surat kuasa; 

g. surat undangan; 

h. surat keterangan me1aksanakan tugas; 

1. surat panggilan; 

j. nota dinas; 

k. telaahan staf; 

1. pengumuman; 

m. laporan; 

n. rekomendasi; 

o. berita acara; 

p. lembar disposisi; dan  

q. memo. 

20. Wakil Lurah 

Wakil Lurah atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. surat biasa; 

b. surat keterangan; 

c. surat perintah; 

d. surat keterangan melaksanakan tugas; 

e. nota dinas; 

f. telaahan staf; 
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g. rekomendasi; 

h. memo; 

i. surat undangan; 

j. lembar disposisi; dan 

k. laporan. 

21. Sekretaris Kelurahan 

Sekretaris Kelurahan atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. surat biasa; 

b. surat keterangan: 

c. surat perintah; 

d. surat undangan; 

e. nota dinas; 

f. telaahan staf; 

g. memo; 

h. lembar disposisi; dan 

i. laporan. 

D. Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Dinas Atas Nama Dan Untu.k Beliau 

1. Penandatanganan Naskah Dinas atas nama dan/atau untuk beliau, 

dilaksanakan apabila pejabat yang seharusnya menandatangani Naskah 

Dinas berhalangan tetap/sementara. 

2. Penandatanganan Naskah Dinas dapat dilakukan secara elektronik dan 

dilaksanakan dengan memperhatikan: 

a. efisiensi; 

b. kecepatan pelayanan mendesak/darurat; 

c. kecepatan pelayanan administrasi; 

d. situasi dan kondisi; 

e. alasan obyektif; 

f. beban dan volume kerja; dan 

g• sifat dan substansi surat. 

E. Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas 

1. Tinta yang digunakan untuk menulis/mencetak naskah dinas, berwarna 

hitam. 

2. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf Naskah Dinas, 

berwarna biru tua. 

3. Tinta yang digunakan untuk stempel berwarna ungu. 
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4. Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan Naskah Dinas berwarna 

merah. 

F. Contoh Penulisan Nama Dan Pemarafan Naskah Dinas 

1. 	Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk 

hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada 

sisi kiri nama jabatan Gubernur diparaf oleh Sekretaris Daerah dan pada 

sisi kanan nama ;abatan Gubernur diparaf 1.)1(.11 Kepala Biro Hukum 

Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 

b. Naskah Dinas dal'am bentuk dan susunan produk hukum berupa 

Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat 

pada sisi kiri nama jabatan Gubernur diparaf oleh Sekretaris Daerah dan 

pada sisi kanan nama jabatan Gubernur diparaf oleh Kepala Biro Kepala 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 

c. penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah berupa Peraturan 

Daerah dan Peraturan Gubernur, sebagai berikut: 

(x) GUBERNUR DAERAII KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, ()o() 

NAMA JELAS 

Keterangan 	(x) Paraf Sekretaris Daerah 
(xx) Paraf Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah 

• Provinsi DKI Jakarta 

d. penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah berupa Keputusan 

Gubernur, sebagai berikut: 

(x) GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA. (xx) 

NAIV1A JELAS 

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Daerah 
(xx) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi DKI Jakarta 
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e. penulisan nama dan pemarafan pada naskah cilnas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berilu tl 

(x) Gubernur Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, (xx) 

Nama Jelas 

Keterangan 	Paraf Sekretaris Daerah 
rxx) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi DKI Jakarta 

2. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas wewenang 

jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Gubernur diparaf oleh Sekretaris 

Daerah dan sisi kanan nama jabatan Wakil Gubernur diparaf oleh Kepala 

Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan. 

Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam 

bentuk dan susunan surat, sebagai berikut: 

(x) Wakil Gubernur Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, (xx) 

Nama Jelas 

Keterangan 	(x) Paraf Sekretaris Daerah 
(xx) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi DKI Jakarta 

3. Naskah Dinas yang dt-andatangani oleh Sekretarts Daerah atas wewenang 

jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Daerah diparaf oleh kepala 

biro/kepala PD Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Daerah 

diparaf oleh Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dengan 
ketentuan berikut: 

a. penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah sebagai berikut: 

(x) SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, (xx) 

NAMA JELAS 
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b. penulisan nama dan pemarafan pada naskah clinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berikut: 

(x) Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, (xx) 

Nama Jel a S 
NIP 

Keterangan 	(x) Paraf Kepala Biro/ Kepala PD pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Biro Umum 

4. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas 

wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Asisten  Sekretaris Daerah 

diparaf/disetujui oleh Kepala Biro/Kepala PD pengonsep dan sisi kanan 

nama jabatan Asisten Sekretaris Daerah diparaf oleh Kepala Biro 

Administrasi Selcretariat Daerah P rovinsi DKI JAkarta, dengan Penulisan 

nama dan pemarafan/persetujuan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat ketentuan sebagal berikut: 

(x) Asts I en 
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan 	(x) Paraf Kepala Biro/ Kepala PD pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Biro Administrasi Sekretariat 

Daerah. 

5. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro atas wewenang 

jabatannya, sisi kiri nama jabatan Kepala Biro diparaf oleh Kepala Bagian 

pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Kepala BI ro diparaf oleh Kepala 

Subbagian yang menangani ketatausahaan, berla ku ketentuan sebagai 
berikut: 
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a. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum dae.rah, sebagai berikut: 

(x) KEPALA BIRO 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 

DAERA.H KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, (xx) 

NAMA JELAS 

b. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat, sebaga1 berikul 

(x) Kepala Biro 

Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf Kepala Bagian pengonsep 
(20() Paraf Kepala Subbagian yang menangani 

ketatausahaan 

6. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Walikota, sisi kiri nama jabatan 

Walikota diparaf/disetujui oleh Sekretaris Kota dan sisi kanan nama jabatan 

Walikota diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, berlaku ketentuan 

sebagai berikut. 

a. Penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah, sebagai berikut: 

(x) WALIKOTA JAKARTA (xx) 

NAMA JELAS 
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b. Penulisan nama clan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berijcut: 

(x) Walilcota Kota Administrasi Jakarta 	, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Kota Administrasi 
(-"Gc) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol 

7. Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Walikota atas 

wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Walikota diparaf/disetujui oleh 

Sekretaris Kota dan sisi kanan nama jabatan Walikota diparaf oleh Kepala 

Bagian Umum dan Protokol dengan penulisan nama dan pemarafan pada 

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat sebagai 

berilcut: 

(x) Wakil Walikota Jakarta 	 (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Kota 
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol 

8. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota atas wewenang 

jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kota diparaf oleh Kepala UKPD 

pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Kota diparaf oleh Kepala 

Bagian Umum dan Protokol, dengan penulisan nama dan pemarafan pada 

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk cl, trt susunan surat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(x) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta 	, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf Kepala UKPD pengonsep 
(?oc) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol 
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9. Naskah Dinas yang clitandatangani oleh Asisten Sekretaris Kota atas 

wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Asisten Sekretaris Kota diparaf 

oleh Kepala UKPD Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Asisten Sekretaris 

Kota diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol dengan penulisan nama 

dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan 

susunan surat dengan ketentuan sebagal berikut: 

(x) Asisten 
Sekretaris Kota Adminis trasi Jakillta 	(xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf Kepala UKPD pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol 

10. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati, sisi kiri nama jabatan 

Bupati diparaf oleh Sekretaris Kabupaten dan sisi kanan nama jabatan 

Bupati diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dtnas yang dirumuskan 

bentuk dan susunan produk hukum daera 1 L, sebagai. berikut: 

(x) BUPATI KEPULAUAN SERIBU, (xx) 

NAMA JELAS 

b. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berikut: 

(x) Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Kabupa ten 
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol 
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11. Untuk Naskah Dinas _vang ditandatangani oleh Wakil Bupati atas wewenang 

jabatannya, sisi kirl nama. jabatan Wakil Bupal.I diparaf oleh Sekretaris 

Kabupaten dan sisi kanan nama jabatan Wakil Bupati diparaf oleh Kepala 

Bagian Umurn dan Protokol dengan penulisan nama dan pemarafan pada 

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(x) Wakil Bupati 
Kabupaten Kepulauan Seribu, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan 	(x) Paraf Sekretaris Kabupaten 
(r,oc) Paraf Kepala Bagian U] num dan Protokol 

12. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten atas 

wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kabupaten diparaf 

oleh Kepala UKPD dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Kabupaten diparaf 

oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, dengan penulisan nama dan 

pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan 

surat dengan ketentuan sebagai berikut: 

(x) Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf Kepala UKPD pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Bagtan Uillilm dan Protokol 

13. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Kabupaten atas 

wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Asisten Sekretaris Kabupaten 

diparaf oleh Kepala UKPD pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Asisten 

Sekretaris Kabupaten diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, 

dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang 

dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai 

berikut: 



118 

(x) Asisten 
Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf UKPD pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Bagian U] num dan Protokol 

14. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD, pada sisi kiri nama 

jabatan Kepala PD diparaf oleh Kepala UKPD/Bidang/Bagian pengonsep dan 

sisi kanan nama jabatan Kepala Perangkat Daerah diparaf oleh Sekretaris 

PD, berlaku ketentuan sebagai berikut. 

a. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah. 

(x) KEPALA PD 	 
PROVINSI DAERAH KHUSUS 11311K OTA JAKARTA, 

(xx) 

NAMA JELAS 

b. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan 

dalam bentuk dan susunan surat. 

(x) Kepala PD 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf Kepala UKPD/ 13Idang/ Bagian pengonsep 
(xx) Paraf Sekretaris PD 
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15. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala PD atas wewenang 

jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Kepala PD diparaf oleh Kepala UKPD 

Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wakil Kepala PD diparaf oleh 

Sekretaris PD dengan Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas 

yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

(x) Wakil Kepala PD 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf Kepala UKPD peng..,ionsep 
(xx) Paraf Sekretaris PD 

16. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UKPD atas wewenang 

jabatannya, sisi kiri nama jabatan Kepala UKPD diparaf oleh Pimpinan 

Kepala Seksi/Kepala Subbagian Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan 

Kepala UKPD diparaf oleh Kepala Subbagian yang menangani ketatausahaan, 

dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang 

dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

(x) Kepala Suku Dinas/Badan 
Kota Administrasi Jakarta 	(xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan 	(x-J Paraf Kepala Seksi/ Subbagian pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Subbagian tata usaha 

17. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi DKI Jakarta atas wewenang jabatannya, sisi kiri nama 

jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta 

diparaf oleh pejabat Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris 

DPRD diparaf oleh Kepala Baglan yang menangani Ketatausahaan, dengan 

penulisan nama dan pernarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam 
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bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai berikut: 

(x) Sekretaris DPRD Provinsi Daerah Kh-usus Ibukota Jakarta (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan 	•(x) Paraf Kepala Bagian pengonsep 
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum 

18. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Camat, sisi kiri nama jabatan Camat 

diparaf oleh pejabat pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Camat diparaf 

oleh Sekretaris Kecamatan dengan penulisan nama dan pemarafan pada 

Naskah Dinas yang dfrumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(x) Camat Kecamatan (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf Subbagian/kasie pengonsep 
(=) Paraf Sekretaris Kecamatan 

19. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Camat atas wewenang 

jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Camat diparaf oleh pejabat 

pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wakil Camat diparaf oleh Sekretaris 

Kecamatan dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang 

dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

(x) Walikota Camat Kecamai ari 	, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x.) Paraf Subbagian/ Kasie pengonsep 
(,c3c) Paraf Sekretaris Kecamatan 
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20. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan atas 

wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kecamatan diparaf 

oleh Kepala Subbagian Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris 

Kecamatan diparaf oleh Subbagian yang menangani Ketatausahaan dengan 

penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam 

bentuk dan susunan surat berlaku ketentuan sebagai berikut: 

	

(x) Sekretaris Kecamatan 	(xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan : (x) Paraf Subbagian/ Kasie pengonsep 
(xx) Paraf Subbagian yang menangani ketatausahaan 

21. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah, sisi kiri nama jabatan Lurah 

diparaf oleh pejabat pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Lurah diparaf 

oleh Sekretaris Kelurahan dengan penulisan nama dan pemarafan pada 

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(x) Lurah Kelurahan 	(xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan 	(x) Paraf Pejabat pengonsep 
(xx) Paraf Sekretaris Kelurahan 
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22. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Lurah atas wewenang 

jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Lurah diparaf oleh pejabat 

pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wakil Lurah diparaf oleh Sekretaris 

Kelurahan dengan penulisan nama dan pemaralan pada naskah dinas yang 

dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

(x) Walikota Lurah Kelurahan 	, (xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangan 	(x) Paraf Pejabat Pengonsep 
(xx) Paraf Sekretaris Kelurahan 

23. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan atas wewenang 

jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kelurahan diparaf oleh pejabat 

pengonsep dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang 

dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

(x) Sekretaris Kelurahan 	(xx) 

Nama Jelas 
NIP 

Keterangw. : (x) Paraf pengonsep 
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BAB IX 

PENOMOFZAN NASKAH DINAS 

A. Penomoran Produ:k Hukum Daerah 

Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah 

(baik peraturan maupun keputusan) terdiri atas clua komponen, yaitu nomor urut 

dan tahun penetapan yang dibatasi dengan kata TAH UN dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

NOMOR XX TAHUN X300( 

	>i. 7oc 	: nomor uru.t 

—› ii. ,oacc: tahun penetapan/ 
dikeluarkan 

B. Penomoran Persuratan 

Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Penomoran surat dalam bentuk dan susunan instruksi berlaku mutatis 

mutandis dengan ketentuan penomeran produk hukum daerah. 

2. Surat edaran terdiri atas tiga komponen, yaitu nomor urut, tulisan surat 

edaran dan tahun pernbuatan yang masing-masing dibatasi garis miring 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Nomor: XX/SE/XXXX 

i. )0( 	: nomor urut 

SE : Surat Edaran 

XXXX : tahun pembuatan 
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3. 	a. Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat lairmya terdiri 

atas dua komponen, yaitu nomor urut dan kode klasifikasi yang dibatasi 

garis miring dengan ketentuan sebagai berikut: 

Nomor: ,OC1IXX.)0(.)0C 

i. 	XX 	: nomor urut 

XX.XX.XX : kode klasifikasi 

b. Untuk penomoran Naskah Dinas Elektronik diawali dengan huruf E 
(diberikan secara otomatis oleh sistem), dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

Nomor: EXX/XX.XX.)0( 

     

    

i. 	E 	: Identitas Elektronik 

 	ii. XX 	: nomor urut 

	> 111. XX.XXXX : kode klasifikasi 

    

    

    

    

4. Penomoran seruan dan pengumuman terdiri atas dua komponen, yaitu 

nomor urut dan tahun pembuatan yang dibatasi dengan kata TAHUN dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

NOMOR XX TAHUN )000( 

 	i. XX 	nomor urut 

XXXX 	: tahun pembuatan 

5. Nomor peraturan, keputusan, instruksi, surat edaran., seruan, pengumuman 

dan surat lainnya yang menggunakan kode klasifikasi, masing-masing yang 

dicatat dalam buku tersendiri. 

6. Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan 

angka 3 dimulai pada awal bulan Januari dan berakhir pada akhir bulan 

Desember. 

7. Penomoran Naskah Dinas dilakukan oleh induk ta ta usaha. 

8. Penomoran seluruh Naskah Dinas non produk hukum yang ditandantangani 

oleh Gubemur dilakukan oleh Biro Kepala Daen Sekretariat Daerah 
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Provinsi DKI Jakarta. 

9. Penomoran seluruh Naskah Dinas p.roduk hukum yang ditandantangani oleh 

Gubernur dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI 

Jakarta. 

10. Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangan oleh Wakil Gubernur 

baik karena kewenangannya atau atas nama Gubernur dilakukan oleh Biro 

Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. 

11. Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah atas nama Gubernur dilakukan oleh Biro Kepala Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

12. Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah karena kewenangannya dilakukan oleh Biro Umum dan Administrast 

Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

13. Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 

nama Gubernur, dil.akukan oleh Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah 

Provinsi DKI Jakarta. 

14. Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten 

Sekretaris Daerah atas kewenangannya yang bersita t Internal clilakukan oleh 

Biro Umum dan Administrasi Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 

DKI Jakarta. 

15. Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 

kewenangannya, dilakukan oleh Selcretariat/Subbagian Ketatausahaan. 

16. Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil 

Walikota dilakukan oleh Bagian Umum dan Protokol. 

17. Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati 

dilakukan oleh Bagian Umum dan Protokol. 

18. Penomoran Naskah Dinas yang ditandatanganl oleh Sekretaris Kota atas 

nama Walikota, Sekretaris Kota bertindak atas wewenang jabatannya, 

Asisten Sekretaris Kota, dilakukan oleh Bagian Umum dan Protokol. 

19. penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oteh Sekretaris Kabupaten 

atas nama Bupati, Sekretaris Kabupaten bertindak atas wewenang 

jabatannya, Asisten Sekretaris Kabupaten, dilakukan oleh Bagian Umum dan 

Protokol. 

20. penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atau Kepala 

UKPD, pejabat lain atas nama kepala PD/UKPD, dilakukan oleh 

Sekretariat/Subbagian Ketatausahaan. 
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BAB X 

STEMPEL 

A. Jenis Stempel 

Jenis stempel, terdiri atas: 

1. stempel Jabatan Gubernur; 

2. stempel Pemerintah Prcvinsi DKI Jakarta; 

3. stempel PD; dan 

4. stempel UKPD. 

B. Bentuk Stempel 

Bentuk stempel adalah bunclar dan terdiri atas: 

1. garis lingkaran luar; 

2. garis lingkaran tengah; 

3. garis lingkaran dalam; dan 

4. isi stempel. 

C. ukuran stempel 

	

1. 	Ukuran garis tengah lingkaran antara lain: 

a. lingkaran luar sebesar 4 cm (empat sentimeter); 

b. lingkaran tengah sebesar 3,8 cm (tiga koma delapan sentimeter); dan 

c. lingkaran dalam sebesar 2,7 cm (dua koma tujuh ;entirneter). 

2. Ukuran garis tengah dapat diubah sesual dengun kebutuhan pemberian 

pelayanan. 

3. Perubahan ukuran dilakukan oleh dan dengan keputusan kepala PD yang 

bersangkutan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

D. Isi Stempel 

	

1. 	Isi stempel Jabatan Gubernur, terdiri atas: 

a. sebutan Gubernur DKI Jakarta; dan 

b. lambang negara Garuda Pancasila. 

	

2. 	Isi stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tercliri atas: 

a. sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 

b. lambang daerah Jaya Raya. 

	

3. 	Isi stempel PI), terdiri atas: 

a. sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 

b. sebutan PD; clan 
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c. lambang daerah Jaya Raya. 

4. 	Isi stempel UKPD, terdiri atas: 

a. sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 

b. sebutan PD; 

c. sebutan UKPD; dan 

d. lambang daerah Jaya Raya. 

E. Penggunaan Stempel 

1. Penggunaan stempel jabatan Gubernur, untuk mengesahkan Naskah Dinas 

yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 

2. Penggunaan stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengesahkan 

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretarls Daerah atas nama 

Gubernur atau pejabat lain atas nama Gubernur. 

3. Penggunaan stempel PD, untuk mengesahka n Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Kepala PD, Wakil Kepala PD ata ti pejabat lain atas nama 

Kepala PD. 

4. Penggunaan stempel UKPD, untuk mengesahkan Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Kepala UKPD, Wakil UKPD atau pejabat lain atas nama 

Kepala UKPD. 

F. Penanggung Jawab Penggunaan Dan Penyimpanan Stempel 

	

1. 	Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan • stempel jabatan 

Gubernur, stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Kepala Biro 

Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

	

2. 	Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel PD, terdiri atas: 

a. stempel Sekretariat Daerah adalah Btro Umum dan Administrasi 

Sekretaris Daerah Sekertariat Daerah Provinsi DR I Jakarta. 

b. Stempel Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, stempel dinas, stempel badan, 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta adalah Sekretaris. 

c. stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI 

Jakarta adalah Kepala Bagian yang menangani ketatausahaan pada 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

d. stempel kota administrasi dan kabupaten administrasi adalah Bagian 

Umum dan Protokol. 

	

3. 	Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel kecamatan adalah 

Sekretaris Kecamatan. 

	

4. 	Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel kelurahan adalah 
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Sekretaris Kelurahan. 

5. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel UKPD adalah 

kepala subbagian yang menangani ketatausahaan pada UKPD yang 
bersangkutan. 

G. Contoh Stempel 

1. Stempel Jabatan Gubernur 

2. 	Stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
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BAB XI 

KOP NASKAH DINAS 

A. Jenis Kop Dinas 

Jenis Kop Naskah Dinas terdiri atas: 

1. Kop Naskah Dinas Jabatan Gubemur; 

2. Kop Naskah Dinas PD; dan 

3. Kop Naskah Dinas UKPD. 

B. Bentuk Kop Naskah Dinas 

Bentuk Kop Naskah Dinas, 	atas: 

1. Kop Naskah Dinas tanpa alamat; dan 

2. Kop Naskah Dinas dengan alamat. 

C. Ukuran Kop Naskah Dinas 

Ukuran huruf Kop Naskah Dinas diatur dengan perbandingan 1: 2: 3 (satu 

berbanding dua berbanding tiga), dengan rincian: 

1. Ukuran humf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor 

faksimile, situs, e-mail dan kode pos; 

2. Ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

atau kota administrasiikabupaten administrasi; ci4in 

3. Ukuran humf 3 (tiga) untuk tulisan nama PD/UKI3D. 

D. Isi Kop Naskah Dinas 

1. Isi Kop Naskah Dinas Jabatan Gubemur 

Isi Kop Naskah Dinas Gubernur terdiri atas tulisan Gubemur Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta dan lambang negara berwarna kuning emas, yang 

ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah 

Dinas. 

2. Isi Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jal; arl a 

a, isi Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat, 

terdiri atas tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

ditulis tebal, dan lambang daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang 

ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman Kop 

Naskah Dinas; dan 

b. isi Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat, 

terdiri atas tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

ditulis tebal, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, situs, e- 
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mail, kode pos dan menggunakan lambang daerah Jaya Raya berwarna 

hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan satu 

garis lums panjang dengan ketebalan 2,25 (dua koma dua puluh lima) 

point. 

3. 	Isi Kop Naskah Dinas PD, terdiri atas: 

a. isi Kop Naskah Dinas PD tanpa alamat, terdiri atas tulisan nama PD, 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditulis tebal, dan menggunakan 

lambang daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara 

simetris pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas. 

b. isi Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah denga n alamat, terdiri atas 

tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PD ditulis 

tebal, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksirnile, situs, e-mail, kode 

pos dan menggunakan lambang daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang 

ditempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan garis lurus 

panjang dengan ketebalan 2,25 (dua koma dua puluh lima) point. 

4. 	Isi Kop Naskah Dinas UKPD, terdiri atas: 

a. isi Kop Naskah Dinas UKPD tanpa alamat, terthri atas tulisan nama UKPD 

dan nama PD yang bersangkutan ditulis tebal dan menggunakan lambang 

daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris pada 

bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas. 

b. isi Kop Naskah Dinas UKPD dengan alamal terdiri atas tulisan 

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, narna PD, nama UKPD yang 

bersangku tan ditulis tebal, alamat lengkap, nomor telepon, nomor 

faksimile, situs, 	kode pos, dan menggunakan lambang daerah Jaya 

Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta 

dibatasi dengan garis lurus panjang dengan ketebalan 2,25 (dua koma dua 

puluh lima) point. 

E. Penggunaan Kop Naskah Dinas 

1. Penggunaan Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur 

Penggunaan Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur digunakan untuk Naskah 

Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 

2. Penggunaan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi. DKI Jakarta 

Penggunaan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan 

un.tuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh SeLrelaris Daerah atas nama 

Gubernur atau pejabat lain atas nama Gubernur. 

3, 	Penggunaan Kop Naskah Dinas PD 
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a. penggunaan Kop Naskah Dinas PD tanpa ata.mat untuk Naskah Dinas 

yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk hukum dan dalam 

bentuk dan susunan surat tertentu; clan 

b. penggunaan Kop Naskah Dinas PD dengan alamat untuk naskah dinas 

yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat. 

4. Penggunaan Kop Naskah Dinas UKPD 

Penggunaan Kop Naskah Dinas UKPD digunalcan untuk Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Kepala UKPD atau pejabat la.in  atas nama Kepala UKPD. 

F. Penanggung Jawab Penggunaan Dan Penyimpanan 

1. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas, 

Jabatan Gubernur, Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

adalah Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

2. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpannn Kop Naskah Dinas 

Sekretariat Daerah adalah Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

3. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Biro Kepala Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi DKI Jakarta atau dengan sebutan lain dan 

membawahi/menangar.i urusan ketatausahaan. 

• 4. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas PD 

adalah sekretaris PD atau dengan sebutan lain dan membawahi/ menangani 

urusan ketatausahaan. 

5. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas UKPD 

adalah kepala subbagian yang menangani ketatausahaan pada UKPD yang 

bersangkutan. 

G. Pemenggalan Kalimat/Kata 

Dalam menuliskan nama PD dan/atau UKPD tetap mengaeu pada kaidah Bahasa 

Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan. 
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H. Contoh Kop Naskah Dinas 

1. Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur 

  

 

unbang Negara 
b-Twarna kuning emas 

GUBERNUR 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

2. 	Kop Naskah Dinas Perr_erintah Provinsi DKI Jakarta 

a. tanpa alamat 

JAY AYA f 

PEMERINTAH PROVINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

b. dengan alamat 

PEMERINTAH PROVINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon 	Faksimile 

Website ... E-mail ... 
JAKARTA 

Kode Pos : 7oaoac 
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3. Kop Naskah Dinas PD 

a. tanpa alamat 

1) Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

2) Kop Naskah Dinas PD 

DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK 
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

b. dengan alamat 

1) Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon Faksimile 
Website ... E-mail ... 

JAKA RTA 
Kode Pos : x.?000c 



2) Kop Naskah Dinas PD 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KIIUSLIS II3UKOTA JAKARTA 
DINAS KESEHATAN 

Jalan 	  Telepon Faksimile 
Website E-mail ... 

JAKARTA 
Kode Pos : ,0000c 

4. 	Kop Naskah Dinas UKPD 

a. tanpa alamat 

1) Kop Naskah Dinas UKPD 

SUKU BADAN KEPEGAWAIAN 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 

2) Kop Naskah Dinas urrr 

UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA 
DINAS PEMUDA DANOLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA 
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3) Kop Naskah Dinas Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 

BIRO HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

b. dengan alamat 

1 	Kop Naskah Dinas UKPD 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PERHUBUNGAN 

SUKU DINAS PERHUBUNGAN 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 

Jalan 	 Telepon 	Faks. 	Website E-mail ... 
JAKA RTA 

Kode Pos : ,uoucc 

2) Kop Naskah Dinas UPT Badan 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BADAN PENGELOLAAN ASE'F DAERAH 

PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH 
Jalan 	Telepon 	Faksimile 	Website ... E-mail ... 

JAKARTA 

Kode Pos : ?ocxxx 
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3) Kop Naskah Dinas Biro Sekertariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
SEKRETARIAT DAERAH 

BIRO HUKUM 
Jalan 	  Telepon ...., Fax. ... 

Website • 	 Email • 	@ .com 
JAKARTA 

Kode Pos : xx)cxx 
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BAB XII 

PAPAN NAMA 

A. Jenis Papan Nama 

Jenis papan nama terdiri atas : 

1. Papan Nama Kantor Gubernur; 

2. Papan Nama Kantor PD; dan 

3. Papan Nama UKPD. 

B. Bentuk Papan Nama 

Papan nama kantor Gubernur, kantor PD, dan kantor UKPD, berbentuk empat 

persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2: 1 (dua berbanding satu). 

C. Ukuran Papan Nama 

1. Ukuran papan nama untuk kantor Gubernur dan kantor PD/UKPD dapat 

dibuat serasi sesuai dengan luas areal dan besar bangunan. 

2. Ukuran standar papan nama untuk kantor Gubernur adalah 400 cm x 200 

cm (empat ratus sentimeter kali dua ratus sentimeter). 

3. Ukuran standar papan nama untuk kantor PD sidnlah 300 cm x 150 cm 

(empat ratus sentimeter kali dua ratus sentimeter). 

4. Ukuran standar papan nama untuk kantor Walikota/Bupati adalah 300 cm 

x 150 cm (tiga ratus sentimeter kali seratus lima puluh sentimeter). 

5. Ukuran standar papan untuk kantor Camat adalah 200 cm x 100 cm (dua 

ratus sentimeter kali seratus sentimeter). 

• 6. Ukuran standar papan nama untuk kantor Lurah adalah 150 cm x 75 cm 

(seratus lima puluh sentimeter kali tujuh puluh lirna sentimeter). 

7. 	Ukuran standar papan nama unit kerja pada UKPD adalah 250 cm x-  125 cm 

(dua ratus lima puluh sentimeter kali seratus dua puluh lima sentimeter) 

8. Papan nama kantor Gubernur, menggunakan warna dasar hitam dengan 

tulisan berwarna kuning emas, dengan perbandingan ukuran huruf 2 : 3 (dua 

berbanding tiga), dengan rincian: 

a. ukuran huruf 2 (dua:,  untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, dan 

kode pos; dan 

b. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan kantor Gubernur DKI Jalcarta. 

9. Papan nama kantor PD menggunakan warna dasar putih dengan warna 

tulisan hitam, perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua 
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berbanding tiga), dengan rincian: 

a. ukuran huruf 1 (sa=u) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, dan 

kode pos; 

b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 

c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan sebutan Kantor PD yang 

bersangkutan. 

10. Papan nama kantor UKPD, menggunakan warna dasar ptitih dengan wama 

tulisan hitam, perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua 

berbanding tiga), dengan rincian: 

a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon dan 

kode pos; 

b. ukuran huruf 2 (dua.) untuk tulisan Pemerintah ProvInsi DKI Jakarta; dan 

c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama UKPI:). 

11. Ukuran papan nama lstansi lain yang berkantor dalam kawasan kantor 

Gubernur, kantor PD dan/atau kantor UKPD, tidak boleh lebih besar dari 

papan nama kantor Gubernur, kantor PD dan/atau UKPD. 

D. Isi Papan. Nama 

1. Isi papan nama kantcr Gubernur, terdiri atas tulisan Kantor Gubernur 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, alamat lengkap, nomor telepon dan kode 

pos serta menggunakan lambang negara berwarna kuning emas, yang 

ditempatkan pada bagian tengah atas. 

2. Isi papan nama kantor PD, terdiri atas tulisan Pemerintah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, kantor nama PD yang bersangkutan, alamat 

lengkap, nomor telepon dan kode pos serta menggunakan lambang daerah 

Jaya Raya berwarna hitam putih, yang ditempatkan pada bagian tengah atas. 

3. Isi papan nama UKPD, erclirl atas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebutan 

PD yang bersangkutan, nama UKPD yang bersangkutan dengan 

menyebutkan wilayah kota administrasi yang bersangkutan/kabupaten 

administrasi Kepulauan Seribu, alamat lengkap, nomor telepon, nomor 

faksimile dan kode pos, serta menggunakan lambang daerah Jaya Raya 

berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas. 

E. Bahan Dan Penempatan 

1. Bahan papan nama kantor Gubernur, kantor Walikota/Bupati dapat 

menggunakan marmer, beton atau bahan lainnya. 

2. Bahan huruf pada papan nama kantor Gubernur, kantor Walikota/Bupati 

dapat menggunakan cat, seng/plat ata.0 bahan laittuya. 



—÷ Lambang Negara 
berwarna kuning 
emas 

KANTOR GUBERNUR 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepou 
JAKARTA 

Kode Pos: )ooaoc 
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3. Penempatan papan nama kantor Gubernur, kantor Walikota/Bupati, di 

tempat yang strategis mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk 

gedung/bangunannya.. dengan tinggi paling kurang 1 (satu) meter dari 

permukaan tanah. 

4. Bahan papan nama PD/UKPD dapat menggunakan Icayu, beton, seng/plat, 

atau bahan lainnya 

5. Bahan huruf pada papan nama PD/UKPD dapat menggunakan eat, semen, 

seng/plat atau bahan 

6. Penempatan papan nama PD/UKPD di tempat yang strategis, mudah dilihat 

dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/bangunannya, dengan tinggi 

paling kurang 1 (satu) meter dari permukaan tanah. 

7. Bagi beberapa PD/UKPD yang berada di bawah satu atap atau komplek 

perkantoran, dapat.  dibuatkan papan nama yang bertuliskan nama-nama 

PD/UKPD dalam satu papan nama yang serasi. 

8. Bentuk, ukuran dan isi papan nama PD/UKPD disesuaikan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Penempatan papan nama diletaldcan di tempat yang t4.11.rategis, mudah dilihat 

dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/bangunannya. 

F. Contoh Bentuk, Ukuran, Dan Isi Papan Nama 

1. Papan Nama Kantor Gubernur 



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

KANTOR WALIKOTA 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 

Jalan 	 Telepon 
JAKARTA 

Kode Pos : x>c<xx 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

DINAS KESEHATAN 

Jalan 	 Telepon li'aksimile 
JAKARTA 

Kode Pos : xxxxx 

AYA 	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ;AP 1  

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon Faksimile 
JAKARTA 

Kode Pos : )000cx 

PEMERINTAE PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Jalan Jenderal Aehmad Yani Kav. 64 Nomor Telepon Faksimile 
JAKARTA 

Kode Pos : )000cc 
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2. Papan Nama PD 
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 

KECAMATAN DUREN SAWIT 

KANTOR LURAH 
KELURAHAN PONDOK KOPI 

Jalan 	  Telepon 	 Faksimile 
JAKARTA 

Kode Pos : ,owoc 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS II3UKOTA JAKARTA 

KANTOR BUPATI 
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 

alan 	 Telepon 
JAKARTA 

Kode Pos : 20000C 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 

KANTOR CAMAT 
KECAMATAN JAGAKARSA 

Jalan 	  Telei )on 	Faksimile 
JAKARTA 

Kode Pos : )000c 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS I B UKOTA JAKARTA 
DINAS PERHUBUNGAN 

SUKU DINAS PERHUBUNGAN 
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 

Jalan 	  Telepon 	 Faksimile 
JAKARTA 

Kode Pos : x)ooc 
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BAB XIII 

LOGO 

Penggunaan lambang/logo dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. penggunaan lambang/logo selain lambang daerah Jaya Raya tidak diperkenankan 
pada isi Kop Naskah Dinas Jabatan dan Kop Naskah Dinas PD; 

b. penggunaan lambang/logo selain lambang daerah Jaya Raya diperkenankan pada 
sampul Naskah Dinas Jabatan dan Sampul Naskah DInas •PD di sebelah kanan; 
dan 

c. penggunaan lambang/logo selain lambang daerah Jaya Raya dapat cliperkenankan 
pada setiap pendukung kegiatan antara lain berupa spanduk/banner, souvenir, 
plakat, piala/thropy, brosur, seragam olahraga dan topi. 
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BAB XIV 

PEMBINAAN 

Pembinaan Tata Naskah Dinas dilaksanakan oleh: 

A. Sekretariat Daerah melalui biro yang bertanggung jawab/menangani bidang 

kelembagaan dan ketatalaksanaan bertanggung jawab melakukan pembinaan, 

meliputi: 

1. sosialisasi; 

2. pendampingan; 

3. fasilitasi; dan 

4. konsultasi. 

B. Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta yang melakukan 

pembinaan terha.dap PD/UKPD, meliputi: 

1. bimbingan teknis; dan 

2. supervisi. 
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BAB XV 

PENYIMPANAN NASKAH DINAS 

Penyimpanan Naskah Dinas dengan ketentuan sebagai bedkut: 

a. kegiatan pengeloiaan Naskah Dinas keluar harus didokumentasikan oleh unit 
pengelola dan unit kearsipan yang berupa sarana pengendalian Naskah Dinas 
dan pertinggal Naskah Dirias keluar; 

b. pertinggal Naskah Dinas keluar yang disimpan merupakan Naskah Dinas asli 
yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewmangannya; 

c. penyimpanan pertinggal Naskah Dinas keluar diberkaskan menjadi satu 
kesatuan dengan Naskah Dinas masuk yang memiliki infonnasi atau subjek yang 
sama; dan 

d. penanggung jawab terhadap arsip adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Provinsi DKI Jakarta. 



--ME-NYEDIA1(1-1 /4'N 

SERVER 
DAN 

DATABAS'E 

APLIKASI 
NDE 

MENGAKSES 
APLIKASI 

DOKUMEN 

PENGGUNA 

146 

BAB XVI 

PELAKSANAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

A. Naskah Dinas Elektronik 

Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik 

sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau diterima oleh pejabat 

yang berwenang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam sebuah sistem yang meliputi perangkat lunak dan basis datanya yang 

terhubung dengan jaringan intra pemerintah dan dapat diakses oleh semua 

pengguna aplikasi Naskah Dinas Elektronik 

B. Desain Sistem 

1. 	Arsitektur Naskah Dinas Elektronik 

Arsitektur Naskah Dinas Elektronik yang menggambarkan proses dan 

hubungan antar entitas di dalam sistem Naskah Dinas Elektronik dan 

terhubung dengan jaringan intra pemerintah ke seluruh PD/UKPD, BUMD 

daniatau lembaga lain. 

PENGGUNA 

Gambar 1 
Arsitektur Naskah DInas Elekfroitik 

2. 	Cakupan Apli.kasi Naskah Dinas Elektronik 

a. komunikasi internal 

Komunikasi internal merupakan proses penyampaian informasi 

kedinasan yang dilakukan antar pejabat di 1 ngkungan Pemerintah 

Daerah yang meliputi : 

1) Naskah Dinas rnasuk internal 
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Naskah Dinas masuk internal merupakan Naskah Dinas yang dikirim 

oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada 

pejabat PD/UKPD. Dalam pengelolaan Naskalt Dinas masuk internal, 

aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas manajemen 

agenda Naskah Dinas masuk internal secara otomatis untuk 

selanjutnya disimpan dalam basis data aplikasi Naskah Dinas 

Elektronik. 

2) Naskah Dinas keluar internal 

Naskah Dinas keluar internal merupakan Naskah Dinas yang 

dikirimkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

ditujukan kepada pejabat pada PD/UKPD dan tersimpan dalam basis 

data aplikasi Naskah Dinas Elektronik. Dalam pengelolaan Naskah 

Dinas keluar internal, aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan 

fasilitas : 

a) manajemen agenda Naskah Dinas keluar lrit.crnal secara otomatis 

b) pembuatan konsep Naskah Dinas keluar internal dengan ternplat 

sesuai jenis dan format berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas 

b. komunikasi eksternal 

Komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian informasi 

kedinasan yang dilakukan antara pejabat di lingkungan Pemerintah 

Daerah dengan instansi atau perorangan di luar Pemerintah. Daerah yang 

meliputi : 

1) surat clan Naskah Dinas masuk eksternal 

Surat dan Naskah Dinas masuk eksternal merupakan surat dan 

Naskah Dinas yang dikirim oleh instansi di luar Pemerintah Daerah 

atau perorangan yang ditujukan kepa d; i pejabat di lingkungan 

Pemerintah Daerah dan disimpan dalam basis .data aplikasi Naskah 

Dinas Elektronik melalui pemindaian dokumen. Dalam pengelolaan 

Naskah Dinas masuk eksternal, aplikasi Naskah Dinas Elektronik 

menyediakan fasilitas manajemen agen(.Ia surat masuk secara 

otomatis dalam bentuk : 

a) input data 

b) pencetakan lernbar disposisi. 

2) Naskah Dinas keluar eksternal 

Naskah dinas keluar eksternal merupakan Naskah Dinas keluar yang 

dikirimkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
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ditujukan kepada instansi di lua.r Pemerintah Daerah atau perorangan 

dan disimpan dalam basis data aplikasi Naskah Dinas Elektronik 

melalui peminaian dokumen. Dalam pengelolaan Naskah Dinas 

keluar ekstemal, aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan 

fasilitas : 

a) manajemen agenda Naskah Dinas keluar seeara otomatis 

b) pembuatan konsep Naskah Dinas keluar dengan templat sesuai 

jenis dan fcrmat berdasarkan perat-uran perundangundangan 
mengenai Tata Naskah Dinas 

MULAI 

11  

Surat Dan Naskah 
Dinas Masuk 

Format File 
Tercetak 

Pinclai 
("..5 Menit) 

Rekx-n Data Dan 
Unggah Naskah 
Dinas Ke Dalam 

Sistem 

E LESAI 	) 

Tidak 

Gambar 2 
Komunilcasi Internal dat i Elcstet .t?al 

Alur Surat dan Naskah Dinas 11/» .tsiik 

. ^ . _ _ - - - - • . y • --- - - • • . . - 

Unduk Template 
(2 Menit) 

----- 	-.,_ 
---"-- ill 	Ya 	  Templat > 

N„---  
I 

Tidak 

  

   

MULAI Konsep Naskah 
Dinas 

Edita- Aplikasi 

Ya 

RekamIsi Naskah 
Dinas 

(5 Menit) 

Unggah Naskah 
Dinas 

(5 Menit) 

>I Penandatanganan 
(5 Menit) 

. - _ . -• - .. . - • _ .. 1,  Ya 
Tidak 

-- 	---, ..- .„-- 	' ,,,,--  Veriikasi  
(5 Menit) .„--- 

---- 

Kirim Naskah Dinas 
Melalui Aplikasi 

(2 menit) 
SELESAI 

Gambar 3 
Komunikast Internat dan Eksternal 

Atur Naslcah. Dinas Ketuar dan Temptat 
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c. Disposisi 

Disposisi merupakan petunjuk mengenai tindak lanjut, tanggapan 

dan/atau arahan dari atasan kepada bawahan secara berjenjang terhadap 

surat dan Naskah Dinas. Dalam pengelolaan disposisi, aplikasi Naskah 

Dinas Elektronik menyediakan fasilitas penelusuran penyelesaian atas 

petunjuk dalam disposisi secara elektronik. 

Data Surat dan 
I( 	MULAI 	 Ditasusu 	 Rekam Resume 	 < 

(5 Menit) 	I 	 Wevuenang 	' 

Ya 

SELESAI 	)4111 	 
Rekam 

Tanggapan 
(5 menit) 

Disposisi 
(5 Menit) 

_ 

DIteruskan 
(5 Menit) 

4—; 	  

MULAI 

Gambar 5 
Alur Disposisi Gubemur 

Data Surat dan 
 	Naskah Dinas Masuk Sesuai 

Wewenang 

Ya 

Tidak 

SELESA1 
Rekam 

Tanggapan 
(5 men)t) 

Disposisi 
(5 Menit) 

Informasi ke PD 
lain 

(5 Menit) 

Gett/lbr.tr• 4 
Atur Disposisi PD/ 11.1<1.)1) 

d. diteruskan; 

Diteruskan merupakan suatu petunjuk mengenai surat dan naskah dinas 

masuk pada sistem Naskah Dinas Elektronik untuk diteruskan kepada 

PD/UKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam pengelolaan surat diteruskan, aplikasi Naskah Dinas 

Elektronik menyediakan fasilitasi penelusuran penyelesaian atas 

petunjuk dalam diteruskan secara elektronik. 
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e. diarsipkan; 

Diarsipkan merupakan suatu petunjuk atas surat dan naskah dinas 

masuk pada sistem Naskah Dinas Elektronik untuk diarsipkan secara 

sistematis sesuai dengan pengelolaan pengarsipan. 

f. informasi; 

Informasi merupakan pemberitahuan antar pengguna aplikasi Naskah 

Dinas Elektronik sebagai bentuk tindak lanjut terhadap petunjuk dalam 

disposisi. Dalam pengelolaan, aplikasi Naskah Dinas Elektronik 

menyediakan fasilitasi penyampaian informasi antar pengguna Naskah 

Dinas Elektronik. 

g. pembuatan Naskah Dinas dengan templat 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pembuatan 

Naskah Dinas dengan menggunakan templat yang menyatu dalam alur 

pembuatan agenda Naskah Dinas keluar untuk memberikan kemudahan 

dan keseragaman bagi pengguna Naskah Dinas Elektronik. Jenis dan 

format pembuatan Naskah Dinas dengan templat mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan mei igenai Tata Naskah Dinas. 
h. penelusuran surat dan Naskah Dinas; 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas penelusuran 

surat dan Naskah Dinas untuk memantau kemajuan penyelesaian surat 

dan Naskah Dinas secara elektronik. 

1. agenda harian pimpinan 

Agenda harian pimpman merupakan jadwal ketja pimpinan yang dicatat 

secara berkelanjutan dan disimpan dalam basis data aplikasi Naskah 

Dinas Elektronik. Apiikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas 

agenda harian pimpinan secara elektronik untuk memberikan 

kemudahan bagi pimpinan dalam merencanakan, memantau dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas kedinasan. 

Data Surat dan 
 	Naskah Dinas Masuk 

 

SELESAI 
)44  

 

InputJadwal 
(5 Menit) 

  

      

Gambcu-  6 
Alur Agenda Pimpitlan 

  

MULAI gencla 

Ya 
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fasilitas pencetakan data 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pencetakan data 

untuk kebutuhan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang 

meliputi: 

1) Naskah Dinas masuk internal; 

2) Naskah Dinas ke.luar intemal; 

3) surat dan Naskah Dinas masuk ekstemal; 

4) Naskah Dinas keluar eksternal; 

5) data agenda harian pimpinan; 

6) data daftar disp3sisi pimpinan; 

7) mencetak lembar disposisi; 

8) mencetak lembar disposisi Gubemur yang dilirnpahkan; 

9) mencetak lembar informasi; dan 

10) mencetak fisik arsip yang sudah dipindai. 

C. Spesifikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik 

Spesifikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik terdiri atas : 
1. 	spesifikasi fungsional, yang meliputi : 

a. identitas pengguna dan operator Naskah Dinas Elektronik 

Identitas pengguna Naskah Dinas Elektronik dan operator Naskah Dinas 

Elektronik terekam dalam aplikasi Naskah Dinas Elektronik. Penambahan 

dan/atau penonaktfan identitas pengguna Naskah Dinas Elektronik 

dan/atau operator Naskah Dinas Elektronik dilakukan oleh administrator 
Naskah Dinas Elektronik 

b. agenda surat dan Naskah Dinas masuk 

Penanganan agenda surat dan Naskah Dinas masuk, meliputi : 
1) input agenda 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas input data 

agenda surat dan Naskah Dinas masuk, mencetak lembar disposisi 

dan/atau mencetak rekapitulasi surat dan Naskah Dinas masuk. Data 

agenda surat dan Naskah Dinas masuk yang dlinput kedalam aplikasi 

Naskah Dinas Elektronik, yaitu nomor, ta.nggal, perihal, tujuan, 

pengirim, pokok masalah dan kecepatan tanggapan. Kecepatan 
tanggapan terdiri atas : 

a) amat segera, dengan batas waktu 3 (tiga) ja ni setelah direspon; 
b) segera, dengan batas waktu 6 (enam) jam setelah direspon; 
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c) penting, dengan batas waktu 9 (sembilan) jam setelah direspon; 
dan 

d) biasa, clengan batas waktu maksimum 12 (dua belas) jam hari kerja 

setelah direspon. 

2) penyimpanan dokumen 

Surat dan Naskah Dinas masuk yang telah dlinput disimpan dalam 

basis data aplikasi Naskah Dinas Elektronik. Mekanisme 

penyimpanan surat dan Naskah Dinas masuk yang telah diinput 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) pemindaian dokumen, dilakukan oleh operator Naskah Dinas 

Elektronik apabila dokumen Naskah Dinas masuk yang diterima 

dalam bentuk format file yang telah tercetak 

b) unggah dokumen, dilakukan apabila dokumen Naskah Dinas 

masuk yang diterima dalam bentuk elektronik. 

3) meliha I detail agenda 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyecliakan fasilitas untuk 

melihat detail substansi agenda surat dan Naskah Dinas masuk 

4) membuat catatan atas disposisi 

aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pembuatan 

disposisi atas surat dan Naskah Dinas masuk sampai dengan 

pemantauan tindak lanjut atas petunjuk dalam disposisi. 

c. agenda Naskah Dinas keluar 

Agenda Naskah Dinas keluar dilakukan berdasarkan tindak lanjut atas 

petunjuk dalam disposisi dan/atau inisiatif PD/UKPD dengan mekanisme 
1) pembuatan konsep Naskah Dinas keluar 

Pembuatan konsep Naskah Dina.s keluar dapat dilakukan dengan 

menggunakan templat dengan jenis dan format berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-unclangan mengenai Tata Naskah 

Dinas atau tanpa menggunakan templat. 

2) persetujuan konsep Naskah Dinas keluar 

Proses pembuatan konsep Naskah Dinas secara elektronik 

menggunakan templat mulai dari proses koreksi, revisi dan/atau 

perbaikan secara berulang dan berjenjang sesuai kebutuhan sampai 

dengan mendapatkan persetujuan melalui paraf koordinasi atas 

konsep Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang dan dapat 

dipantau dan dimonitor secara elektronik pada aplikasi Naskah Dinas 

Elektronik. 
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Penandatanganan dan penomoran Naskah Dinas Keluar dilakukan 

secara elektronik untuk selanjutnya disimpan dalam basis data 

aplikasi Naskah Dinas Elektronik. 

3) pembu.atan agenda Naskah Dinas keluar 

4) distribusi Naskah Dinas keluar 

Naskah Dinas keluar dapat didistribusi kepada pihak terkait setelah 

dilakukan proses penandatanganan clan pet tomoran oleh pejabat yang 
berwenang. 

d. templat 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pembuatan 

naskah dinas menggunakan templat dengan jenis dan format berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas 

dan berlaku bagi "seluruh PD/UKPD. 

e. pencarian dokumen surat dan Naskah Dinas 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pencarian 

dokumen surat dan Naskah Dinas untuk memudahkan pengguna aplikasi 

Naskah Dinas Elektronik dalam mencari dokumen surat dan Naskah 

Dinas yang dibutuhkan. 

2. 	Spesifikasi non fungsienal, yang meliputi : 

a. keamanan aplikasi, terdiri atas : 

1) identitas pengguna dan kata sandi 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas untuk 

melakukan pengecekan identitas pengguna Naskah Dinas Elektronik 

atau operator Naskah Dinas Elektronik dan kata sandi sehingga hanya 

dapat diakses sesuai kewenangan yang telah ditentukan bagi masing-

masing pengguna Naskah Dinas Elektronik atau operator Naskah 
Dinas Elektronik. 

2) antivirus 

Dalam menunjang keamanan penggunaan aplikasi Naskah Dinas 

Elektronik, Pll/ UKPD, BUMD dan lembaga lain harus dilengkapi 
antivli-us yang diperbaharui secara berkala untuk menghindari 
serangan virus. 

3) pengaman basis data 

Basis clata pada aplikasi Naskah Dinas Elektronik harus disalin dalam 

bentuk data cadanggm secara berkala agar terpelihara dan terhindar 

dan risiko kehilangan/kerusakan data. 
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4) tanda tangan elektronik 

Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang berisi 

informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi dan terkait dengan 
informasi elek-sonik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 
autentikasi bagi pengguna aplikasi Naskah Dinas Elektronik. 

b. pencatatan log aktivitas pengguna; 

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas mencatat setiap 

aktivitas pengguna Naskah Dinas Elektronik atau operator Naskah Dinas 

Elektronik yang berkaitan dengan sistem log dan digunakan untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Naskah Dinas pada 
aplikasi Naskah Dinas Elektronik. 

c. penghapusan dan pembatalan 

Aplikasi Naskah DInas Elektronik tidak clapat ruclakukan penghapusan 

dan/atau pembatalan secara langsung terhadap dokumen surat dan 

Naskah Dinas. Penghapusan dan/atau pembatalan dapat dilakukan 

menggunakan mekanisme flag untuk menandakan status validitas suatu 
dokumen surat dan Naskah Dinas. 

d. antisipasi kegagalan dan gangguan. 

Dalam hal terjadi kegagalan dan/atau gangguan pada aplikasi Naskah 

Dinas Elektronik, pengguna Naskah Dinas Elektronik dan/atau operator 
Naskah Dinas Elek-sonik melakukan pengelolaan Naskah Dinas secara 
manual terlebih datulu. 

D. Unsur Pendukung Sistem Naskah Dinas Elektronik 

1. unsur penclukung sistem Naskah Dinas Elektronik haus disediakan 

PD/UKPD, 13UMD dan lembaga lain guna inendukung kelancaran 

penggunaan aplikasi Naskah Dinas Elektronik, meliputi 
a. jaringan komputer; 

b. perangkat keras; dan 

c. perangkat lunak. 

E. Pengelolaan Dan Pembinaar. Naskah Dinas Elektronik 

1. pengelolaan 

a. Pengelolaan sistem Naskah Dinas Elektronik dilaksanakan oleh PD yang 

menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipal) dibantu oleh PD yang 

menangani urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik. 
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b. Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik dilaksanakan oleh masing-masing 

PD/ UKPD, BUMD dan lembaga lain 

2. pembinaan 

a. pembinaan Naskah Dinas Elektronik dilaksattakan oleh PD yang 

menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan, meliputi 
1) pengemba.ngan konsep sistem Naskah Dinas Elektronik; dan 
2) bimbingan teknik operasional pengelolaan Naskah Dinas Elektronik 

b. pembinaan teknik sistem Naskah Dinas Elektronik terkait teknologi 

informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh PD yang menangani urusan 

Komunikasi, Informatika dan Statistik, meliputi : 
1) pengembangan sistem Naskah Dinas Elektronik; 
2) pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem Naskah Dinas 

Elektronik; 

3) pengelolaan infrastruktur clan jaringan sistem Naskah Dinas 
Elektronik; dan 

4) pengelolaan keamanan data. 

F. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik 

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu 

sesuai kebutuhan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan 

membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi melalui KeputuSan Gubemur. 

G. Lain-lain 

1. 	penggunaan aplikasi Naskah Dinas Elektronik dikecualikan terhadap : 
a. Naskah Dinas yang menimbulkan pembebanan keuangan daerah; 
b. Naskah Dinas raha.sia; 
c. Naskah Dinas dan surat. masuk yang berisi informasi yang dikecualikan 

sesuai dengan keter_tuan peraturan perundang-undangan; 
d. Naskah Dinas yang formatnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

2. 	pengembangan sistem Naskah Dinas Elektronik secara lebih menyeluruh dan 

berkelanjutan sesuai kebutuhan dilakukan oleh Pera.ngkat Daerah yang 

menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan berkoordinasi dengan 

Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi, Informatika dan 
Statistik. 



156 

3. pembuatan Naskah Dinas secara elektronik berbentuk Produk Hukum 

Daerah agar menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai tata cara penyusunan Produk Hukum Daerah dan 

terintegrasi dalam Sistem Naskah Dinas Elektronik. 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 
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